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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, diatur kompetensi dan kualifikasi
menjadi dasar/acuan dalam penetapan jabatan,
pengangkatan pada jabatan tertentu, penyelenggaraan
mutasi, penyelenggaraan promosi, dan pengembangan
karier bagi pegawai negeri sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan
Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar
Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-11/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan



Menetapkan
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hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN
KUALIFIKASI JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

4. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kualifikasi adalah persyaratan yang mendukung
kompetensi.

6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung
jawab  memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

7. Jabatan Administrator Staf adalah Jabatan Administrator
yang berada di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

8. Jabatan Administrator Lini adalah Jabatan Administrator

yang memimpin organisasi unit kerja.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non
Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pengetahuan adalah  ilmu/metode/informasi yang
digunakan untuk melakukan proses kerja suatu unit
kompetensi.

Keterampilan adalah keahlian yang digunakan dalam
melakukan proses kerja suatu unit kompetensi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung
jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber

daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Maksud Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi
Jabatan  Administrator untuk  pedoman = dalam
pelaksanaan tugas, pengembangan sumber daya
manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi, serta penyelenggaraan seleksi
pengisian Jabatan Administrator lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi
Jabatan Administrator untuk meningkatkan kinerja ASN
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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Pasal 3

ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator harus

memenuhi:

a. standar kompetensi; dan

b. kualifikasi Jabatan Administrator.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 4
Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a meliputi:
a. standar kompetensi manajerial; dan
b. standar kompetensi teknis.
Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5

Kualifikasi Jabatan Administrator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. berstatus PNS;

b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau
Diploma IV;

c. telah mengikuti Diklat dalam kelompok jenis Diklat
Manajemen Teknis dan/atau Administrasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas atau
Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan
pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang
akan diduduki paling sedikit 3 (tiga) tahun;

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
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f.  memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
dan

g. sehat jasmani dan rohani.

(2) Kelompok jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6
Jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dalam kelompok jenis Diklat
Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring, dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini.

(2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi
Peraturan Menteri ini.

(3) Evaluasi dilakukan setiap S (lima) tahun atau sesuai

dengan kebutuhan.

Pasal 8
Seleksi Jabatan Administrator yang telah dilakukan tetap sah
dan berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI
JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENS] MANAJERIAL

Standar Kompetensi Manajerial untuk jabatan administrator dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu Standar Kompetensi Manajerial Untuk Jabatan
Administrator Staf dan Jabatan Administrator Lini. Untuk jabatan
administrator staf dildentifikasi 7 (tujuh) wunit kempetensi dan jabatan
administrator lini diidentifikasi 8 (delapan) unit kompetensi sebagaimana

diuraikan pada tabel sebagai berikut:

A. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Staf

Tabel 1. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator staf

NO | UNIT KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI LEVEL

1 2 3 4

1 | Integritas (Integrity) 4 Menumbuhkan komitmen dan rasa
tanggung jawab pada diri orang lain
untuk bertindalk dengan  penuh
tanggung jawab terhadap negara dan
pemerintah sesuai dengan nilai, norma
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

2 | Berpikir analitis 3 Menguraikan dampak jangka panjang

(Analitical Thinking) dari permasalahan yang muncul

terhadap kelangsungan kegiatan
organisasi.
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NO | UNIT KOMPETENSI LEVEL DESKRIPSI LEVEL

1 2 3 4

3 | Kemampuan 3 Melakuikan upaya/langkah-langkah
Mengelola untuk menyampaikan pesan perubahan
Perubahan kepada orang-orang di lingkungan
(Managing Change) kerjanya.

4 [ Kepemimpinan 3 Mengorganisir sumber daya yang
(Leadership) tersedia untuk optimalisasi pencapaian

tojnan organisasi.

S | Pengambilari 3 Membuat  keputusan  yang  sulit/
Keputusan dilematis dan cepat dengan
(Decisioon Making) mempertimbangkan konsekuensinya

6 | Berorientasi  Pada 3 Senantiasa dalam kondisi siap untuk
Pelayanan(Stakehol memberikan pelayanan kepada
der Orientation) stakeholder, bertanggung jawab dalam

menyelesaikan/menuntaskan
permasalahan yang muncul sehubungan
dengan keluhan stakeholder, secara
tepat dan cepat dan ramal

7 | Membangun 3 Mempunyai hubungan kerja sesuai
Hubungan Kerja kebutuhan di unit kerjanya, baik di
(Relationship lingkup organisasi maupun di luar
Building) organisasi dan mampu memberdayakan.

B. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Lini

Tabel 2. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator lini

NO UNIT KOMPETENSI LEVEL DESKRIPS] LEVEL
1 2 3 4
1 | Integritas (Integrity) 4 Menumbuhkan komitmen dan rasa

tanggung jawab pada diri orang lain
untuk  bertindak dengan  penuh
tanggung jawalb terhadap negara dan
pemerintah sesuai dengan nilai, norma
dan etika organisasi dalam segala

situasi dan kondisi.




2017, No.245

-10-
NO UNIT KOMPETENST LEVEL DESKRIPS] LEVEL

1 2 3 4

2 | Berpikir 4 Merumiiskan pendekatan
analitis(Analitical komprehensif yang dapat dilakukan
Thinking) organisasi untuk mengatasi

permasalahan organisasi.

3 | Kemampuan Mengelola 3 Melakukan upaya/langkah-langkah
Perubahan (Managing untuk menyampaikan peésan
Change) perubahan kepada orang-orang di

lingkungan kerjanya.

4 | Kepemimpinan 4 membangun sitnasi kerja  yang
(Leadership) kondusif.

S | Pengambilan 3 Membuat keputusan yang
Keputusan  (Decisioon sulit/dilematis dan cepat dengan
Making) mempertimbangkan konsekuensinya.

6 | Berorientasi Pada 4 Mengajak, mendorong dan
Pelayanan(Stakeholder mempengaruhi orang lain untuk selalu
Orientatior) memberikan inforimasi yang akurat dan

berguna serta pelayanan yang baik dan
menyenangkan, mampu memelihara
komunikasi dan memantau tingkat
layanan stakeholder.

7 | Membangun Hubungan 4 Hubungan kerja yang ada di maintain
Kerja (Relationship secara personal (individual treatment)
Building) derigan Dberorientasi babhwa dirinya

merupakan wakil dari Organisasi

8 | Manajemen Kontlik 4 Menyelesaikan konflik menjadi hal yang
(Konflik Resolution) positif dan produkrif,

Kamus kompetensi manajerial jabatan administrator staf dan lini secara

lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 9,
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JUDUL UNIT

o KOMPETENSI PENJELASAN

1 2 3

1 Integritas Kemampuan bertindak dengan penuh tanggung

(Integrity) jawab terhadap negara dan pemerintah secara
konsisten dan fransparan dalam segala situasi dan
kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika
yang berlaku di lingkungan kerja.

2 Level 1 Menerapkan mnorma dan etika organisasi sebatas
memenuhi kewajiban.

3 Level 2 Menerapkan mnorma dan etika organisasi sebatas
pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi.

4 Level Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai
dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam
segala situasi dan kondisi.

5 Level 4 Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab
pada diri erang lain untuk bertindak sesuai dengan
nilai, norma dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi.

6 Level 5 Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma
dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi.

Tabel 4. Berpikir Analitis

NO JUDUL UNIT PENJELASAN

KOMPETENSI
1 2 3
1 Berpikir Kemampuan menguraikan permasalahan
analitis berdasarkan informasi berbagai sumber secara
(Analitical komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan
Thinking) dampak terhadap organisasi.

2 Level 1 Menguraikan faktor penyebab dampak
permasalahan kegiatan.

3 Level 2 Mengidentifikasi faktor-faktor potensial
permasalahan yang berdampak kepada
keberlangsungan organisasi.

www.peraturan.go.id
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& Level 3 Menguraikan dampak jangka panjang dari
permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan

kegiatan organisasi

S Level 4 Mermimuskan pendekatan komprehensif yang dapat
dilakukan organisasi untuk mengatasi

permasalahan organisasi.

6 Level 5 Memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang

dari suatu fenomena umum dari sudut pandang

kepentingan organisasi.

Tabel 5. Kemampuan Mengelola Perubahan

No JUDUL UNIT PENJELASAN
KOMPETENSI

1 2 3

1 Kemampuan Kemampuan untuk melakukan penyesunaian
Mengelola terhadap situasi/perbedaan/tantangan/
Perubahan perubahan dan mengelolanya sehingga dapat
(Managing menjadi peluang dalam mencapai tujuan.

Change)
2 Level 1 Mengenali dan menyadari adanya perubahan/

perbedaan dalam lingkungan pekerjaan dan

bertipaya untuk beradaptasi secara mandiri.

3 Level 2 Melakukan adaptasi terhadap situasi/perubahan/
perbedaan dengan melakukan antisipasi dan
penyesuaian terhadap berbagai hal yang terkait
dengan aspek pekerjaannya.

4 Level 3 Melakukan upaya/langkah-langkal untuk

menyampaikan pesan perubahan kepada orang-

orang di lingkungan kerjanya.

5 Level 4 Menggerakkan orang lain untuk mengikuti
perubahan melalui tindakan yang kuat, tegas,

dan konsisten.

()]

Level S Mampu mewujudkan perubahan nyata dalam

organisasi menuju organisasi yang lebih baik

melalui upaya-upaya terobosan yang cerdas,

www.peraturan.go.id
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Tabel 6. Kepemimpinan

JUDUL. UNIT
NO KOMPETENSI PENJELASAN
1 2 3
1 Kepemimpinan | Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan
(Leadership) memotivasi orang lain dengan tujuan agar mercka
mengikuti dan melaksanakan rencana kerja
unit/organisasi.
2 Level 1 Meyakinkan orang lain tentang pentingnya
pencapaian tujuan organisasi.
3 Level 2 Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai
kompetensi dan potensi bawalian
4 Level 3 Mengoerganisir sumber daya yang tersedia untuk
optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.
53 Level 4 Membangun situasi kerja yang kondusif.
Level 5 Menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang
dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai
tujuan

Tabel 7. Pengambilan Keputusan

No | JUPULUNIT PENJELASAN
KOMPETENSI
1 2 3
1 Pengambilan Kemampuan mengambil tindakan secara cepat
Keputusan dan tepat, membuat keputusan yvang bersifat
(decision making) | subyektif, mengidentifikasi permasalahan yang
terjadi sebelum pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan dampak serta bhertanggung
jawab dengan keputusannya.
2 Level 1 Membuat keputusan yang responsif berdasarkan
data informasi dan sesuai keadaan lingkungan.
3 Level 2 Membuat keputusan yang dapat mengakomodir
kepentingan semua pihak.
+ Level 3 Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan

cepat dengan mempertimbangkan

konisekuensinya.

www.peraturan.go.id
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JUDUL UNIT
NO PENJELASAN
KOMPETENSI
1 2 3
5 Level 4 Memastikan pelaksanaan keputusan dengan
memantau hasilnya dengan membuat
penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
6 Level S Membuat keputusan strategis dan berdampak
jangka panjang dengan didukung data informasi
yang kom prehensif dan akurat.

Tabel 8. Berorientasi pada Pelayanan

JUDUL UNIT
NO ) ) FENJELASAN
KOMPETENSI
1 2 3
1 Berorientasi pada Kemampuan melakukan upaya untuk

Pelayanan (Stakeholder | mengetahui, memahami dan memenuhi

Orientation) kebutuhan stakeholder dalam aktivitas
pekerjaannya.
2 Level 1 Mengetahwi dan memahami kebutuhan

stakeholder, mendengarkan masukan,

saran dan umpan balik dari stakeholder.

3 Level 2 Mengembangkan hubungan vang positif
dan konstruktif dengan Stakeholder;
memberikan respen yvang tepat terhadap
permintaan pelayanan, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

4 Level 3 Senantiasa dalam kondisi siap untuk
memberikan pelayanan kepada
stakeholder; bertanggung-jawab dalam
menyelesaikan/ menuntaskan
permasalahan yang muncul sehubungan
dengan keluhan stakehelder, secara tepat

dan cepat dan ramal.

S Level 4 Mengajak, mendorong dan mempengaruhi
orang lain umtuk selalu memberikan
informasi yang akurat dan berguna serta

pelayanan yang baik dan menyenangkan,

www.peraturan.go.id
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mampu menmelihara komunikasi dan

memantau tingkat layanan stakeholder.

Level 5 Menumbuhkan Dbudaya pelayanan yang
baik/proaktif di lingkungan kerja dan
senantiasa mendahulukan kepentingan

melayani publik dibandingkan kepentingan

pribadi.

Tabel 9. Membangun Hubungan Kerja

JUDUL UNIT PENJELASAN
KOMPETENSI
2 3
Membangnun Kemampuan untuk menjalin hubungan
Hubungan Kerja interpersonal dalam rangka pencapaian tujuan
(Relationship kerja bagiannya/organisasi, termasuk
Building) mengembangkan jejaring komunikasi eksternal

organisasi untuk mendapatkan dukungan dan
tukar informasi/ide,

Level 1 Memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja
denngan pihak-pihak yang berhubungan
langsung dengan unit kerjanya saja (next and
previous process) dan sebatas di lingkup

internal organisasi.

Level 2 Berinisiatif untuk melakukan hubungan kerja
dengan pihak-pihak yang terkait dengan

tugasnya baik internal maupun eksternal.

Level 3 Mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan
di umnit kerjanya, baik di lingkup organisasi
maupun di luar organisasi dan mampu

memberdayakarn.

Level 4 Hubungan kerja yang ada di maintain secara
personal  (individual treatment) dengan
berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil

dari Organisasi.

www.peraturan.go.id
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Level S

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan
pihak internal dan eksternal organisasi untuk
mendapatkan dukungan pencapaian target

Organisasi.

Tabel 10, Manajemen Konflik

JUDUL UNIT
NO BOMUETTENST PENJELASAN
1 2 3
1 Manajemen Konflik | Kemampuan mengambil langkah-langkah untuk
{conflict mengelola perselisihan menuju arah yang
management) produktif.
2 Level 1 Meletakan berbagai sudut pandang kepentingan
dalam konteks yang tépat.
3 Level 2 bersikap  terbuka dan  objektif dalam
penyelesaian konflik.
4 Level 3 Memberikan alternatif solusi dengan berbagai
konsekuensinya
5 Level 4 Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif
dan produktif.
6 Level 5 Menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk
berbagi pandangan yang terbuka dan objektif
serta kreatif,

Hasil penilaian standar kompetensi manajerial dikategorikan ke dalam

beberapa kriteria sebagaimana tertera dalam tabel 11,

Tabel 11 Kriteria dan Parameter

NO KRITERIA PARAMETER
1 2 3
il Siap Jika semua unit kompetensi sesuai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan.
2 Sangat potensial Jika  integritas sesuai dengan = standar

kompetensi yang ditetapkan dan 1 (satu) unit
kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang
ditetapkan.
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3 Potensial Jika infegritas sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan dan 2 (dua) unit
kompetensi lainnya dapat dibawah standar yang
ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 1
(satu) unit kompetensi lainnya dapat di bawah

standar yang ditetapkan.

4 Cukup potensial dika  integritas sesuai  dengan standar
kompetensi yang ditetapkan dan 3 (tiga) unit
kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang
ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 2
(dua) unit kompetensi lainnya dapat di bawah
standar yang ditetapkan.

B Belum cukup |Jika integritas sesuai dengan = standar
potensial kompetensi yang ditetapkan dan 4 (empat) unit
kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang
ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 3
(tiga) unit kompetensi lainnya dapat di bawah
standar yang ditetapkan.

6 Kurang poterisial Jika 4 (empat) unit kompetensi atau lebih di
bawah standar yang ditetapkarn.

Keterangan: Rekomendasi untuk diangkat pada jabatan

administrator harus memenuhi Kriteria: siap,

sangat potensial, potensial atau cukup potensial.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td

SITI NURBAYA
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGEKUNGAN

HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI LINGKUP

KEMENTERIAN

KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENS] TEKNIS

A. UNIT KOMPETENSI TEKNIS

Mempertimbangkan tngas pokok dan fungsi jabatan administrator,

LINGKUNGAN

HIDUP DAN

ditetapkan 4 (empat) unit kompetensi bagi seluruh jabatan administrator

lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Menyediakan bahan perumusan kebijakan;

1
2 Menyiapkan bahan implementasi kebijakan;

0\3

Mengatur Pelaksanaan Kegiatan;

Menyvediakan bahan evaluasi kebijakan.

Daftar unit kompetensi teknis sebagaimana terdapat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi dan Pemaketan Unit Kompetensi

NO KODE UNIT NAMA UNIT KOMPETENSI JABATAN
1 | LHK.JADM:001.01 |Menyediakan bahan | Berlaku untuk semiua
perumusan kebijakan jabatan Administrator
2 | LHK. JADM.002.01 | Menyiapkan bahan | di lingkup
iniplementasi kebijakan kemeriterian

3 | LHK. JADM.003.01 | Mengatur Pelaksanaamn
Kegiatan
4 | LHK. JADM.004.01 | Menyediakan bahan

evaluasi kebijakan

lingkungan hidup dan
kehutanan Pusat dan
Unit Pelaksana Teknis
di Daerah

Rumusan

masing-masing unit

kom petensi

diuraikan pada

standar

kompetensi sebagaimana terdapat pada Tabel 2, 3, 4 dan 5.

www.peraturan.go.id



1o 2017, No.245

B. RUMUSAN UNIT KOMPETENSI TEKNIS JABATAN ADMINISTRATOR

Tabel 2. Unit Kompetensi menyediakan bahan perumusan kebijakan

NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI
1 | Kode Unit Kompetensi LHK.JADM.001.01
2 | Judul Unit Kempetensi | Menyediakan bahan perumusan
kebijakan

3 | Uraian Unit Kompetensi | Unit kompetensi ini mengidentifikasi
pengetahuan, keferampilan, dan sikap
vang diperlukan dalam menyediakan

bahan perumusan kebijakan

4 Ruang Lingkup 1. Kompetensi ini digunakan dengan
substansi yang disesuaikan dengan
ruang lingkup masing-masing jabatan
sebagaimana terdapat pada tabel 6

2. Perumusan kebijakan yang dimaksud
pada unit kompetensi ini dapat
berupa rancangarn peraturan
perundang-undangan, program dan
rencana.

3. Informasi yang diknmpulkan dapat
berasal dari laperan pelaksanaan
kegiatan ataupun informasi lain yang

relevan

5 | Panduan Penilaian 1. Pengetahuan
Pengetahuan pada unit kompetensi
ini disesuaikan dengan ruang
lingkup bidanig jabatan
administrator. Pengetahuan masing-
masing jabatan sebagaimana
terdapat pada Tabel 6.

2. Keterampilan
a. Mengelola informasi

b, Teknik analisis data
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NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI

¢. Metode statistik sederhana
d. Metede penelitian
3. Kondisi pengujian

a. Metode pengujian dapat berupa
verifikasi portofolio; tes tertulis
atau tes lisan; wawancara;
presentasi; dan/atau simulasi.

b. Materi uji disusun -disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi
(ruang lingkup) masing-masing

jabatan administrator.

6 | Blemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja
1. Menganalisa 1. Informasi vang relevan dan
informasi bahan diperlukan dalam perumusan
perumusan kebijakan diidentifikasi.
kebijakan 2. Informasi disiapkan berdasarkan
hasil identifikasi.
3. Informasi vyang telah disiapkan
dianalisis
2. Menginterpretasi 1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai
hasil analisis dengan kebutuhan Tumrusan
perumusan kebijakan
kebijakan 2. Hasil  interpretasi didiskusikan

dengan pihak terkait atau tenaga ahli.
3. Hasil informasi yang sudah
didiskusikan disampaikan Xkepada
perumus kebijakan sebagai bahan

masukan perumusan kebijakan.
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Tabel 3. Unit Komipetensi menyiapkan bahan implementasi kebijakan

NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI
1 | Kode Unit Kompetensi LHEK.JADM.002.01

2 |Judul Unit Kompetensi | Menyiapkan bahan implementasi
kebijakan.

3 | Uraian Unit Kompetensi | Unit kompetensi ini mengidentifikasi
pengetaliuan, keterampilan, dan sikap
vang diperlukan dalam meramuskan
kegiatan.

4 | Ruang Lingkup 1. Kempetensi ini digunakan bagi

seluruh jabatan administrator dalam

rangka merealisasikan kebijakan yang

sudah ditetapkan oleh perumus

kebijakan dengan substansi yang
disesuaikan dengan ruang lingkup
masing-masing jabatan sebagaimana

terdapat pada tabel 6.

2. Berdasarkan lingkup
pekerjaannya/tanggung jawab
wewenangnya dalam pelaksanaan
kebijakan, jabatan — administrator
dibagi menjadi 3 (tiga):

a. jabatan administrator
administratif — dimana lingkap
pekerjaannya terbatas pada
lingkup internal unit kerjanya.

b. Jabatan administrator kebijakan
publik dimana lingkup
pekerjaannya meliputi internal
dan ekternal.

¢. Jabatan administrator pengelola
asset/pengelola kawasan/
pengelola sumber daya

hutan/pengelola  sumber daya
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alam dan lingkungan/ pengelola
konservasi sumber daya alam dan
ekosistem dimana lingkup
pekerjaannya meliputi  internal
dan ekternal serta diberitanggung
jawalb dan wewenang untuk

mengelola kawasan tertentu.

Panduan Penilaian

1. Pengetahuan

Pengetahuan pada unit kompetensi

ini disesnaikan dengan ruang lingkap

bidang jabatan administrator.

Pengetahuan masing-masing jabatan

sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

2. Keterampilan

a. Melakukan analisis
permasalalian

b. Berpikir strategik dalam
merancang proyek dalam
mengatasi snatu permasalahan
untuk pencapaian suatu
outcome.

c.  Mengidentifikasi potensi resiko
dan manajemen tesiko sebagai
bagian dalam rumusan
rancangan proyek.

d. Melakukan analisis biaya sebagai
bagian dalam rumusan
rancangan proyek.

e. Negosiasi rancangan kegiatan
kepada pihak terkait untuk
mendapatkan persetujuan.

3. Kondisi pengujian antara lain:

a. Metode pengujiani dapat berupa
verifikasi portofolio; tes tertulis
atau  tes lisan; wawancara;

presentasi; dan/atau simulasi.
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b. Materi uji disusun  untuk
masing-masing jabatan
administrator disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi
(ruang lingkup) masing-masing

jabatan admiinistrator.

6 | Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja

1. Mengidentifikasi 1. Kebijakan organisasi/unit kerja dan
alternatif kegiatan peraturan perundang-undangan
disiapkan.

2. Manfaat, target sasaran danj/atau
lingkup pelaksanaan kebijakan
diidentifikasi  berdasarkan  ruang
lingkup pekerjaan ataupun batasan
tanggung jawab/wewenang.

3. Alternatif-alternatif kegiatan yang
mendukung kebijakan diidentifikasi.

2. Merencanakan 1. Hambatan  pelaksanaan kegiatan
kegiatan diidentifikasi.

2. Kriteria evaluasi pencapaian hasil
pelaksanaan kegiatan disusun.

3. Rencana kegiatan termasuk suategi
pelaksanaan kegiatan ditentukan.

4. Rencana kegiatan dibahas dengan
pihak terkait.

5. Rencana kegiatan didokumentasikan.

Tabel 4. Unit Kompetensi mengatur pelaksanaan kegiatan

NO | KOMPONEN ‘ PENJELASAN
KOMPETENSI
1 | Kode Unit Kompetensi LHK.JADM.003.01

Judul Unit Kompetensi | Mengatur Pelaksanaan Kegiatan.

Urajan Unit Kompetensi | Unit kompetensi ini mengidentifikasi

penigetahuan, keferampilan, dan sikap

vang  diperlukan dalam — mengatur
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NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI

pelaksanaan kegiatan.

4 | Ruang Lingkup Kompetensi ini digunakan bhagi seluruh
jabatan administrator dengan substansi
yang disesuaikan dengan ruang lingkup
masing-masing jabatan sebagaimana

terdapat pada tabel 6:

S | Panduan Penilaian 1. Pengetaluan
Pengetaliuan pada unit kompetensi
ini disesuaikan dengan ruang lingkup
bidang jabatan administrator.
Pengetaliian masing-masing jabatan
sebagaimana terdapat pada Tabel 6.
2. Keterampilan
a. Menentukan strategi dalam
pelaksanaan kegiatan;

b. Mengelola sumber daya
organisasi;

c. Teknik mengatasi
permasalahan/ konflik

pelaksanaan kegiatan.

d. Komumnikasi/mengarahkan

kegiatan
3. Kondisi pengujian antara lain:

a. Metode pengujian dapat berupa
verifikasi portofelio; tes tertulis
atau tes lisan; wawarncara;
presentasi; damn/atau simulasi.

b. Materi wji disusun  untuk
masing-masing jabatan
administrator disesuaikan
dengan tugas pokek dan fungsi
(ruang lingkup) masing-masing

jabatan adniinistrator.
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NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI
6 | Elemen Konipetensi Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi 1. Lingkup dan aspek kegiatan
lingkup dan aspek dianalisis untuk mengetahiui
kegiatan keluaran.

2. Raktor-faktor yang mempengaruhi
kegiatan diidentifikasi.

3. Langkal-langkah untuk
melaksanakan kegiatan ditentukan.

2. Membentuk tim dani | 1. Para pihak yang terlibat dan personil

nmenyusun reficana yang dibatuhkan sesnai karakteristik
ketja kegiatan diidentifikasi.
2. Koordinasi dengan pihak terkait
dilakukan.

3. Tim kerja diusulkan untuk
ditetapkan.

4. Rencana  kegiatan dan  alokasi
sumberdaya organisasi disampaikan

kepada tim kerja sesuai kebijakan

organisasi.
5. Rencana alternatif (kontijensi)
disiapkan.
3. Menyelesaikan 1. Permasalahan/hambatan
hambatan pelaksanaan kegiatan dianalisis.
pelaksanaan 2. Metode penyelesaian masalali
kegiatan ditentukan.

3. Hambatan/permasalahan
pelaksanaan kegiatan diselesaikan
sesuai metode yang ditetapkan.

4. Masalah yang tidak dapat
diselesaikan dilaporkan kepada

pimpinan.
4. Melakukan 1. Proses pelaksanaan kegiatan
pemantauan dimonitor

kegiatan
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NO KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI

2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
disusuil.

3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
disampaikan kepada pinipinan.

Tabel 5. Unit Kompetensi menyediakan bahan evaluasi kebijakan

NO KOMPONEN ‘ PENJELASAN
KOMPETENSI
1 | Kode Unit Kempetensi LHK.JADM.004.01

Judul Unit Kompetensi | Menyediakan bahan evaluasi kebijakan.

Uraian Unit Kompetensi | Unit kompetensi ini —mengidentifikasi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
diperlukan dalam menyediakan bahan

evaluasi kebijakan.

4 | Ruang Lingkup 1. Kompetensi ini digunakan bagi jabatan |
administrator dengan substansi yang
disesuaikan dengan rtuang lingkup
masing-masing jabatan sebagaimana

terdapat pada tabel 6.

N

Informasi yang dikumpulkan dapat
berasal dari laporan  pelaksanaan
kegiatan ataupun informasi lain yang

relevar.

S | Panduan Penilaian 1. Pengetahuan
Pengetahuan pada unit kompetensi ini
disesuaikan dengan ruang lingkup
bidang jabatan administrator.
Pengetahuan masing-masing jabatan
sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

2. Keterampilan
a. Mengelola informasi
b. Teknik analisis data
c. Metode statistik sederhana
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KOMPONEN PENJELASAN
KOMPETENSI

d. Metode penelitian
3. Kondisi pengujian
a. Metode pengujian dapat berupa
verifikasi portofolio; tes tertulis atau
tes lisan; wawancara; presentasi;
dan/atau simulasi.

b. Materi wji disusun untuk masing-
masing jabatan administrator
disesnaikan dengan tugas pokok
dan fungsi (ruang lingkup) masing-

masing jabatan administrator.

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja

1. Menganalisa 1. Informasi yang relevan dan diperlukan
informasi bahan dalam evaluasi kebijakan diidentifikasi.
evaluasi kebijakan 2. Informasi disiapkan berdasarkan hasil
identifikasi.

3. Informasi yang telah disiapkan

dianalisis.

2. Menginterpretasi 1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai
hasil analisis dengan kebutuhan evaluasi kebijjakan,
evaluasi kebijakan 2. Hasil interpretasi didiskusikan dengan
pihak terkait atau tenaga ahli.

3. Hasil informasi yang sudah didiskusikan
disampaikan kepada perumus kebijakan
sebagai bahan masukan
perbaikan/pengembangan kebijakan.
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Tabel 6. Ruang Lingkup dan Pengetahuan untuk Setiap Jabatan

I. Sekretariat Jenderal

1.1 Biro Kepegawaian Dan Organisasi

1.1.1

Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

¢ Perencanaan
formasi

¢ Perencanaan
jabatan

* Pengadaan

Perundang-undangain
terkait pengelolaan sumber
lingkungan
hidup, dan kehutanan

daya  alam,

Perundang-undangan

pegawai terkait administrasi
* Peraturan pemerintahan (pusat/
kepegawaian daerah)

* Kebijakan publik

¢ Administrasi,

s Pengelolaan
sistem informasi MAGZEMEn: | o

kepegawaian dan Organisasi (AMO) W

* Pelayanan dan komumikasi |,
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

» Sistem pengendalian intern
pemerintahi

» Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jendral

* Program Kkerja terkait Biro
Kepegawaian

Alunsur pengetahuan, terkait

denigan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan perundang-
undangan terkait
dengan kepegawaian
dan erganisasi
Pedoman tata naskah
dinas dan persuratan
Pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Pemetaan jabatan
Analisis Jabatan
Analisis Beban Kerja
Pola rekruitmen dan
penyusunan kebutuhan
pegawai

Evaluasi jabatan, bobet
jabatan dan klasifikasi
jabatan

Pola karier
Perigelolaan dan
administrasi jabatan
Pengembangan
informasi kepegawaian

berbasis IT
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1.1.2 Kepala Bagian Pengembangan Dan Fenilaian Kinerja Pegawai

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengembangan
pegawai
Administrasi
jabatan
fungsional
Evaluasi kinerja
dan disiplin

pegawai

)

dengan

Perundang-undangan terkait

pengelolaan  sumber daya

alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan

(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa

Manajemen keuangar

Sistem pengendalian intern
pemerintali

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan/kebijakan  ferkait

dengan Sekretariat Jendral

Program kerja terkait Biro
Kepegawaian
unsur pengetahuan, terkait

elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Perativan
perundang-undangan
terkait dengan
kepegawaian dan
organisasi

Pedoman tata naskah
dinas dan persuratan
Pengembangan SDM
Manajemen SDM
Pengisian jabatan
pimpinan tinggi ASN
Kompetensi
manajerial
Administrasi jabatan
fungsional

Penilaian
kinerja/SKP

Disiplin pegawai
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1.1.3 Kepala bagian mutasi kepegawaian

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

s Promosi dan
alih tugas
jabatan

e Kepangkatan

e Pemensiunan
dan
pemberhentian

pegawai

%)

dengan

Perundang-undangan terkait

pengelolaan  sumber daya

alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan

(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian  infern

pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan/kebijakan  terkait

dengan Sekretariat Jendral

Program Kkerja terkait Biro

Kepegawaian
unsur pengetahuan, terkait

elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada wunit

kompetensi

Peraturan
perundang-undangan
terkait dengan
kepegawaian dan
organisasi
Administrasi
kepegawaian
Pemetaan jabatan
(peta: jabatan
penataan pegawai)
Pedoman tata naskah
dinas dan persuratan
Teknik cepat
penyiapan bahan
keparnigkatan,
pensiun,
pemberhentian
pegawai dan

pengeloaan database
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

¢ Koordinasi
pembinaan dan
pengenibangan
organisasi

+ Ketatalaksanaan

* Tata usaha biro

%)

dengan

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern

pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait

dengan Sekretariat Jendral
Program kerja fterkait Biro
Kepegawaian

unsur pengetahuan, terkait

elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Analisis organisasi/
Kelembagaan

Analisisi Reformasi

Birokrasi

Analisis prosedur
Ketja

Analisis Tata
Hubungan Kerja/

Bisnis Proses
Analisis. sistem dan
prosedur kerja
Analisis sarpras kerja
Prosedur Tatausaha
Prosedur kerumah
taniggaan

Pedoman tata naskah
dinas dan persuratan
Administrasi
Kepegawaian
Administrasi
Keuangan
Administrasi

Pelaporan Biro
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Kepala Bagian Rencana Dan Program

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

RPJP Nasional,
RPJM nasional,

rercana
program jangka
pendek dan .
Rencana kerja
Renstra
Lingkungan
Hidup Dan .
Kehutanan. e
Perjanjian
kinerja .
Kementerian,

Sekjen dan Biro °

Evaluasi .
program .
pembangunan i
LHK

dengan elenien dan

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
lingkungan

hidup, dan kehutanan

daya  alam,

Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Penigadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jendral
Program kerja terkait Biro

Perencanaan

% Unsur pengetahuan, terkait

Kriteria

kompetensi

' Peréncanaan prograin

Peraturan terkait
sistem perencanaan
pembangunan

nasional

(RKTN; penyusunan
dokumen
renstra/renja)
Arsitektur dan
informasi kinerja
Sistem evaluasi dan
pelaporan kinetja
Teknologi informasi
rencana, prograi, dan
anggararn serta
evaluasi dan
pelaporan.

Statistik sederhana
Media dan teknik
komunikasi serta

penyebaran informiasi
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Ruang lingkup

Pengetahuan wmum *)

Pengetahuan teknis

Penyusunan
anggaran pusat
dan daerah
APBN, APBN-P,
Dana Alokasi
Khusus, Dana
Hibah,
Dekonsentrasi,
tugas
pembantuan dan
anggaran transfer
daerah

Perundang-undangan  terkait
pengelolaan  sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan  terkait

dengan Sekretariat Jendral
Program kerja terkait Biro
Perenicanaan

* Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit
kompetensi

- Peraturan terkait

- Merancang RKA-K/L,

pengelolaan anggaran
pemerintaly
pusat/daerah
(penyusunan dan
penelaahan rencana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga,
tata cara revisi
anggaran, dan
penerapan bagan akun
standar)

Peréncanaan program
(RKTN, penyusunan
dokumen
renstra/renja)
Perencanaan anggaran
(penyusunan dokumen
rencana kegiatan
anggaran k/1)
Arsitektur dan
informasi kinerja
Manajemen
Kepimpinan
Koordinasi, Negosiasi
dan Mediasi

Isu-isu strategis global
bidang LHK
Mekanisme Kebijakan
anggaran transfer ke
daerah

Sistem evaluasi dan
pelaporan kinetja

DIPA, KAK, POK
Statistik sederhana
Media dan teknik
komunikasi serta
penyebaran informasi
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1.2.3 Kepala Bagian Evaluasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pemantauan,
evaluasi dan
pelaporan

pelaksanaan

pembangunain

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingknngan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanarn dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

Program kerja terkait Bire

Perencanaan

*) Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada

unit konipetensi

Regulasi dan  sistem

prosedur  perencanaan
dan evaluasi
pembangunarn
Penyusunan laporan
evaluasi pembangunan
Memahami  dokumen-
dokumen perencatia-an
bidang LHK
Merancang LAKIP,
Laporan Triwulan,
Laporan Bulanan dan
Laporan talhiunan
Manajemen Kepimpinan
Negosiasi dan mediasi
Isu-isu strategis global

bidang LHK
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1.2.4 Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Dan Hibal

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Kerja sania
dalam negeri
dan hibah
Evaluasi
pengelolaan
hibah

Ketata  usaha
rumalh  tangga
biro

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
lingkungan
hidup, dan kehutanan

daya  alam,

Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusaty/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelavanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jendral
Program kerja terkait Biro

Perencanaan

¥ Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan

Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan perundang-
undangar terkait
kerjasama luar negeri
Keniitraan dan
kerjasama Inar/dalam
negeri

Konvensi internasional
Metode negosiasi dan
fasilitasi

Penyusunan nota
kesepahaman (Mol)
dan kerjasama
Pengelolaan hibah
Bahasa Internasional
Isu-isu strategis global
bidang LHK
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1.3 Biro Umum
1.3.1
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Kepala Bagian Tata Usaha Kementeriai

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

e Persuratan

¢ Karya cetak,
kepustakaan,
pengelolaan
perpustakaan
dan museum

» Arsip dan
dokumentasi

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

» Perundang-undangan
terkait  administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

e Kebijakan publik

¢ Administrasi,

Manajemen dan
Organisasi (AMO)
e Pelayanan dan

komunikasi publik

¢ Pengadaan barang
dan jasa

¢ Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan/kehijakan
terkait dengan
Sekretariat Jendral

s Program kerja terkait
Biro Umum

*)  Unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen

dan Kriteria Unjuk Kerja

(KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan/pedoman terkait
dengan ketatausahaan
(tata. naskah dinas, tata
kearsipan)

Peraturan terkait kenangan

(standar  biaya umum,
perbendaharaan negara,
pajak, dll)

Peraturan terkait
pelayanan perkantoran

(operasional perkantoran)
Peraturan terkait dengan
perlengkapan/Barang Milik
Negara

Administrasi kepegawaian
Perencanaan anggaran
(penyusunan rencana
kegiatan anggaran K/L)
Arsitektur dan
kinerja
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
Pengelolaan
(inventarisasi,
pemantaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN)
Sistem dan teknologi
pelaporan

Pengelolaan persuratarn
Pengelolaan keuangar,
administrasi kepegawaian
dan BMN

Pengelolaan museum
Pengelolaan  kepustakaan
dan perpustakaan

informasi

BMN
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum )

Pengetahuan teknis

Tata
pimpinan
Keprotokolan

usaha

%)

terkait -dengan

Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup,

dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait  administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)
Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen
Organisasi (AMO)
Pelayanan
komunikasi publik
Péengadaan
dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangai
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
Sekretariat Jendral
Program kerja terkait
Biro Umiim

Unsur pengetahuan,
elemen

dan

dan

barang

dan Kriteria Unjuk Kerja

(KUK)

pada unit

kompetensi

Peraturan/pedoman terkait
dengan ketatausahaan (tata

naskah dinas, tata
kearsipan)

Peraturan terkait
kepegawaian

Peraturan terkait keuangan
(standar  biaya  umum,
perbendaharaan negara,
pajak, dll)

Perataran terkait pelayanan
perkantoran (operasional
perkantorari)

Peraturan terkait dengan
perlengkapan/Barang Milik
Negara

Peraturan terkait pelaporan
Peraturan terkait sistem
perencanaan pembangunan
nasional

Administrasi kepegawaian
Tata pelayanan perkantoran

(keprotokoleran)
Perencanaan anggaran
(penyusunan rencana

kegiatan anggaran K/L)
Arsitektur dan informasi
kinerja

Pengelolaan BMN
(inventarisasi, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan

BMN)

Sistem dan teknologi
pelaporan

Fengelolaan persuratan
Pengelolaan kenangan,
administrasi kepegawéian
dan BMN
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1.3.3 Kepala Bagian Rumah Tangga

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

¢« Urusan
dan

kesehatan

dinas,
Sekjen

s Perawatan

angkutan
pegawai
keamanan
kantor

layanan

¢ Kepegawaian,

gaji, kendaraan

pemeliharaan
sarpras fisik

¢ Pengelolaan

Perundang-undangarn

terkait pengelelaan
sumber daya alamni,
lingknngan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintalian (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemern
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangarn
Sistem pengendalian

iritern pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan

terkait dengan Sekretariat
Jendral

Program kerja terkait Biro
Umum

*  Unsur

terkait

pengetahuan,
dengan elemen
dan Kriteria Unjuk Kerja
(KUK)

kom petensi

pada unit

Peraturan/pedonian
terkait dengan
(tata

tata

ketatausahaan
naskah

kearsipan)

dinas,

Pelayanan  perkantoran

(operasional perkantoran,

administrasi

kepegawaian,
keprotokoleran dan
layanan kesehatan
pegawai)

Peraturan terkait dengan
perlengkapan/Barang
Milik Negara
Pengelolaan BMN
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,

penghapusan)

Aplikasi simak BMN dan

aplikasi barang
persediaan
Perigelolaan sarana

prasarana (saspras fisik;
kendaraan dinas dan
angkutan pegawai)
Arsitektur dan informasi
kinerja
Sistemm dan  teknologi
pelaporan

Sistem keamanan katitor
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1.3.4 Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum?)

Pengetahuan teknis

pengelolaan barang
milik Negara
Pembinaan
penggunaan,
pemarifaatan,
pengamanan,
pemeliharaan,
penghapusan, dan
pemindahitanganan
harang milik Negara
Penatausahaan

barang milik Negara

Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya — alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan
terkait
pemerintahan
daerah)
Kebijakan publik

administrasi

(pusat/

Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajenien SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian

intern pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan

Sekretariat Jendral

Program kerja terkait
Biro Umtini
¥ Unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit kompetensi

Peraturan perundang-
undangan terkait
keuangan, program
dan anggarain
Peraturan terkait
Pengelolaan BMN
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
Administrasi Barang
Milik Negara.
Pengelolaan Tata
Persuratan dan Tata
kearsipan
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
kenangain negara.
Proses Pengadaan
Barang dan Jasa.
Pengelolaan  Dbarang
hibah

Pengadaan barang/
jasa

Pengelolaan ULP
Pengelolaan LPSE
Perencanaan Kinerja
dan Pelaporan
Penyusunan DIPA
dan RKAKL
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1.4 Biro Hukum
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1.4.1 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan [
Ruang Lingkup Pengetahuan Umum *) Pengetahuan Teknis
Peraturan ¢«  Perundang-undangan Prinsip penyusunan

perundang-undangan
dan kerja sama
bidang tata
lingkungan,
planologi, dan
pengawasarn,
pengelolaan hutan
produksi lestari,
pencemaran
kerusakan
lingkungan,
pengendalian
perubahan iklim dan
penelitian dan
pengembangan serta
administrasi LHIK

terkait pengelolaan sumber
daya alam, Ilingkungan
hidup, dan kehutanan

»  Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

*  Kebijakan publik

¢«  Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

» Pelayanan dan komunikasi
publik

s Pengadaan Dbarang dan
jasa

¢« Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

*  Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

¢ Program kerja terkait Biro
Hukum

*) Unsur pengetaliuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

peraturan perundang-
undangarn

Teknik penyusunan
peraturan perundang-
undangan (Legal
Drafting)

Beracara di
Pengadilan sebagai
Saksi Ahli

Teknik presentasi dan
mengajar

Pengkajian peraturan

perundang-undangan
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1.4.2 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan [1

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum *)

Pengetahuan Teknis

Peraturan
perundang-undangan
dan perjanjian kerja
sama di bidang
konservasi sumber
daya alam ekosistem,
penegakan hukum,
pengelolaan sampah,
limbah bahan
berbahaya beracun,
penyuluhan SDM,
pengelolaan DAS dan
peraturan daerah

s Administrasi,

*  Program

*  Peruindang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan

¢«  Perundang-undangan terkait

administrasi  pemerintahan

(pusat/ daerah)

¢« Kebijakan publik

Manajemen

dan Organisasi (AMO)

¢« Pelayanan dan komunikasi

publik

*  Penigadaan barang dan jasa
¢« Manajemen SDM
» Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian intern

pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait

dengan Sekretariat Jendral

kerja terkait Biro
Hukum

*) Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kega (KUK) pada unit

komipetensi

Prinsip penyusunan
peraturan
perundang-
undangan

Teknik penyusunan
peraturan
perundang-
undangan (Legal
Drafting)

Beracara di
Pengadilan sebagai
Saksi Ahli

Teknik presentasi
dan mengajar
Pengkajian
peraturan
perundang-

undangan
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1.4.3 Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum *)

Pengetahuan Teknis

* Koordinasi
pelaksanaan

bantuan dan

» Pengelolaan

jaringan

di bidang LHK

advokasi hukum
perdana, pidana,
tata usaha negara

dan uji materiil

dokumentasi dan

informasi hukum

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Penigadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jendral
Program Kkerja terkait Biro

Hukum

*) Unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kega (KUK) pada unit

komipetensi

¢ Hukum perdata,
acara perdata

+ Hukum pidana,
acara pidana

e Hukum acara di
TUN

e Hukum acara di
Mahkamah
Konstitusi

e Tata cara dan
prosedur wuji materi
di Mahkamal
Agung

= Pengelolaan SUDIH
LHEK

¢ Bimtek SJDIH
lingkup LHIK

¢ Pengembangan
sisteni perundang-
undangan LHK

e Pengelolaan
database sistem
peraturan
perundang-
undangan LHK

e Data enfry
perundang-
undangan LHK

e Manajemen
pengelolaan
perpustakaan
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1.4.4 Kepala Bagian Penelaahan Hukuni dan Perizinan

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum *) Pengetahuan Teknis
Evaluasi * Perundang-undangan terkait |e Lingkungan hidup
peraturail pengelolaan sumber daya dan ilmu
perundang- alam, lingkungan hidup, dan kehutanan serta
undangan kehutanan pengelolaan
Penelaahan ¢«  Perundang-undangan terkait usaha/kegiatan
hukum administrasi  pemerintahan lainnya terkait

Perjanjian kerja
sama

Perizinan bidang
lingkungan hidup
dan kehutanan
Ketatausahaan

biro

(pusat/ daerah)
¢« Kebijakan publik
s Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)
¢« Pelayanan dan komunikasi

publik
*  Pengadaan barang dan jasa
¢« Manajemen SDM
» Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian intern

pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait

dengan Sekretariat Jenderal
* Program Kkerja terkait Biro
Hukum
*) Unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kega (KUK) pada unit

komipetensi

perizinan bidang
lingkungan hidup
dan kehutanan.
Drafting Keputusan
perizinan dan
perjanjian
kerjasama;
Identifikasi
permasalahan
dalam rangka
penelaahan hukum
perizinan bidang
lingkungan hidup
dan kehutanan.

Ketatausahaan
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1.5 Biro Keuangan
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1.5.1 Kepala Bagian Perbendaharaan

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetaliuan teknis
Perbendaharaan * Peraturan perundang- Peraturan perundang
tatalaksana undangan terkait undangan terkait
keuangan dan pengelolaan sumberdaya pengelolaan
pengelolaan alam, lingkungan hidup dan keuangan negara
perbendaharaan kehutanan Peraturan perundang
Pejabat * Peraturan perundang- undangan terkait
Perbendaharaan undangan terkait pengadaan  barang
dan peningkatan administrasi pemerintahan /jasa
SDM pengelola |  (pusat/daerah) Peraturan terkait
keuangan * Kebijakan publik Standar Biaya
tuntutan ganti rugi | ¢ Administrasi, manajemen pelaksanaan APBN
dan Tuntutan dan organisasi (AMO) Peraturan terkait
Perbendaharaan * Pelayanan dan komunikasi Perbendaharaan
Tindak lanjut LHP publik Penguasaan BAS
Monitoring * Pengadaan barang dan jasa tatacara  pengujian
Evaluasi LPJ * Manajemen SDM kevangan dan

s Manajemen pengelolaan penyelesaian ganti

keuangan
* Sistem pengendalian intern

pemerintali

* Pengelolaan sistem data dan

informasi
* Kebijakan pengelolaan

keuangan

» Peraturan/kebijakan terkait

dengan Sekretariat Jenderal

* Program kerja terkait Biro

keuangan
*) Unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

kerugian negara

Mekanisme/
penetapan pejabat
perbendaharaan

(KFA, PPK, PP-SPM,

bendahara penerima

dan pengeluaran/
BPP
Mekanisme

pertanggling jawaban

keuangan
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1.5.2 Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Ruang lingkup
¢ Investasi
pemerintah dan
kerja sama

perdagangan serta
layanan umum

s Penatausahaan
penerimaan negara
bukan pajak dan
penerimaan negara
hukan
lainnya

pajak

* Penatausahaan

dana hagi Thasil

yvang berkaitan
dengan
perimbangan
penerimaan negara
bukan pajak
sumber daya alam
lingkungan hidup

dan kehutanan;

s Peraturan pertindang-
undangail terkait
pengelolaan sumberdaya

alam, lingkungan hidup dan

kehutanan

» Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

« Kebijakan publik

¢ Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

*« Manajemen SDM

« Manajemen pengelolaan
keuangan

« Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan sistem data dan
informasi

* Mekanisme penyusunan
APBN

* Kebijakan pengelolaan
keuangan

» Peraturan/kebijakan terkait
denigan Sekretariat Jenderal

* Program kerja terkait Biro
keuangan

*) Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan perundang
undangan terkait
pengelolaan
keuangan negara
Peraturan terkait
dengan investasi
Potensi
pengembangan
untuk investasi
unggulan baik sektor
lingkungan hidup
maupun kehutanan
Regulasi terkait
investasi

Peraturan terkait
dengan PNBP
Penatausahaan
PNBP (tata cara
penyetoran
/pembayaran PNBP,
Jenis dan Tarif PNBP,
pelaporan realisasi
PNBP SDA,
identifikasi PNBP,
target PNBP dan [jin
Peniggunaan PNBP
dilnar DR dan PSDH)
Aplikasi sistem PNBP
online (simporni)
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1.5.3 Kepala Bagian Verifikasi dan Piutang

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Rencana kegiatan
hire
Rencanaanggaran

pendapatan belanja

Ketatausahaan
kepegawaian;
keuangan,
kerumalitanggaan
dan laperan
keuangan

Tindak lanjut

laporan kegiatan
Verifikasi apbn dan
pelaksanaan
anggararn, dan
penatausahaan
revisi

serta

anggarari,
penertiban
darn pengurusan
lingkup

kementerian

rekening

Piutang sementara
belum dapat
ditagih (PSBT) dan
piutang
lingkup

kementerian

negara

s Peraturan pertindang-
undangail terkait
pengelolaan sumberdaya

alam, lingkungan hidup dan

kehutanan

» Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

« Kebijakan publik

¢ Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

*« Manajemen SDM

« Manajemen pengelolaan
keuangan

« Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan sistem data dan
informasi

» Kebijakan pengelolaan
keuangan negara

* Peraturan/kebijakan ferkait
dengan Sekretariat Jenderal

» Program kerja terkait Biro
keuangan

* Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Perativwan
perundang-undangan
terkait  pengelolaan
keuangan negara
Peraturan
perundang-undangan
terkait

usahaan

penata

/penyelesaian
piutang negara
Peraturan
perundang-undangan
terkait pengadaan
barang/jasa
Peraturan perundang
undangan terkait
usulan penggunaaan
DBH
Peraturan terkait
revisi anggaran
Penatausahaan

barang milik negara

Verifikasi
pertanggung jawaban
pelaksanaan
anggaran

Pencermatan Bagan

Akun Standar (BAS)
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1.5.4 Kepala Bagian Akuintansi dan Pelaporan

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Akuntansi

pelaporan

dan

keuangan.
Laporan
keuangan dan
hibah

Rencana aksi dan
tindak lanjut atas
hasil pemeriksaan
BPK RI

Peraturan
pelaporan

keuarigan

s Peraturan pertindang-
undangail terkait
pengelolaan sumberdaya

alam, lingkungan hidup dan

kehutanan

» Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

« Kebijakan publik

¢ Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

*« Manajemen SDM

« Manajemen pengelolaan
keuangan

« Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan sistem data dan
informasi

* Penyusunan APBN

¢+ Kebijakan pengelolaan
keuangan negara

» Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal

* Program kerja terkait Biro
keuangan

*) Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

Peraturan perundang

undangan terkait

pengelolaan
keuangan negara
Pengelolaan APBN
berbasis akrual

melalui  mekanisme
akuntansi

Penyusunan laperan

keuangan
Peraturan yang
terkait dengan

penyusunan rencana
aksi dan tindak
lanjut terhadap
temuan pemeriksaan
BPK RI atas laperan
Keuangan
Penatausahaan
Hibah/ pinjaman
Peraturan perundang
undangan terkait
pengelolaan
keuangan negara
Mekanisme dan tata
cara penyusunarn

laporan keuangan
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1.6 Biro Hubungan Masyarakat

1.6.1 Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi
Ruang lingkup Pengetahuan Umum®*) Pengetahuan Teknis
« Pemberitaan o Perundang-undangan Peraturan
e Analisis opini terkait pengelolaan sumber Perundang-undangan
publik daya alam, lingkungan terkait  kehumasan

« Komunikasi publik
e Kampanye
Publikasi

s  BEvaluasi

dan

hidup, dan kehutanan

Perundang-undangan

terkait administrasi
pergerintatian (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern

penterintah

Pengelolaan  data  dan
informasi
Peraturan/kebijakan

terkait dengan Sekretariat
Jendral

Program kerja terkait Biro
Hubungan Masyarakat

*) Unsur pengetaliuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

dalam /luar negeri.
Teknik
dokumen-dekumen

publik bidang

analisis

opini
LHIK
Sistem dan prosedur
evaluasi program

Teknik Negosiasi dan
mediasi
Isu-isu
global bidang LHK

strategis

Strategi
LHK
Keterbukaan
informasi publik
Jurnalistik

kampanye

Desain  grafis dan
media kampanye
Penyiaran
Komunikasi

Bahasa Internasional
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1.6.2. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga

Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
* Hubungan ¢ Perundang-undangan » Peraturan Perundang-
antar lembaga terkait pengelolaan undangan terkait

Evaluasi

pelaksanaan

suniber daya alani,
lingkungan Thidup, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan

terkait administrasi
penierintahan (pusat/
daerah)

¢ Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan
komunikasi publik

e Pengadaan barang dan
jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

e Program kerja terkait Biro
Hubungan Masyarakat

* Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada tmnit

kompetensi

kehumasan  dalam/luar
negeri.

Teknik analisis dokurien-
dokumen opini publik
bidang LHK

Lembaga mitra potensial
dari dalam dan luar negeri
Sistem dan prosedur kerja
sama dalam dan luar
negeri

Sistem  dan  prosedur
evaluasi program

Teknik  Negosiasi dan
mediasi

Isu-isu strategis global
bidang LHK
Ketatanegaraan (Tupoksi
antar lembaga)
Keterbukaan informasi
publik

Jurnalistik

Komunikasi

Bahasa Internasional
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara.
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban

Administrasi BMN
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1.6.3 Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik

informasi publik

suniber daya alani,
lingkungan Thidup, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan

terkait administrasi
penierintahan (pusat/
daerah)

¢ Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan
komunikasi publik

e Pengadaan barang dan
jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

e Program kerja terkait Biro
Hubungan Masyarakat

* Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada tmnit

kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
Penyajian dan | ¢ Perundang-undangan e Peraturan Perundang-
pelayanan terkait pengelelaan undangan terkait

kehumasan  dalam/luar
negeri.

Teknik analisis dokurien-
dokumen opini publik
bidang LHK

Lembaga mitra potensial
dari dalam dan luar negeri
Sistem dan prosedur kerja
sama dalam dan luar
negeri

Sistem  dan  prosedur
evaluasi program

Teknik  Negosiasi dan
mediasi

Isu-isu strategis global
bidang LHK dan Informasi
publik

Jurnalistik

Desain grafis dan media
kampanye

Penyiaran

Ilmu kemunikasi

Bahasa Internasional
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara.
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban

Administrasi BMN
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1.7 Biro Kerjasama Luar Negeri

1.7.1 Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum™)

Pengetahuan tekniis

Hubungan ,
kerjasama dan
pemantauan
kerjasama
bilateral dan
regional
Tindak lanjut
kerjasama
bilateral dan
regional
Evaluasi
pelaksanaan
kerjasama
bilateral dan

regional.

= Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehtitanan

s Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

o Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan komunikasi
publik

= Pengadaan harang dan
jasa

s Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian
intern pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

s Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

s Program kerja terkait Biro
Kerjasama Luar Negeri

*) Unsur pengetahuan, terkaif

dengan elenien dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan Perundang-
undangan terkait
kerjasama lnar

negeri/bilateral dan

regional.

Teknik analisis
dokumen-dokumen
perencanaan bidang
LHIK

Mangjemen Kerjasama
(Protokoler, konsuler,
keimiigrasian dan
ketenagakerjaan)
Tindak lanjut kerjasama
domestik/ internal.
Teknik diplomasi,
negosiasi, formulasi
dan analisis kerjasama
luar negeri

Resume pertemuan
internal dan
internasional

Bahasa internasional
Pengelolaan proyek
kerjasama luar negeri
Teknik penyiapan
delegasi pertemuan
bilateral/regional.
Mekanisme pengadaan
BMN

Administrasi Kenangan
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1.7.2. Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

Hubungan ,
kerjasama dan
pemantauan
kerjasama
mhultilateral
Tindak lanjut
kerjasama
muldlateral
Evaluasi
pelaksanaan
kerjasama

multilateral

s Perundang-undangan

terkait, pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidop, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait
pemerintahan
daerah)

¢ Kebijakan publik

administrasi

(pusat/

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan komunikasi
publik

o Pengadaan barang dan
jasa

s Manajenien SDM

¢ Manajenien keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah
e Pengelolaan data dan

informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

e Program kerja terkait Biro
Kerjasama Luar Negeri

*) Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan  Perundang-
undangan terkait
kerjasama luar
negeri/bilateral dan
regional.

Teknik analisis

dokumen-dokumen
perencanaan bidang LHK
Manajemen kerjasama
(Pratokaler, konsuler,
keimigrasian dan
ketenagakerjaan)
Tindak lanjut kerjasama
domestik/ internal.
Teknik diplomasi,
negosiasi, formulasi dan
analisis kerjasama luar
negeri

Resume pertemuan
internal dan
internasional

Bahasa internasional
Pengelolaan proyek
kerjasama luar negeri
Teknik penyiapan
delegasi pertemuan
bilateral/regional.
Mekanisme pengadaan
BMN

Administrasi Keuangan
Peta dan konstelasi

organisasi internasional
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1.7.3 Kepala Bagian Perjanjian Internasional
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pendapat hukum,
Analisis yuridis
Evaluasi dan
ratifikasi perjanjian

infernasional

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, -dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

e Program kerja terkait Biro

Kerjasama Luar Negeri

¥ Unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Teknik penyusunan
perjanjian
internasional

Teknik analisis
yuridis dan pendapat
hukum atas
perjanjian
internasional

Teknik dasar
diplomasi, negosiasi,
formulasi dan
analisis kerjasama
luar negeri

Bahasa internasienal
Teknik cepat
penyiapan resume
pertemuan internal
dan internasional
Peta dan konstelasi
organisasi
internasional
Perjanjian
internasional berupa
charter, konvensi
dan protocol
Penyusunan renstra
Mekanisme
pengadaan BMN
Administrasi

keuangan
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1.8 Pusat Standardisasi Lingkungan

1.8.1 Kepala Bidang Standardisasi Pengelolaan

Ruang lingkup Pengetahuan umur *) Pengetahuan teknis
e Pengembangan, ¢ Perundang-undangan o Peraturan
penerapan, dan terkait pengelolaan perundang-
penilaian sumber daya alam, nndangan terkait
kesesuaian standar lingkungan hidup, dan standardisasi
pengelolaan kehutanan lingkungan dan
lingkungan dan | e Perundang-undangan kehutanan
kehutanan terkait administrasi | Sistem standardisasi
s Pengenibangan, pemerintahan (pusat/ nasional
penerapan, dan daerah) s Sistem standardisasi
penilaian ¢« Kebijakan publik internasional

kesesuaian standar | « Administrasi, Manajemen |s Sertifikasi

pelayanan dan Organisasi (AMO) Pengelolaan hutan
masyarakat e Pelayanan dan lestari
komunikasi publik « Sertifikasi sistem
e Pengadaan barang dan manajemen
jasa lingkungan
¢ Manajemen SDM s Sistem akreditasi
* Manajemen keuangan nasional
e Sistem pengendalian

infern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kehijakan
terkait dengan Sekretariat
Jenderal

e Program  kerja terkait
Standardisasi Lingkungan
dan Kehutanan

*) Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi
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1.8.2 Kepala Bidang Standardisasi Produk

2017, No.245

Ruanglingkup Pengetahuan Umum *) Pengetahuan Teknis

Standardisasi dan Perundang-undangan s Peraturan

penilaian kesesuaian terkaif: pengelolaan perundang-

standar produk sumber daya alam, undangan dan

barang dan jasa lingkungan hidap, dan kebijakan terkait

bidang lingkungan kehutanan standardisasi

dan kehutanan Perundang-undangan lingkungan dan
terkait administrasi kehutanarn
pemerintahan (pusat/ | e Sistermn standardisasi
daerah) nasional
Kebijakan publik ¢ Sistern standardisasi

Administrasi; Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian

intern pemerittah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan

terkait dengan Sekretariat
Jenderal

Program  kerja  terkait
Standardisasi Lingkungan

dan Kehutanan

*) Unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kom petensi

internasional
Sistem Sertifikasi
Produk
Sistem akreditasi
nasional

Pengukuran

Pengujian Kayu

dan

Sustainable
Consumption and
Production (SCP)
Sistem /skema
pengembangan dan

penerapan ekolabel

Produksi Bersih
Pengadaan  barang
dan  jasa  ramah
lingkungan
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1.8.3 Kepala Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengembangan,
penerapan, dan
penilaian kesesuaian
standar teknologi dan
pengujian lingkungan
dan kehutanan

« Perundang-undangan

terkait: pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidap, dan
kehutanan

« Perundang-undangan
terkait
pemerintahan
daerah)

e Kebijakan publik

administrasi

(pusat/

¢ Administrasi;, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan
jasa

s Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jenderal

e Program kerja terkait
Standardisasi Lingkungan
dan Kehutanan

*) Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kempetensi

Peraturan
perundang-undangan
terkait standarisasi
teknologi dan
pengujian

Inovasi teknologi
Pengujian teknologi
dibidang lingkungan
dan kehutanan
Pengujian kualitas
lingkungan.
Pemanfaatan
teknologi dan prinsip
produksi bersih
Sistem Standardisasi
Nasional

Sistem Standardisasi
Internasional
Sertifikasi/ Verifikasi
Teknolegi ramah
lingkungan
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1.9 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

2017, No.245

1.9.1 Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan

Ruang lingkup

Pengetahuan umumni *)

Pengetahuan tekmis

Perancangan dan
analisis
pembiayaan dana
bergulir untuk
pembiayaan
pembangunan

hutan tanaman

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

s Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan komumnikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

e Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintaly

e Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal

» Program kerja terkait
Pembiayaaan Pembangunan
Hutan dan Investasi
Lingkungan

* Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Peraturan
perundang-undangan
terkait pembiayaan
dana bergulir dan
investasi

Peraturan yang
terkait dengan
pengajuan
pembiayaan dana
bergulir
Mekanisme/skema
pembiayaan dana
bergulir

Analisis pembiayaan
dana bergulir tanpa
Lembaga Perantara
Analisis pembiayaan
dana bergulir melalui
lembaga perantara
(bank dan bukan
bank)
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1.9.2 Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum %)

Pengetalhuan teknis

s Rancangan
kegiatan
pembiayaan
investasi

lingkungan

investasi
lingkungan

¢ Analisis

investasi

lingkungan

s Analisis teknis

pembiayaan untuk

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
dava alami, lingkungan
hidop, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sckretariat Jenderal
Program kerja terkait
terkait Pembiayaaan
Pembangunan Hutan dan
Investasi Lingkungan

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kempetensi

Peraturan perundang-
undangan terkait:
pembiayaan dan
investasi
Lembaga-lembaga
keuangan/investasi
Analisis pembiayaan
dan sasaran investasi
Keuangan (akuntarisi
dan verifikasi
keuangan)
Mekanisme
penyvaluran dana
investasi

Penyusunan dan
penilaian proposal
péngajuan investasi
Teknolegi ramah
lingkungan
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1.9.3 Kepala Bidang Operasional

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umuimn *)

Pengetahuan teknis

* Penyiapan
penyaluran
pembiayaan

o Evaluasi
kinerja
penerima
pembiayaan
dan
pengendalian
resike
pembiayaan
dana bergulir
skema
pinjaman bagi
hasil dan

syarialy

o Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

e Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

¢ Kebijakan publik

o Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan komunikasi
publik

e TPengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

o Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal

e Program kerja terkait terkait
Pembiayaaan Pembangunan
Hutan dan Investasi
Lingkungan

* unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit konipetensi

Peraturan tentang
pembangunan HTR,
HKmni, HD, dan HR
Pengetahuan terkait
perencanaan
penanaman tanamarn
kehutanan dan
silvikultur tanaman
hutan

Peraturan perundang-
undangan terkait
pembiayaan dan
investasi

Pengelolaan lembaga
keuangan dan investasi
Keuangan (akuntansi
dan verifikasi keuangan)
Mekanisme penyalurart,
pengembalian,
penyelesaian,
pembiayaan dana
bergulir

Pengelolaan data dan
informasi

Teknik penyusunan
perjanjian penyaluran
fasilitas dana bergulir
Monitoring dan
evaluasi, serta
pembinaan fasilitas

dana bergulir
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1.9.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

¢ Kebijakan publik

e Administrasi, .
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan 13
komunikasi publik

e Pengadaan barang dan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah .

¢ Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan ®
Sekretariat Jenderal

e Program kerja terkait
terkait Pembiayaaan
Pembangunan Hutan

*) unsur pengetahitian
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompétensi

jasa .
¢ Manajemen SDM °
s Manajemen keuangan L

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis

« Penyusunan s Perundang-undangan e Peraturan/pedoman terkait
program  dan terkait pengelolaan dengan ketatausahaan (tata
anggaran sumber daya alam, naskah dinas, tata

» Pengelolaan lingkungan hidup, dan kearsipan)
keuangan kehutanan e Peraturan terkait dengan

e Ketatausahaan | Perundang-undangan kepegawaian

¢ Rumah tangga terkait administrasi s Peraturan terkait dengan
dan pemerintahan (pusat/ keuangan (Standar biaya
kehumasan. daerah) umum, perbendaharaan

negara, pajak, dll)
Peraturan terkait dengan
pelayanan perkantoran
(operasional perkantoran)
Peraturan terkait dengan
perlengkapan/Barang Milik
Negara

FPelaporan

Administrasi kepegawaian
Tata pelayanan perkantoran
(antara lain keprotokoleran)
Pengelolaan BMN
(inventarisasi, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)

Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan (SIK),
Kepegawaian (SIMPEG),
Simak BMN dan aplikasi
barang persediaan,
keuangan (SAIBA, SILABI,
SAS)
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1.10 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1.10.1 Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan
Pemanfaatan Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum #)

Pengetahuan teknis

Perumusan dan
penerapan
kebijakan
Pengenibangan
dan penerapan
kesesuaian
infrastruktur
Sarana dan
peralatan
pembukaan
wilayah dan
pemanfaatan
hutan

« Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

o Perundang-undangan terkait
admimnistrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

s Kebijakan publik

e  Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

» Pelayanan dan kemunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

e Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

« Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal

« Program kerja terkait
keteknikan kehutanan dan
lingkungan

*) Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Peraturan
perundang-
undangan terkait
sarana dan
prasaraia
pembukaan
wilayah dan
pemanfaatan
hutan
Teknologi
pembukaan
wilayah hutan
Teknologi
pemarfaatan
hutan
Penggunaan dan
pemeliharaan
sarana;
infrastruktur,
dan peralatan
pembukaan
wilayah dan
pemanfaatan
hutan
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1.10.2 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umuwm *)

Pengetahuan teknis

Perumusan dan
penerapan
kebijakan
Pengembangan
dan penerapan
kesesuaian
infrastrukiuar,
sarana, peralatan
bidang
perlindungan
hutan,
rehabilitasi
hutan,
pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai, dan

tanggap darurat

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Orgamnisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Perigelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal
Program kerja terkait
keteknikan kehutanan dan

lingkungan

* Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Peraturan
perundangan
terkait sarana dan
peralatan
perlindungan
hutan
Infrastruktur dan
sarana
pengamanarn
hutan dan
evakuasi
Infrastruktur dan
sarana pemadam
kebakaran dan
pengendalian HPT
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1.10.3 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Fengelolaan Lingkungan

Hidup

Ruang lingkup

Pengetahuan umuii *)

Pengetahuan tekiiis

Perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan
Penerapan
penilaian
kesesuaian
standar
keteknikan
pengelolaan
lingkungan hidup
Pelayanan
dukungan sarana
dan peralatan
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkurigan hidup

dan

o Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

o Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

e Pengetahuan lingkungan
hidup

« Pengetahuian kehtitanan

s Kebijakan publik

s Administrasi, manajemen
dan organisasi pemerintahan
(AMO),

s Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

o Administrasi SDM

« Administrasi keuangan

¢ Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sekretariat Jenderal

¢ Program kerja terkait
keteknikan kehutanan dan
lingknngan

*) Unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit konipetensi

Peraturan
perundang-
undangan terkait
sarana dan
peralatan
pengelolaan
lingkungan hidup
Sarana dan
peralatan Pemantau
Kualitas
Lingkungan Hidup
Sarana dan
Peralatan
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan Hidup
Teknologi terkait
dengan peralatan
Pemanfaatan dan
pemeliliaraan alat
Penyusunan
peraturan/perunda
ngan terkait NSPK
(Norma, Standar,
Prosedur, dan
Kriteria)
Dukungan
keteknikan terkait
sarana dan
peralatan
pengelolaan
lingkungan hidup
Standar teknis
sarana, peralatan,
dan infrastruktur
pengelolaan
lingkungan hidup
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1.11 Pusat Data dan Informasi

1.11.1 Kepala Bidang Pengelolaan Data

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan tekiis
Pengelolaan data | ¢ Perundang-undangan Perumusan,
lingkungan dan terkait pengelolaan pelaksanaan dan
kehutanan sumber daya alam, evaluasi kebijakan
Pengkajian, lingkungan hidup, dan publik

perancangan, kehutanan Perancangan,
pembangunan, ¢ Perundang-undangan pembangunan,
pengembangan, terkait administrasi pengembangan, dan
dan pengelolaan pemerintahan (pusat/ pengolahan  basis
basis data, daerah) data

pertukaran dan | ¢ Kebijakan publik Pertukaran dan
kliring data e Administrasi, Manajemen kliring data,
Pengoperasian dan Organisasi (AMO) pengoperasian dan
dan pengamanan | e Pelayanan dan pengamanarn
fasilitas data komunikasi publik fasilitas data dan
Disaster Recovery | ¢ Pengadaan barang dan disaster recovery
Center, kontrol jasa center

kualitas dan | » Manajemen SDM Kontrol kualitas dan
penjaminan s Manajemen keuangan penjaminan kualitas
kualitas pengelolaan data

pengelolaan data
lingkungan dan

kehutanan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah
s Pengelolaan data dan
informasi
¢ Peraturan/kehijakan
terkait dengan Sekretariat
Jenderal
e Program kerja terkait data
dan informasi
#) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Nmu statistik dasar
Analisis data
Pengelolaan data
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1.11.2 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengelolaan
informasi bidang
lingkungan hidup
Pengelolaan
informasi bidang

kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

s Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

¢ Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan
komunikasi publik

e Pengadaan barang dan
jasa

» Manajemen SDM

¢ Manajenien keuangan

* Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jenderal

e Program kerja terkait data
dan informasi

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Penyusunan,
pelaksanaan, dan
evaluasi kebijakan
publik

Pengelolaan sistem
informasi
Teknologi informasi
dan komunikasi
Teknis GIS

Ilmu stastistik
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1.11.3 Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi

Ruang lingkup Pengetahuan umum =) Pengetahuan teknis
s Pengelolaan *  Perundang-undangan s Pengelolaan
infrastruktur terkait pengelolaan infrastruktur jaringan
jaringan sumber daya alam, s Teknologi informasi dan
¢ Pengembangan lingknngan hiduop, dan komunikasi
aplikasi kehutanan s llmu komputer
¢ Keamanan ¢ Perundang-undangan ¢ Pengembangan dan
sistem informasi terkait ad ministrasi modifikasi aplikasi
di lingkungan pemerintahan (pusat/ sistem informasi
kementerian daerah) e Teknik pemeringkatan
o IKebijakan publik indeks keamanan
s Administrasi, Manajemen informasi
dan Organisasi (AMO) s Pengelolaan
e Pelayanan dan pengamanan sistem
komunikasi publik informasi
s Pengadaan barang dan e Pengelolaan WEB
jasa

* Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jenderal

e Program kerja terkait data
dan informasi

* unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi
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1.12.1 Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahiuan tekrnis
Program dan « Perundang-undangan Peraturan
kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber perundangan

pembangunan
berkelanjutan bidang
perekonomian dan

kesejaliteraan rakyat

daya alam, lingkluingan
hiduap, dan kehutanan

e Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

« Kebijakan publik

s Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

= Manajemen SDM

« Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendral

= Program kerja terkait Pusat
Kajian Kebijakan Strategis

* Unsur pengetahiuarn, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

undangan terkait
dengan perekonomian
dan kes¢jahteraan
rakyat

Analisis peraturan
perundang undangan
yvang terkait dengan
perekonomian dan
kesejahteraan

[su-isu strategis
lingkungan hidup dan
kehutanan yang
berkaitan dengan
perekonomian dan
kesejahteraan rakyat,
baik nasional, wilayah

maupun antar sektor
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1.12.2 Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Program dan
kebijakan strategis

pembangunan

berkelanjutan bidang

pelitik, lnukum,
keamanan dan

agenda global

¢ Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan terkait
administrasi
(pusat/ daerah)

«  Kebijakan publik

pemerintahan

» Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

« Manajemen SDM

» Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian intern
pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
dengan Sckretariat Jendral

« Program kerja terkait Pusat
Kajian Kebijakan Strategis

*) Unsur pengetahiuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan
perundang-
undangan lokal,
nasional dan
konvensi
internasional
terkait urusan
lingkungan hidup
dan kehutanan;
Penelaahan
kebijakan politik,
hukum, keamanan
dan agenda global
terkait urtisan
[ingkungan hidup
dan kehutanan;
Harnionisasi dan
sinkronisasi
regulasi;
Pengetahhuan
sister
ketatanegaraan

Indeonesia
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Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pernigetahuan teknis
Rencana dan |+ Perundang-undangan Peraturan/pedoman
prograin, terkait pengelolaan terkait dengan
Ketatausahaan sumber daya  alam, ketatausahaan (tata
Tatalaksana lingkungan hidup, dan naskah dinas, tata
keuangan kehutanan kearsipan)

Kepegawaian, dan |* Perundang-undangan Peraturan terkait dengan
Pengelolaan terkait administrasi kepegawaian

barang milik pemerintahan  (pusat/ Peraturan terkait dengan
negara daerah) keuangan (standar biaya

» Kebijakan ptblik

o Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

*  Pelayanarn dan
komunikasi publik

» Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

»  Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian
intern pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan
Sekretariat Jendral

¢ Program kerja terkait
Pusat Pengendalian

Pembangunan Ekoregion
*) unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit kompetensi

umum, perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan terkait dengan
pelayanan perkantoran
(operasional perkantoran)
Peraturan terkait dengan
perlengkapan/BMN

Administrasi kepegawaian

Tata pelayanan

perkantoran (aritara lain
keprotokoleran)
Pengelolaan BMN
Perencanaan program
dan anggaran (Renstra,
Renja, RKA-K/L, DIPA,
KAK, POK)

Evaluasi kegiatan dan

penyusunan laporan
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1.13.2 Kepala Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan daya Tampung

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidop

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

e [nventarisasi

« Perhitungan daya
dukung dan daya
tampung hutan,
hasil hutan,
pertambangan,
energi, pertaniai,
kelautan,
transportasi,
manufaktur,
industri dan jasa
di wilayah

ekoregion.

*  Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

¢ Pernumdang-undangan

terkait administrasi
pemerintalian (pusat/
daerah)

+ Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

*» Pelayanan dan komunikasi
publik

¢ Pengadaan barang dan jasa

s Manajemen SDM

» Manajemen kenangan

¢ Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan
terkait dengan Sekretariat
Jendial

» Program kerja terkait Pusat
Pengendalian
Pembangunan Ekoregion

*). unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan terkait
dengan lnventarisasi
Daya Dukung dan
daya Tampung
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Informasi dan data
terkait dengan
pengelelaan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup 9
sektor (hutan dan hasil
hutan, Informasi dan
data terkait dengan
Pertambangan; Energi,
Pertanian dan
Kelautan, Manufaktur,
Prasarana, Jasa dan
Transportasi)

Metode inventarisasi
SDA dan LH

Metode perhitungan/
penyusunain daya
dukung daya tamping
(DDDT) lingkungan
Metode penyusunan
KLHS

Pemetaan
Pengembangan

jejaring/kemitraan
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1.13.83 Kepala Bidang perencanaan Pengelolaan Stumberdaya Alam

dan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup Pengetahuan umuim *) Pengetahuan teknis
Perencanaar *» Perundang-undangan e Peraturan terkait
pengelolaan terkait pengelolaan dengan
sumberdaya hutan sumber  daya alam, perencanaan
dan hasil hutan lingkungan hidup, dan Pengelelaan

kehutanan

» Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan  (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

¢ Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

s Manajemen SDM

» Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan
mformasi

+ Peraturan/kebijakan
terkait dengan
Sekretariat Jendral

» Program Kkerja terkait
Pusat Pengendalian
Pembangunan Ekoregion

* unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen dan

Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit konipetensi

Sumberdaya Alam
dan Lingkungan
Hidup

¢ [dentifikasi
kebutuhan
perencanaar

e Informasi dan data
terkait perencanaan
Pengelolaan SDA LH
9 sektor (hutan dan
hasil hiutan,
pertambangan,
energi, pertanian,
kelautan,
transportasi,
manufaktur,
industri dan jasa)

e Penyusunan
perencanaari SDA
dan LH

¢ Pemetaan

e Pengembangan

jejaring/ kemitraan
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1.13.4 Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengglolaan

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidop

Pengetahuan umuim *)

Pengetahuan teknis

Ruang lingkup
Perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan
pemantauan
Evaluasi

Uji kualitas
lingkungan
Tindak lanjut
pengelolaan
sumber daya
alam dan

lingkurigan hidup

* Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidap, dan
kehutanan

» Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan  (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

¢ Administrasi,

Manajemen dan
Organisasi (AMO)
¢ Pelayanan dan

komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

s Manajemen SDM

» Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan

mformasi

+ Peraturan/kebijakan

terkait dengan
Sekretariat Jendral

» Program Kkerja terkait
Pusat Pengendalian

Pembangunan Ekoregion
* unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit konipetensi

Peraturan terkait dengan
Evaluasi dan Tindak
Lanjut Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Metode evaluasi /
analisis data

Metode Uji kualitas
lingkungan
Pengelolaan
laboratorium
Pengembangain
jejaring/ kemitraan
Penyusunar

laporan/

rekomendasi
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Direktorat Jenderal Planologi Keliitanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

2.1 Seckretariat Direktorat Jenderal

2.1.1 Bagian Program dan Evaluasi
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Program dan |* Peraturan perundang- |s Peraturan terkait sistem
anggaran undangan terkaif perericanaan
Evaluasi, pengelolaan  sumberdaya pembangunan nasional

pelaporan, data
dan informasi

alam, lingkungan hidup
dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan planologi
dan tata lingkungan
Prograin kerja terkait
dengan sekretariat badan
planologi dan tata
lingkungan

unsur pengetahvuan,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
pada unit kompetensi

e Peraturan terkait
pengelolaan anggaran
pemerintah (penyusunan
dan penelaahan rencana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga,
tata cara revisi aniggaran,
dan penerapan bagan
akun standar)

s Perencanaan program
(penyusunan dokuren
renstra/renja)

s Perencanaan anggaran

(penyusunan dokumen
rencana kegiatan
anggaran K/L)

s Mekanisme revisi
anggaran

e Sistem evaluasidan
pelaporan kinerja

s Teknologi informasi
rencana, program, dan
anggaran serta evaluasi
dan pelaporan.

o Statistik dasar

¢ Media dan teknik
komunikasi serta
penyebaran informasi
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2.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetalhuan teknis

* Administrasi
kepegawaian

e Administrasi
jabatan
fungsional

e Pengembangan
pegawai

« Pembinaan SDM
pengelola
sampah, limbal
dan B3

e Organisasi dan

ketatalaksanaan

%)

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait derigan
sekretariat badan planelogi dan
tata lingkungan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada umnit

kompetensi

s Peraturan terkait
dengan
kepegawaian,
organisasi dan tata
laksana

¢ Dasar-dasar
organisasi

e Perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatamn,
perencanaan
kebutuhan pegawal,
pelatihan dan
pengembangan smd,
manajemen kinerja,
manajenien karier,
manajemen
renumerasi)

e Administrasi
kepegawaian

e Teknologi informasi
kepegawaian

= Nilai dan budaya
organisasi

= Tata hubungan
kerja dan

pengembangan

organisasi
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2.1.3 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum *)

Pengetahuan teknis

Peraturan
perundang-
undangan
Fasilitasi
kerjasama dan
Jejaring kerja
Pertimbangan
dan advokasi
hukum
Administrasi
kerjasama
teknik dalam

dan luar negeri

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait dengan
sekretariat badan planologi
dan tata lingkungan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan/pedoman
penyusunan
peraturan perundang-
undangan dan
kerjasama teknik
dalam dan Iuar negeri
TIlmu politik dan
hubungan
internasional

Legal drafting
Telaahan hukum
Imu hukum

Teknik advokasi
hukum

Teknik kemunikasi
dan negosiasi dalam
membangun
kerjasama

Tata cara persidangan
bilateral maupun
regional

Mekanisme
penyusunan
perjanjian dalam
negeri dan luar negeri
(Mo, d11)
Pengelolaan hibah

Bahasa internasional
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2.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup

Pengetahuan umum )

Pengetahuan teknis

e Kearsipan

¢ Pengelolaan
Barang Milik
Negara

* Sarana dan
prasarana
operasional

pengelolaan

dan B3

« Administrasi

Perlengkapan

* Tata Usaha dan

Rumali Tangga

sampah, limbah

Kenangan dan

%)

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan

sumberdaya alam,
lingkungan hidup dan
kelmitanan

Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publilk
Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaani data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait dengan
sekretariat badan planologi
dan tata lingkungan
Tekniologi pengolahan data
(SIK, SIMAK-BMN, barang
persediaan, keuangan SAIBA,
SILABI, SAS)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada umnit

kompetensi

Peraturan/pedoman
terkait ketatausahaan
Peraturan/pedoman
terkait keuangan
Peraturan/pedoman
terkait perlengkapan
/Barang Milik Negara

Manajemen
perkantoran (tata
naskah dinas, tata
kearsipar, sistem
informasi kearsipan,
keprotokoleran)
Pengelolaan BMN
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN)
Mekanisme
pengadaan barang

dan jasa pemerintah
Standar akuntasi
kenangan

Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
Administrasi

keuangan
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2.2 Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2.2.1 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Hutan
Ruang lingkup Pengetahuan umum * Pengetahuan
teknis
Inventarisasi o Peraturan perundang-undangan Metode
hutan dan neraca terkait pengelolaan sumberdaya inventarisasi
nasional dan anit alam, lingkungan hidop dan hutan
pengelolaan kehutanan Teknologi
* Peraturan perundang-undangan pengolahan
terkait administrasi pemerintalhian data hasil
(pusat/daerah) inventarisasi
» Kebijakan publik Analisis hasil

")

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komumnikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan  informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait dengan
inventarisasi dan pemarntauan
sumber daya hutan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

inventarisasi
Metode

penyusunan

neraca sumber

daya hutan

(NSDH) tingkat

nasienal dan
1nit

pengelolaan

No.245
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2.2.2  Kepala Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
Pemantauan * Peraturan perundang- | e Sistem I[nformasi
sumberdaya undangan terkait pengelolaan Geografis
hutan tingkat sumberdaya alam, lingkungan |e Teknik pemetaan
nasional darn unit hidup dan kehutanan hutan
pengelola » Peraturan perundang- Penginderaan jauh

undangan terkait administrasi Teknik fasilitasi
pemerintahan (pusat/daerah) kemitraan/jejaring
» Kebijakan puablik kerja

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keunangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Programm kerja terkait dengan
inventarisasi, pemantauan
sumber daya hutan dan
informasi geospasial

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

. Teknologi pengolahan

Pengelolaan basis data

dan informasi citra

data
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2.2.3 Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik

Kehutanan
Ruang lingkup Pengetahuan umum * Pengetaliuan
teknis
Pemetaan dan | ¢ Peraturan perundang-undangan Teknik
dokumentasi terkait pengelolaan sumberdaya pemetaan
tematik alam, lingkungan hiduop dan hutan manual
kehutanan kehutanan dan digital
* Peraturan perundang-undangan Teknik
terkait administrasi pemerintalian dokumerntasi

")

(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komumnikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah (SPIP)
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planclogi dan tata
lingkungan

Program Kkerja terkait dengan
inventarisasi, pemantauan sumber
daya hutan dan informasi
geospasial

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

peta temiatik
kehutanan
Pengelolaan
hutan
Geografi
Pengelolaan
data dan
sistem
informasi
Geografis
Teknik
Kearsipan
Teknologi
pengolahan

data
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2.2.4 Kepala Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan

spasial

Ruang lingkup Pengetahuan umum ) Pengetahuan
teknis
¢ Basis data | * Peratnran perundang- Sistem Informasi
spasial undangan terkait pengelolaan Geografis
e Jaringan data sumberdaya alam, lingkungan Tehnik

hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan fterkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planclogi dan tata
lingkungan

Program Kkerja terkait dengan
inventarisasi, pemantauan
sumber daya hutan dan
informasi geospasial

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

pemetaan hutan
Pengeloaan
informasi dan
Basis Data
Spasial
Jaringan
Komputer
Jaringan
informasi
CGeospasial
Teknologi
pengolahan data
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2.3 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan

2.3.1

Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

Ruang lingkup

Pengetahuan unium *)

Pengetahuan

teknis

Pengembangan
dan bimbingan

teknis

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi pemerintaharn
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan perundang-undangan
terkait planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait pencegahan
dampak lingkungan usaha dan
kegiatan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk

Kerja (KUK) pada unit kompetensi

» Metodologi

Amdal
(Penyusunan
dan
Penilaian
Amdal)
Metode Audit
Lingkungan
Hidup
Metode
Analisis
Risikoe
Lingkungan
Hidup
(ARLH):
Ecological
Risk
Assessment
dan Health
Risk
Assessment
Teknik
tuelakukan
konsultasi

damn asistensi
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2.3.2 Kepala Subdirektorat Pénerapan AMDAL,

-82-

Lingkungain

UKL-UPL dan Izin

Ruang lingkup

Pengetaliuan umum *)

Pengetaliuan
teknis

e« Penerapan
AMDAL

e Pemeriksaan
dokumen UKL-
UPL

e Penerbitan Izin

Lingkungan

%)

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkongan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
nndangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan infoermasi
Peraturan perundang-undangan
terkait planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pencegahan dampak lingkungan
usaha dan kegiatan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

¢ Metodologi
Amdal
(Penyusunan
dan Penilaian
Amdal)

*» Metode Andit
Lingkungan
Hidup

* Teknik
melakukan
konsultasi dan
asistensi

¢ Komisi amdal
(penilaian
dokumen
AMDAL, UKL~
UPL dan izini
lingkungan)
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2.8.3 Kepala Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data

Informasi

No.245

Ruang lingkup

Pengetaliuan umum *)

Pengetahuan teknis

Audit
Lingkungan
Hidup
Tindaklanjut
permasalahan
dokumen
lingkungan

Izin lingkungan

Sistem informasi

kajian dampak
lingkungan
hidup

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelelaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan perundang-undangan
terkait planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pencegahan dampak lingkungan
usaha dan kegiatan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

Metodologi Amdal
(Penyusunan dan
Penilaian Amdal)
Metode Andit
Lingkungan
Hidup (tindalk
lanjut
permasalahan)
Pengelolaan
sistem informasi
Pengelolaan ijin
lingkungan
(prosedur; syarat,
administrasi

perijinar)
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2.8.4 Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak

Lingkungan

Ruang lingkup

Pengetaliuan umum *)

Pengetalhiuan teknis

Evaluasi
Sistem
Dampak

Kinerja

Kajian

Lingkungan

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelelaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan perundang-undangan
terkait planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pencegahan dampak lingkungan
usaha dan kegiatan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

Dasar-dasar AMDAL
(penyusunan dan
penilaian AMDAL)
Teknik evaluasi
kinerja (komisi
penilai AMDAL,
kinerja penyusunan
Amdal)

Teknik evaluasi
mutu dokumen
lingkungan (Amdal,
UKL UPL) meliputi
uji administrasi, uji
konsistensi, uji
relevansi, uji tahap
proyek, uji
keharusan, dan uji
kedalaman
Mekanisme
pemeriksaan
dokunien
linglaungan

Teknis penyusunan
berita acara

/ rekomendasi hasil

evaluasi
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2.4 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan

Sektor
241

Kepala

Subdirektorat Penetapan dan

Pengembangan

Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pénetapan dan |+ Feraturan perundang-undangan [« Metode
Pengembangan terkait  pengelolaan  sumberdaya penyusuian
Perangkat Daya alam, lingkungan  hidup dan perangkat Daya
Dukung dan kehutanan Dukung dan Daya
Daya Tampung < Peraturan perundang-undangar: Tampung
LH terkait administrasi pemerintahan Lingkungan

(pusat/daerah) Hidup
* Kebijakan publik » Manajemen
» Administrasi, Manajemen dan Perencanaan
Organisasi (AMO) (teknik
¢ Pelayanan dan kemunikasi publik perencanaail
» Pengadaan barang dan jasa wilayah dan
* Manajemen SDM lingkungan
¢« Manajemen kenangan hidup)

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
planologi dan tata lingkungan
Program kerja terkait pencegahan
dampak lingkungan kebijakan
wilayah dan sektor

unsur pengetalan, terkait dengan
elemen dan Kriteria Unjuk Kerja
(KUK) pada unit kompetensi

« Manajemen
Pengelolaan
Sumber Daya
Alar

« Sistem Informasi
Geografis

« Teknik pemodelan
informasi
geospasial

« Teknik survey
lapangan

+ Tata ruang
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2.4.2 Kepala Subdirektorat Peréncanaan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Perngetahuan tekmis

Perencanaai
Perlindungan dan
Pengelolaan

Lingkungan Hiduap

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
planologi dan tata lingkungan
Program kerja terkait
pencegahan dampak
lingkungan kebijakan wilayah
dan sektor

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

Manajemen
perencanaan (teknik
perencanaan wilayah
dan lingknngan
hidup)

Manajemen SDA
Sistem informasi
geografi

Teknik perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup
Data dan informasi
terkait RPPLH
(Demogratfi,
sosekbud, perubahan
iklim, potensi

SDA/SDM)
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2.4.3 Kepala Subdirektorat Peréncanaan Ekonomi Lingkungan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum %)

Pengetahuan teknis

Peréencanaan
Ekonomi

Lingkungan

%)

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
planologi dan tata lingkungan
Prograui kerja terkait pencegahan
dampak lingkangan kebijakan
wilayah dan sektor

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

« Metode ekonomi
Lingknngan

« Teknik
perhitungan NSDA
dan evaluasinya

. Metodologi
Penyusunan,
perhitunigan dan
evaluasi neraca
NSDH

« Metodologi
penyusunan
Produk Domestik
Regional Bruto
(PDRB) Hijau

» Manajemen
perpetaan

. Pengetahuan
Teknis Daya
Dukung dan Daya
Tampung
Lingkungan

» Internalisasi biaya
lingkungan hidup

(valuasi ekonomij)
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2.4.4 Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion

Ruang lingkup

Pengetahuan umum %)

Pengetahuan teknis

Pemetaan dan
Penerapan

Ekoregion

%)

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
planologi dan tata lingkungan
Prograui kerja terkait pencegahan
dampak lingkangan kebijakan
wilayah dan sektor

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

« Kartografi/Pemeta
an Digital/GIS
(Teknis perpetaan)

« Konsep ekoregion

« Inventarisasi
Potensi
Lingkungan Hidup

+ Penafsiran
penginderaan jauh

» Amilisis dampak
lingkungan
(AMDAL)

» Teknis Analisis
Dampak Kebijakan
lingkungan hidup
wilayah dan sektor

+ Penataan ruang
wilayah

» Rencana
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
(daya dukung daya
tam pung
lingkungan, kajian
lingkungan hidup
strategis)

» Valuasi Ekonomi

Lingkungan
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Hidup Wilayah dan Sektor

2017, No.245

Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan

Ruang lingkup

Pengetahuan unium *)

Pengetahuan teknis

Pengembangan
Kebijakan LH
Wilayah dan Sektor

%)

Peraturan perundang-undangarn
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kelmitanan
Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi pemerintahan
(pusat/daeral)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
planologi dan tata lingkungan
Prograui kerja terkait pencegahan
dampak lingkangan kebijakan
wilayah dan sektor

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk

Kerja (KUK) pada unit kompetensi

» Analisis rencana
pembangunan
dan tata riang

» Analisis dampak
lingkungan

« Teknik perpetaan

» Manajemen
Perencanaan
Wilayah

» Teknik
Dukung dan Daya

Daya

Tampung
Lingkungan

. Teknik analisis
dampak
kebijakan
lingkungan hidup
wilayah dan

sektor
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2.5 Direktorat Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan
2.5:1 Kepala Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis

Rencana makro | ¢ Peraturan perundang-undangan | . Perencanaan
kelnitanan terkait pengelolaan sumberdaya Kawasan Hutan
alam, lingkungan hidup dan (RKTN, Tata
kehutanan Ruang,

* Peraturan perundang-undangan RKTP/RKTK)

terkait administrasi pemerintahan | - Teknis Perpetaan

(pusat/daerah) « Analisis Kebijakan
» Kebijakan publik « Produk Domestik
* Administrasi, Manajemen Dan Regional Bruto

Organisasi (AMO) (PDRRB) Hijau

* Pelayanan dan komumnikasi publik

» Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

* Pengelolaan data dan informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

* Program kerja terkait rencana,
peniggunaan dan pembentukan
wilayah pengelolaan hatan

* unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

www.peraturan.go.id
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2.5.2 Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Rencana

kawasan hatan

¥

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait rencana,
penggunaan dan pembentukan
wilayah pengelolaan hutan

unsur perigetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

+ Peraturan terkait
Landuse

« Perencanaan
Kawasan Hutan
(RIKTN, Tata
Ruang,
RKTP/RKTK)

+ Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manunal, digital dan
penginderaan jauh)

» Amalisis Kebijakan

+ Kerjasama teknis

www.peraturan.go.id
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2.5.83 Kepala Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan

Hutan tennrial

Kawasan Hutan

tenurial

Ruang lingkup Pengetaliuan umum *) Pengetaliuan teknis
Pengendalian * Peraturan perundang-undangan |- Peraturan terkait
Penggunaan terkait pengelolaan sumberdaya penggunaan

alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan  perundang-undangan
terkaif administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keunangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait rencana,
penggunaan dan pembentukan
wilayah pengelolaan hutan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk

Kerja (KUK) pada unit kompetensi

kawasan hutan

+ Perencanaan
Kawasan Hutan
(RKTN, Tata
Ruang;
RKTP/RKTK)

» Teknik Perpetaan
(interpretasi-data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jauh)

. PNBP penggunaan
kawasan hutan

+ Kerjasama teknis

. Pengelolaan izin
penggunaan
kawasan
(prosedur, syarat,
administrasi

perijinan)

www.peraturan.go.id
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Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

2017, No.

dan Alokasi

Pengetaliuan umum *)

Pengetahuan teknis

Ruang lingkup

» Pembentukan
Wilayah

» Alokasi
Pemanfaatan
Sumber Daya
Hutan

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan
alami, lingkungan hidup dan

kehutanan

sumberdaya

Peraturan  perundang-undangan
terkaif administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keunangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait rencana,
penggunaan dan pembentukan
wilayah pengelolaan hutan

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk

Kerja (KUK) pada unit kompetensi

« Peraturan/

kebijakan terkait
KPH

Peraturan terkait
tata ruang
Perencanaan
Kawasan Hutan
(RKTN, Tata Ruang,
RKTP/RKTK)
Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jaih)
Kerjasama teknis
Teknik perencanaan
hutan

Tata ruang/zonasi/
blok

245
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2.5.5 Kepala Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

e Informasi
Spasial dan
Dokumentasi
penggunaan
dan
pembentukan
wilayah
pengelolaan

hutan

¥

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait rencana,
penggunaan dan pembentukan
wilayah pengelolaan hutan

unsur perigetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

« Peraturan terkait
pembukaan
wilayalh hutan dan
penggunaarn
kawasan hutan

. Sistem informasi
geografis

« Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manunal, digital dan
penginderaan jaiih)

» Teknik
Dokumentasi peta

. Pengelolaan basis
Data Spasial

« Metode survey
lapangan

« Tata ruang/zonasi
/blok

» PNBP perngglinaan

kawasan hutan
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2.6 Direktorat Pengtikuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan

2.6.1 Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayaly 1
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengukuhan Peraturan perundang-undangan | e Peraturan terkait

Kawasan THutan
Wilayah [

terkait pengelolaan sumberdaya
alanmi, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan sistem informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pengukuhan dan pendatagunaan
kawasan hutan

#) unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Pengelolaan Basis
Data Spasial
Peraturan terkait
Tata Ruang
Peraturan terkait
pertanahan/agraria
Peraturan terkait
pulau-pulau kecil
Sistem Informasi
Geogralfis

Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jauh)
Teknik perencanaan
hutan

Pengelolaan basis
data spasial

Proses Pengukuhan
Kawasan Hutan

(tata batas)

www.peraturan.go.id




2017, No.245

-06-

2.6.2  Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayalh

o

Ruang lingkup

Pengetahuan umur *)

Pengetalhuan teknis

Pengukuhan
Kawasan Hutan
Wilayah [

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alanmi, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan sistem informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pengukuhan dan pendatagunaan
kawasan hutan

#) unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

e Peraturan terkait

Pengelolaan Basis
Data Spasial
Peraturan terkait
Tata Ruang
Peraturan terkait
pertanahan/agraria
Peraturan terkait
pulau-pulau kecil
Sistem Informasi
Geogralfis

Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jauh)
Teknik perencanaan
hutan

Pengelolaan basis
data spasial

Proses Pengukuhan
Kawasan Hutan

(tata batas)
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2.6.3 Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umur *)

Pengetalhuan teknis

Perubahan
Peruntukan dan
Fungsi Kawasan
Huotan

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alanmi, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan sistem informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pengukuhan dan pendatagunaan
kawasan hutan

#) unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

e Peraturan terkait
Pengelolaan Basis
Data Spasial

¢ Peraturan terkait
Tata Ruang

¢ Peraturan terkait
pertanahan/agraria

¢ Peraturan terkait
pulau-pulau kecil

¢ Sistem Informasi
Geografis

o Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jauh)

s Teknik perencanaan
kehutanan

e Pengelolaan basis
data spasial

¢ Tata Ruang

e Proses Penigukuhan

Kawasan Hutan
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2.6.4 Kepala Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umur *)

Pengetalhuan teknis

o [nformasi
Spasial

¢ Dokumentasi
Pengukuhan
dan
Penatagunaan

Kawasan hutan

Peraturan perundang-undangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alanmi, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen Dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan sistem informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planoclogi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait
pengukuhan dan pendatagunaan
kawasan hutan

#) unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

e Peraturan terkait
Pengelolaan Basis
Data Spasial

¢ Peraturan terkait
Tata Ruang

¢ Peraturan terkait
pertanahan/agraria

¢ Peraturan terkait
pulau-pulau kecil

¢ Sistem Informasi
Geografis

o Teknik Perpetaan
(interpretasi data
dan peta, peta
manual, digital dan
penginderaan jauh)

s Teknik perencanaan
hutan

e Basis Data Spasial

e Tata Ruang

¢ Proses Pengukuhan
Kawasan Hutan
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2.7 Balai Pemantapan Kawasan Hutan

2.7.1 Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengukuhan
kawasan huitan
Perencanaan
kehutanan
wilayah
Perubahan
fungsi

perubahan

serta

status
/peruntukan
kawasan hutan
Data dan
informasi
pemanfaatan
kawasan hutan
dan sumber
daya alam
Penilaian
penggunaan

kawasan hutan

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan

sumberdaya alam,
lingknngan hidap dan
kehutanan

Peraturan perundang-
nndangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
Dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan koemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan sistem informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan planologi dan tata
lingkungan

Program kerja terkait derigan
pemantapan kawasan hutan
# unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit kompetensi

Peraturan terkait
dengan pengukuhan
kawasan hutan
Metode inventarisasi
hutan

Metode penyusunan
neraca sumber daya
hutan (NSDH) tingkat
nasional dan unit
pengelolaan

Sistem Informasi
Geogralfis

Teknik Perpetaan
(interpretasi data dan
peta, peta manual,
digital dan
penginderaan jauh)
Perencanaan Kawasan
Hutan (RKTN, Tata
Ruang, RKTP/RKTK)
Penataan batas
Perubahan status dan
fungsi kawasan hutan
Penilaian penggunaan

kawasan hutan
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[II. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

3.1 Sckretariat Direktorat Jenderal

3.1.1

Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup

Pengetaliuan umuim*)

Pengetahuan teknis

¢ Rencana, program
dan anggaran,
data

* Evaluasi dan
pelaporan

¢ Pengelolaan
manajemen
informasi

¢+ Kehumasan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daeral)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi

pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern

pemerintah

Pengelolaan  data  dan
infermasi

Peraturan /  kebijakan

terkait konservasi sumber
daya alam hayati dan
ekosistem,

Kesepakatan /konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem

Program / rencana Kerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal

Konservasi Sumber Daya
Alam

unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Peraturan terkait
sistem perencanaan
pembangunan

nasional

Peraturan terkait

pengelolaan anggaran
pemerintah

(penyusunai dan
penelaahan rencana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga,
tata cara revisi
anggarar, dan
penerapan bagan akun
standar)

Perencanaan program
(penyusunan dokumen
Renstra/Renja)

Perencanaan anggararn
(penyusunan dokumen

rencana kegiatan
anggaran K/L)
Mekanisme revisi
anggararn

Sistem evaluasi dan
pelaperan kinerja
Teknologi informasi
rencana, prograii, dan
anggarar serta

evaluasi dan pelaporan
Statistik sederhana
Media dan  teknik
komunikasi serta
penyebaran informasi
Aplikasi e-monev
Humas

pem beritaan

dan
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3.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Administrasi * Perundang-undangan * Peraturan terkait
kepegawaian terkait pengelolaan dengan
Pengembangan suriber daya alam, kepegawaian,
pegawai linglkungan hidup, dan organisasi dan tata
Administrasi jabatan kehutanan laksana
fungsional ¢ Perundang-undangan e Dasar-dasar ilmu
Organisasi dan terkait administrasi organisasi
ketatalaksanaan pemerintahan * Perencanaan dan

(pusat/daerah) pengelolaan  SDM
* Kebijakan publik (analisis jabatan
¢ Administrasi, manajeniern dan evaluasi
dan organisasi jabatan, analisis
pemerintahan (AMO) beban kerja
¢ Pelayanan dan perencanaan
komunikasi publik kebutulian

%)

Pengadaan barang dan
jasa
Manajemen SDM
Manajenien kenangan
Sistem pengehdalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan / kebijakan
terkait kenservasi
sumber daya alam hayati
dan ekosisten,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program / rencana kerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Kenservasi Sumber Daya
Alam

unAsur pengetahuan

terkait dengan clemen dan
KUK pada unit kompetensi

pegawai, pelatihan
dan pengembangan
SDM, manajemen
kinerja, manajetnen
karier, manajemern
renumerasi)

e Adniinistrasi
kepegawaian

» Teknologi informasi
kepegawaian
(aplikasi SIMPEG,
aplikasi presensi)

e Nilai dan budaya
organisasi

e Tata hubungan
kerja dan
pengembangan
organisasi
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3.1.8 Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

terkait konservasi sumber
daya alam hayati dan
ckosistem,
Kesepakatan/Kkorivensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ckosistem

Program / rencana kerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya
Alam

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan
| pada nnit kempetensi

KUK

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
* Penyusunan * Perundang-undangan e Peraturan terkait
rancangan terkait pengelolaan dengan penyusunan
peraturan sumber daya alam, peraturan perundang-
perundang- lingkungan Thidup, dan undangan dan
undangan kehutanan kerjasama teknik
s Penelaahan ¢ Perundang-undangan dalam dan luar negeri
permasalahan, terkait administrasi |e Ilmu politik dan
pertimbangan, pemerintalhan Hubhungamn
advokasi hukum (pusat/daerah) Internasional
« Administrasi kerja |« Kebijakan publik s Pendanipingan/
sama teknik dalam |* Administrasi, Manajemien advokasi hukum
dan luar negeri Dan Organisasi (AMO) s Legal drafting
¢ Pelayanan dan | o Legal opinion
komunikasji publik o Teknik  komunikasi
* Pengadaan barang dan dan negosiasi dalam
jasa ) membangun
* Manajemen SDM kerjasama
* Manajemen kenangan s Mekanisme
*  Sistem pengendalian penyusunan
intern pemerintah perjanjian dalami
* Pengelolaan data dan negeriﬂdan luar negeri
informasi (Mo, Crand
« Peratoran /kebijakan

Agreement, Letter of
Intent,
implementation
arrangement,
perjanjian kerjasama)
Tata cara
persidangan bilateral
maupun regional
Pengelolaan hibah
Bahasa internasional
Kesepakatan/
konvensi
internasional
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Ruang Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis
Lingkap
Ketatausahaan ¢ Perundang-undangan Peraturan/pedoman
Rumah tangga terkait pengelolaan terkait  ketatausahaan
Perlengkapan sumber daya alam, (tata naskah dinas, tata
Kearsipan lingkungan hidup, dan kearsipan)
Pengelolaan kehutanan Peraturan/pedoman
nrusan kenangan |* Perundang-undangan terkait keuangan
terkait administrasi (Standar biayva umum,
pemerintahan perbendaharaan negara,
(pusat/daerah) pajak, dll)

* Kebijakan publik

» Administrasi, Manajemen

Dan Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan

komunikasi publik

* Pengadaan barang dan

jasa
¢ Manajemen SDM
¢ Manajeniern kenangan
» Sistem
infern pemerintah

* Pengelolaan data dan

informasi
s Peraturan /kebijakan
terkait konservasi

sumber daya alam hayati

dan ekosistem,
» Kesepakatan/konvensi
internasional

alam
ekosisten

*« Program / rencana kerja
Sekretariat

Jenderal
Kenservasi Sumber Daya

terkait
Ditektorat

Alam
) urisur

KUK pada unit kompeétensi

pengendalian

terkait
konservasi sumber daya
hayati dan

pengetahuan
terkait dengan elemen dan

Peraturan/pedoman
terkait
perlengkapart/Barang
Milik Negara
Manajemen perkantoran
(tata naskah dinas, tata

kearsipan, sistem
informasi kearsipan,
keprotokoleran)
Pengelolaan BMN
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan;
penghapusan BMN)
Mekanisme pengadaan
barang dan jasa
pemerintah

Standar akuntasi
keuangan

Pengelolaan dan

pertanggungjawaban
keuangan negara
Administrasi keuangan
Teknologi  pengolahan
data

Aplikasi kearsipan (SIK);
Aplikasi Simak BMN dan

aplikasi barang
persediaan
Aplikasi keuangan

negara (SAIBA, SILABI,
SAS, SPAN)
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3.2 Direktorat Pemiolaan dan Informasi Konsérvasi Alam

-104-

3.2.1 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Kenservasi

Alam

Ruang Lingkup Pengetaliian Umum®*) Pengetahuan Teknis
Inventarisasi, »  Perundang-undangan e Peraturan/
pengelolaan data dan terkait pengelolaan kebijakan terkait
informasi kawasan sumber daya alam, inventarisasi  data
cagar alam, suaka lingkungan hidup, dan dan informasi
margasatwa, taman kehutanan kawasan kenservasi
nasional, taman |* Perundang-undangan e Metode Inventarisasi
wisata alam, taman terkait administrasi dan identifikasi
hutan raya, dan pemerintahan konservasi alam
taman buru (pusat/daerah) o Pengelolaan  data
Ketatausahaan » Kebijakan publik dan informasi

* Administrasi, manajemen | s Metode penyusunan

dan organisasi Pemetaan  manual

pemerintahan (AMO)

* Pelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang -dan
Jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan  data
informasi

*  Peraturan/kebijakan
terkait konservasi sumber

dan

daya alam hayati dan
ekosistem,

* Kesepakatan/konvensi
intermasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

* Program/rencana kerja
terkait pemolaan dan
informasi konservasi alam

e Peraturan terkait
kepegawaian dan
ketatatusalhiaan

*) unsur pengetahuan terkait
dengan e¢lemen dan KUK
pada unit kempetensi

dan-digital
Metode penyusunan
Database spasial

dan non spasial
Metode penafsiran/
interpretasi citra
sederhana
Pengelolaan
kawasan
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3.2.2 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Konservasi

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

Pemolaan dan
evaluasi kesesuaian
fungsi kawasan cagar
alam . suaka
margasatwa, taman
nasional, taman
wisata alam, taman
hutan raya, dan
taman buru

* Perundang-undangan terkait
pengelolaan  sumber dava
alami, lingkungan hidup, dan
kehutanan

« Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

¢ Kebijakan publik

¢ Administrasi, manajemern
dan organisasi pemerintahan
(AMO)

» Pelayanan dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

« Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistem,

* Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem

* Program/rencana kerja
terkait pemolaan dan
informasi konservasi alam

# unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

* Peraturan/
kebijakan terkait
pemolaan dan
evaluasi
kawasan
konservasi

s  Pemolaan dan
evaluasi
kawasan
konservasi
(pengukuhan,
perubahan
peruntukan, dan
perubahan
fungsi)

¢ Perencanaan
penggunaan
kawasan

» Metode Evaluasi
fungsi kawasan

= Metode
penyusunan
Pemetaan
manual
digital

* Metode
penyusunar
Databhase spasial
dan noni spasial

e Database
Pemolaan
Kawasan
Konservasi

¢ Pemahaman
terhadap
masalaly tenurial

dan
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3.2.3 Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi

taman burn

%)

Ruang Lingkup Pengetahuan Umuim™) Pengetahuan Teknis
Penataan kawasan |* Perundang-undangan Peraturan/kebijakan
cagar alam, suaka terkait pengelolaan terkait penataan
margasatwa, taman sumber daya  alam, kawasan konservasi
nasional, taman lingkungan hidup, dan Perencanaan alokasi
wisata alam, taman kehutanan kawasan (penataan
hutan raya  dan |* Perundang-undangan zonasi dan blok)

terkait administrasi
penierintahan
(pusat/daeral)
Kebijakan publik
Admniinistrasi,
manajemern dan
organisasi pemerintahan
(AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan /kebijakan
terkait konservasi
sumber daya  alam
hayati dan ekosistemn,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program/rencana kerja
terkait pemaolaan dan
informasi konservasi
alam

unsur  pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Perencanaan
peruntukan/
penggunaan kawasan
konservasi

Metode penyusunan
Pemetaan manual
dan digital

Metode penyusunan
Database spasial dan
non spasial
Pemahaman
terhadap  persoalan
tenurial di  dalam
kawasan konservasi
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3.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
Kolaberasi Pengelolaan |* Perundang-undangan e Peraturan/

dan Pembangunan terkait pengelolaan kebijakan  terkait
strategis pada sumber daya  alam, kerjasama  dalam

kawasan cagar alam,
suaka margasatwa,
taman nasional, taman
wisata alam, taman
hutan raya, dan tanian
bura

lingkungan hidup, dan
kehutanan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat fdaerah)

» Kebijakan publik

»  Administrasi,
manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

*  Pélayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

*» Manajemen keuangarn

*  Sistem pengendalian

intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

»  Peraturan/kebijakan
terkait konservasi

sumber  daya  alam
hayati dan ekosistem,

» Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

* Program/rencana Kkerja
terkait pemolaan dan
infermasi konservasi
alam

*  unsur  pengetahuan

terkait dengan elemen dan

KUK pada unit kompetensi

kolaborasi dan
pembangunan
strategis

o Jejaring kerja/
kemitraan/
kolaborasi
pengelolaan
kawasan

s Negosiasi

e Bahasa inggris

¢ Mekanisme  dana
hibah
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3.3 Direktorat Kawasan Koniservasi
3.3.1 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan

Konservasi

Ruang Lingkup

Pengetahuan Unium*)

Pengetahuan Teknis

Perencanaan pengelolaan
kawasan cagar alam,
suaka margasatwa,
taman nasional, taman
wisata alam, taman
hutan raya, dan taman
buru

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

» Kebijakan publik

+ Administrasi, manajemen
dan organisasi
pemerintalian (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

e Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

+ Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam hayati
dan ekosistem,

¢ Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

» Program/rencana kerja
terkait pengelolaan
kawasan konservasi

*) unsur  pengetahuan

terkait dengan elemen dan

KUK pada it kompetensi

s Peraturan/

kebijakan terkait
perencanaan
pengelolaan
kawasan
konservasi
Jejaring
kerja/kemitraan
Pengelolaan
kawasan
konservasi
Evaluasi kinerja
pengelolaan
kawasan
konservasi
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3.8.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan

Konservasi
Ruang Lingkup Pengetaluan Umunm®) Pengetahman Teknis
+ Perlindungan serta Perundang-undangan Peraturan/ kebijakan
pengamanan terkait pengelolaan terkait pengendalian
kawasan cagar sumber daya alam, pengeloldan kawasan
alam, suaka lingkungan hidup, dan konservasi
margasatwa, taman kehutanan Jejaring kerja/
nasional, taman Perundang-undangan kemitraan/ketjasama
wisata alam, tanian terkait administrasi Metode pengelolaan
hutan raya, dan pemerintahan kawasan, ekosister/
taman buru (pusat/daerah) liabitat
» Ketatausahaan Kebijakan publik Metode pemanfaatan
Administrasi, manajemen kawasan
dan organisasi Dasar-dasar
pemerintahan (AMO) pengetahuian
Pelayanan dan ekowisata,
komunikasi publik pendidikan dan
Pengadaan barang dan penelitian
Jasa Metode pengendalian,
Manajemen SDM perlindungan dan
Manajemen keuangar pengamanan

Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan  data
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait konservasi sumber

dan

daya alamm hayati dan
ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program/rencana  kerja
terkait pengelolaan

kawasan konservasi

Peraturan terkait
kepegawaian dan
ketatausahaan

*) unsur pengetaliuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Dasar-dasar
pengetahuan resolusi
konflik tenurial/
kawasan dan sosial
Monitoring
pengendalian
pengelolaan kawasan
konservasi
Pengendalian
kebakaran hutan di
kawasan kornservasi
Patroli dan operasi
Bahasa inggris
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3.3.3 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan

Konservasi
Ruang Lingkup Pengetahnan Umum®) Pengetahuan Teknis
Pemulihan Perundang-undangan ¢ Peraturan/
ekosistem pada terkait pengelalaan sumber kebijakan terkait
kawasan cagar daya alam, lingkungan pemulihan
alam, suaka hidup, dan kehutanan ekosistem kawasan
margasatwa, taman Perundang-undangan konservasi
nasional, taman terkait administrasi Metode  pemiulihan
wisata alam, taman pemerintahan ekosistemn kawasan
hutan raya, dan (pusat/daerah) konservasi  (antara
taman buru Kebijakan publik lain restorasi
Administrasi, manajenien ekosistemn)
dan organisasi Dasar-dasar
pemerintalian (AMO) pengetahuan
Pelayanan dan komunikasi pemulihan fungsi

publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

kawasan konservasi
dan nilai ekonomi
serta ekologi.

Manajemen keuangan Jejaring  kerja  /

Sisteri pengendalian intern keriitraan /

pemerintal kerjasama

Pengelolaan  data  dan Metode pengelolaan

informasi kawasan, ekosistem

Peraturan /kebijakan | s hapitat

terkait konservasi sumber Metode pemanfaatan

daya alam hayati dan kawasan

ckosisten, Dasar-dasar

Kesepak.atan/ konvensi ' pengetahuan

internasional terkait ekowisata

konservasi' Suml)er' daya pendidikan dan

alam hayati dan ekosistem penelitian.

Plogram kergja [ rencana Teknis operasional

‘lff;kalt . 1?51{86101aan pemulihan

EHvASAT EETServast ekosistem hutan dan
*) unsur pengetahuan terkait lahiin

dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi
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3.8.4 Kepala Sub Direktorat Bina Dacrali Penyangga dan Zona

Pemanfaatan Tradisional
Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®) Pengetahuan
Teknis
Pembinaan  daerah Perundang-undangan terkait | e Peraturan/
penyangga damn pengelolaan sumber daya kebijakan‘ yang
Zona/blok alam, lingkungan hidup, dan terkait dengan
pemanfaatan kehutanan daerah
tradisional kawasan Perundang-undangan terkait penyangga,
cagar alam, suaka administrasi pemerintahan pemberdayaan
margasatwa, taman (pusat/daerah) masyarakat
nasional, taman Kebijakan publik dan
wisata alam, taman Administrasi, manajemen pemanfaatan
hutan raya, dan dan organisasi pemerintahan ZonA
taman bura (AMO) tradisional
Pelayanan dan komunikasi |e Pemberdayvaan
publik masyarakat
Pengadaan barang dan jasa o Jejaring kerja/
Manajemen SDM kemitraan/
Manajemen keuangan kerjasama
Sistem pengendalian intern |+ Hasil Hutan
pemerintah Bukan Kayu
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan /kebijakan terkait
konservasi  sumber daya
alam hayati dan ekosistem,

Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem
Program/ rencana kerja

terkait pengelolaan kawasan
konservasi
Peraturan /kebijakan
lingkungan
Peraturan/kebijakan terkiat
hasil hutan bukan kayu

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

jasa

~ unit kompetensi
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3.4 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

-112-

3.4.1 Kepala Sub Direkterat Penerapan Konvensi Internasional

Ruang Lingkup Pengetahnan Umum®) Pengetaliuan Teknis
Penerapan ¢« Perundang-undangan * Peraturan
konvensi terkait pengelolaan sumber /kebijakan terkait
internasional daya alam,; lingkungan dengan
tumbuhan  dan hidup, dan kelhhatanan penerapan
satwa liar ¢ Perundang-undangan konvensi
Ketatausahaan terkait administrasi internasional
pemerintahan * Jejaring
(pusat/daerah) kerja/kemitraan
* Kebijakan publik ¢ Konvensi /
» Administrasi, manajemen kesepakatan
dan organisasi internasional
pemerintalian (AMO) terkait
¢ Pelayanan dan komunikasi keanekaragaman
publik hayati

* Pengadaan barang dan jasa
*« Manajemen SDM

« Manajemen keuangan

» Sisteri pengendalian intern

pemerintal

= Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan /kebijakan
terkait konservasi sumber
daya alam Thayati dan
ekosistem,

» Kesepakatar/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistem
* Program [/ rencana kerja

terkait konservasi
keanekaragaman hayati

¢« Peraturan terkait
kepegawaian dan
ketatausahaan

* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

| unit kompetensi

Teknik diplomasi
Bahasa inggris
ISO terkait
pelayanan
perizinan
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Ruang Lingkup

Pengetahuan Umuim™)

Pengawetan jenis
tumbuhan alam dan
satwa liar di dalam dan
di luar
konservasi

kawasan

L

‘)

Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan

(pusat fdaerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan

organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangar
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan [ kebijakan
terkait konservasi
sumber  daya  alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program / rencana
kerja terkait konservasi
keanekaragaman hayati
Mekanisme dana hibah
unsur pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis

e Peraturan
/kebijakan yang
terkait dengan
pengawetan jenis

o Jejaring
kerja/kemitraan

s Metode
Pengawetan jenis
tambuhan dan
satwa liar di
dalam dan luar
kawasan  (insitu
dan eksitu)

& Dasar-dasar
pengetahuan
keanckaragaman
hayati spesies
tumbuhan dan
satwa liar

& Penanganan
konflik antara
manusia dan
satwa liar

» Bahasa inggris
SO terkait
pelayanan
perizinan
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3.4.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

+ Pemanfaatan  jenis
tumbuhan alam dan
satwa liar di dalam
dan di luar kawasan
konservasi

¢ Penangkaran
tumbuhan dan
satwa liar

* Peredaran
tumbuhan dan
satwa liar

L

%)

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan

(pusat fdaerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangar
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan [ kebijakan
terkait konservasi
sumber  daya  alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program / rencana kerja
terkait konservasi
keanekaragaman hayati
ansur perigetahuan

terkait dengan elemen dan

KUK pada nnit kompetensi

» Peraturan/
kebijakan yang

terkait dengan
pemanfaatan jenis

* Jejaring
kerja/kemitraan

» Penangkaran
tumbiihan dan
satwa liar

* Peredaran
tambuhan dan
satwa liar

*» Keanekaragaman
hayati spesies
tambuhan dan
satwa liar

*+ Pemanfaatan jenis
tumbuhan dan
satwa liar kawasan
(didalam dan
diluar)

o CITES

» Bahasa inggris

¢ ISO terkait
pelayanan
perizinan
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3.4.4 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Genetik

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umuim™)

Pengetahuan Teknis

pengembangan dan
pemanfaatan
sumber daya genetik
monitoring sumber
daya genetic

L

‘)

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan

(pusat fdaerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangar
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan [ kebijakan
terkait konservasi
sumber  daya  alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program / rencana kerja
terkait konservasi
keanekaragaman hayati
Dasar — dasar biologi
unsur pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

¢ Peraturan
/kebijakan yang

terkait dengan
sumber daya
genetik

s Protokel Nagoya
(UU No.1l Tahun
2013)

s Jejaring
kerja/kemitraan

¢ Pemanfaatan
sumberdaya
genetik di dalam
dan luar kawasan
konservasi

s Monitoring
sumber daya
genetik di dalam
dan luar kawasan
konservasi

o Keanckaragaman
hayati genetik
tmbuhan dan
satwa liar

¢ Bahasa inggris

s ISO terkait
pelayanan
perizinan
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3.4.5 Kepala Sub Direktorat Keamanan Hayat

-116-

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?)

 Keamanarl hayati
produk rekayvasa
genietik  dan  jenis

asing dan zoorosis

e Pelepasan dan
peredaran produk
rekayasa genetik dan
jenis asing

e Administratoran dan
pengendalian produk
rekayasa genetik dan
jenis asing

L

‘)

Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan

(pusat fdaerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangar
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan

dan

/kebijakan
terkait konservasi
sumber  daya  alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program / rencana kerja
terkait konservasi
keanekaragaman hayati
Dasar — dasar biologi
unsur pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis

e Peraturan/
kebijakan yang
terkait dengan
keamanan  hayati
dan amarn
lingkungan
Protocol Cartagena
(VU  Nomor 21
Talun 2004)
Jejaring
kerja/kemitraan
Pelepasan dan

peredaran produk
rekayasa genetic
Administratoran
dan pengendalian
produk rekayasa
genetik

Jenis asing dan 1AS
(vasive Alien
Species)
Dasar-dasar
pengetaliuan
politik

Bahasa inggris
ISO terkait
pelayanan
perizinarn

Penyakit satwa liar
(zoonosis)

geo-
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3.5 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
3.5.1 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

) . . Pengetaliuan
Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Teknis
Pemanfaatan jasa Perundang-undangan Peraturan ]
lingkungan massa air terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait
dan energi air pada daya alam, lingkungan pemanfaatan
kawasan konservasi hidup, dan kehutanan jasa lingkungan
Perundang-undangan air
terkait administrasi Jejaring
pemerintalian kerja/kemitraan
(pusat/daerah) Pemanfaatan
Kebijakan publik jasa hngku_nga_n
Administrasi, manajemen air
dan organisasi Teknik
pemerintahan (AMO) operasional
Pelayanan dan komunikasi pemanfaatan
publik jasa lingkungan
Pengadaan barang dan jasa air
Manajemen SDM Investasi terkait
Manajemen keuangar pemanfaatan
Sistem pengendalian intern jasa lingkungan
pemerintah air
Pengelolaan data dan Monitoring  dan
informasi penilaian ’
Peraturan /Xkebijakan pemanfaatan
terkait konservasi sumber jasa lingkungan
daya alam hayati -dan slp )
ekosisteni, Metode
Kesepakatan/konvensi penghitungan
]'nternasioflal , terkait Daya Dukung
korniservasi sumber daya Air
alaum hayati dan ekosistem Valuasi nilai
Program |/ rencana kerja sitanon
terkait pemanfaatan jasa pemanfaatan
lingkungan . jasa lingkungan
Peraturan |/  kebijakan e
terkait pengelolaan sumber
daya air
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi
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3.5.2 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata

Alam
Ruang Lingkup Pengetahuan Unnum?) Pengetahuan Teknis
Pemanfaatan jasa |» Perundang-undangan s Peraturan /
lingkungan wisata terkait pengelolaan kebijakan  terkait
alam pada kawasan sumber daya  alam, pemanfaatan jasa
konservasi lingkungan hidup, dan lingknngan wisata
kehutanan alam
¢  Perundang-undangan Pariwisata
terkait administrasi Dasar-dasar
pemerintahan pengetahuan
(pusat/daerah) ekowisata
* Kebijakan publik Dasar-dasar
» Administrasi, kewirausahaan
manajemen dan Dasar-dasar
organisasi pemerintahan pemasaran
(AMO) ekowisata
* Pelayanan dan Pemanfaatan jasa
komunikasi publik lingkungan wisata
* Pengadaan barang dan alam

‘)

Jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data
informasi
Peraturan

dan

/kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
intermasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

Program / rencana kerja
terkait pemanfaatan jasa
lingkungan

unsur pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Investasi pariwisata
alam
Tata ruang / design

pemanfaatan wisata
alam

Momnitoring dan
penilaian
pemanfaatan jasa

lingkungan wisata
alam

Jejaring
kerja/kemitraan
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3.5.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas
Bumi dan Karbon

Ruang Lingkup Pengetahnan Umum®) Pengetaliuan Teknis
Pemanfaatan  jasa | Perundang-undangan ¢ Peraturan /
lingkungan  panas terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait
bumi dan karbon daya alam, lingkungan pemanfaatan jasa
pada kawasan hidup, dan kelhhatanan lingknngan panas
koriservasi ¢ Perundang-undangan bumi dan karbon

terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

* Kebijakan publik

» Administrasi, manajemen
dan organisasi
pemerintalian (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

*« Manajemen SDM

« Manajemen keuangan

» Sisteri pengendalian intern
pemerintal

= Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan [ kebijakan
terkait konservasi sumber
daya alam Thayati dan
ekosistem,

» Kesepakatar/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistem
¢ Program/ rencana kerja
terkait pemanfaatan jasa
lingkungan
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

Jejaring
kerja/kemitraan
Pemanfaatan jasa
lingkungan panas
bumi dan karbon
Investasi
pemantfaatan jasa
lingkungan panas
bumidan karbon
REDD
Monitoring
penilaian
pemanfaatan jasa
lingkungan panas
bumi dan karbon
Dasar-dasar
perhitungan
potensi
panas bumi
Dasar-dasar
pengetaliian
geothermal

dan

energi
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3.5.4 Kepala Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran

* Ketatausahaan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat fdaerah)

» Kebijakan publik

»  Administrasi,
manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

*  Pélayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

*» Manajemen keuangarn

*  Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

v Peraturan [ kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,

» Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

* Program/ rencana kerja
terkait pemanfaatan jasa

lingkungan

*  Peraturan terkait
kepegawaian dan
ketatausahaan

%) ansur pengetahtian
terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®) Pengetahuan Teknis

¢ Promosi dan |* Perundang-undangan *+ Peraturan /

pemasaran terkait pengelolaan kebijakan terkait
pemanfaatan jasa sumber daya  alam, publikasi,

lingkungan pada lingkungan hidup, dan promosi dan
kawasan konservasi kehutanan pemasaran

pemanfaatan jasa
lingkungain pada
kawasan

konservasi
Pengelolaan data
dan informasi
jasa lingkungan
Jejaring
kerja/kemitraan
Publikasi dan
promosi
Dasar-dasar
nianajemen
Pemasaran
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3.6 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3.6.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Perpetaan Kawasan
Ekosisten1 Esensial

2017, No.245

Ruang Lingkup Pengetahuian Umum®*) Pengetahuan Teknis
Pembentukari, Perundang-undangan Peraturan
penetapan, terkait pengelolaan: /kebijakan terkait
pemetaan, dan sumber daya alam, fungsi kawasan
pemantapan lingkungan hidup, dan Peraturan/kebijakan
kawasan ckosistem kehutanan yang terkait dengan
esensial Perundang-undangan pemolaan dan
Ketatausahaan terkait administrasi perpetaan kawasan

pemerintahan ekosistem esensial
(pusat/daerah) Perolaan  kawasan
Kebijakan publik ekosistern  esensial
Administrasi, manajemen (pembentukan,

dan organisasi pemetaan dan
pemerintahan (AMO) pemantapaii)
Pelayanan dan Metode Evaluasi
komunikasi publik kawasan ekosistem
Pengadaan barang dan esensial

jasa Metode penyusunan

Manajemen SDM
Manajemen keuangan

Pemetaan manual

dan digital

Sistem pengendalian Metode penyusunarn
intern pemerintah Database spasial dan
Pengelolaan  data  dan non spasial
informasi Pernigelolaan database
Peraturan /kebijakan spasial  dan norn
terkait konservasi sumiber spasial kawasan
daya alam hayati dan ekosistem esensial
ekosistem, Jejaring
Kesepakatan/konvensi kerja/kemitraan
intermasional terkait Perpetaan kawasan

konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem
Program / rencana kerja
terkait bina perngelolaan
ekosistenm esensial

ekosistem esensial
Aplikasi perencanaan
spasial

Public speaking
Metode perencanaan

Peratl}ran‘ terkait dan pengelolaan
kepegawaian dan spasial
ketataunsahaan

Resolusi konflik

*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

¢ Aplikasi GIS
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3.6.2 Kepala Sub
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Direktorat Konservasi Lahan Basah dan Taman

Kehati
Ruang Lingkup Pengetahuan Unnum?) Pengetahuan Teknis
Konservasi mangrove, |* Perundang-undangan * Perdaturan
lahait basal, karst, terkait pengelalaan /kebijakan  terkait
dan taman kehati sumber daya  alam, konservasi
lingkungan hidup, dan angrove, lahan
kehutanan basah, karst, dan
¢ Perundang-undangan tamai kehati
terkait administrasi Pengelolaan data
pemerintahan dan informasi
(pusat/daerah) Jejaring
» Kebijakan publik kerja/kemitraan
»  Administrasi, Konservasi esensial
manajemen dan Dasar-dasar
organisasi pemerintahan pengetahuan
(AMO) ekosistem
* Pelayanan dan niangrove, lahan
komunikasi publik basah, karst
* Pengadaan barang dan Pengelolaan
jasa ekosistem
* Manajemen SDM Mmangrove, lahan
* Manajemen keuangan basah dan karst
o Sistem pengendalian Pengelolaan taman
intern pemerintah kehati
* Pengelolaan data dan
informasi
* Peraturan /Xkebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,
* Kesepakatan/konvensi
intermasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem

‘)
terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Program / rencana ketja

terkait bina pengelolaan

ekosistem esensial
unsur pengetahuan
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3.7 Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan B
3.7.1 Bagian Tata Usaha

2017, No.245

Ruang Linglkup

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

administrasi
tata persuratan
ketatalaksanaan
kepegawaian
keuangan
perlengkapan
kearsipan dan
rumah tangga
penyusuman
rencana
program dan
anggaran

serta kerja sama
dan kemitraan,
pengelolaan
data
pemantauarn,
evaluasi dan
pelaporan  serta
kehumasan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem. pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan  data  dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait konservasi sumber
daya alam Thayati dan
ckosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem
Program/rencana kerja
terkait Balai Besar Taman
Nasional

*) unsur pengetalan terkait
dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

Peraturan/ pedoman
terkait dengan
ketatausahaan (tata
naskah  dinas, tata
kearsipan)

Peraturan terkait
kepegawaian

Peraturan terkait

keuangan (standar bhiaya
umum, perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan terkait
pelayanan perkantoran
(operasional
perkantoran)
Peraturan terkait
pelaporan

Peraturan terkait sistem

perencanaan
pembangunan nasional

Administrasi
kepegawaian

Tata pelayanan
perkantoran (antara lain
keprotokoleran)
Perencanaan  program
(penyusunan dekumen
Renstra/Renja)
Perencanaan anggaran
(penyusunan  rencana

kegiatan anggaran K/L)
Sistem  evaluasi dan
pelaporan kinerja
Pengelolaan BMN
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN)
Statistik sederhana
Humas dan pemberitaan

Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan
(SIK), Kepegawaian

(SIMPEG), Simak BMN
dan aplikasi barang
persediaan, keuangan
(SAIBA, SILABI, SAS)
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Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional

Pengetahnan Umum®*)

Pengetahuan Teknis

Ruang Lingkup
pengelolaan kawasan,
pelaksanaan
perlindungan dan
pengamanan,
pengembangan dan
pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa
liar untuk kepentingan
non komersial
evaluasi  kesesuaian
fungsi

pemulilian ekosistem
penutupan kawasarn

pelayanan dan
promosi taman
nasional

»  Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

s Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

v IKebijakan publik

*  Administrasi,
manajemen
orgarnisasi
pemerintahan (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

* Sistemm  pengendalian
intern pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan / kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ¢kosistem,

¢ Kesepakatan/konvensi
internasional  terkait
konservasi sumber
daya alam hayati dan
ckosistem

* Program [/ remicana
kerja  terkait Balai
Besar Taman Nasional

*» Manajemen konflik

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen

dan KUK pada unit
kompetensi

dan

e inventarisasi
potensi, penataan
kawasan dan
penyusniian
rencana
pengelolaan

s pemanfaatan jenis

tumbuhan dan
satwa liar non
komersial

s pengawetan jenis
¢ publikasi
promosi

dan

e evaluasi
kesesuaian fungsi

e metode pemulihan
ekosistem

e proses penutupan
kawasan

e perpetaan / SIG

s patroli dan operasi

« intelejen

s pengelolaan

habitat dan
populasi
o dasar — dasar
litigasi
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3.7.2 Bidang Pengelolaan Tanian Nasional Wilayah [, II, dan Il

Pengetahuan Unmum®)

Pengetahuan Teknis

Ruang Lingkup
pengelolaan kawasan,
pelaksanaan
perlindungan dan
pengamanan
pengembangan dan
pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa
liar untuk kepentingan
non komersial
evaluasi kesesuaian
fungsi

pemulihan ekosistem
penutupan kawasan

pelayanan dan
promiosi taman
nasional

»  Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

+  Kebijakan publik

» Administrasi,
manajemen
organisasi
pemerintahan (AMO)

v TPelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

* Managjemen SDM

* Mangjemen keuangan

+ Sistem pengendalian
intern pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan / kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,

dan

» Kesepakatan/konvensi
internasional  terkait
konservasi sumber
daya alam hayati dan
ckosistem

» Program /[ rencana
kerja  terkait Balai
Besar Taman Nasional

* Manajemen konflik

¥ unsur pengetahuan

terkait dengan elemen

dan KUK pada unit
kompetensi

s« inventarisasi

potensi, penataan
kawasan dan
penyusunan
rencana
pengelolaan

o perlindungan dan
pengamanan
o pemanfaatan jenis

tumbuhar dan
satwa liar mnon
komersial

e pengawetan jenis

s publikasi dan
promosi

e evaluasi
kesesuaian fungsi

« metode pemulihan
ekosistem

s proses penutupan
kawasan

s perpetaan f/ SIG

e patreli dan operasi

+ intelejen

s pengelolaan

habitat dan
populasi
e dasar —  dasar
litigasi
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3.8 Balai Taman Nasional
3.8.1 Kepala Balai Taman Nasional

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum™) Pengetahuan Teknis
kenservasi sumber |* Perundang-undangan Inventariasasi
daya alam dan terkait pengelolaan potensi
ckosistemnya sumber daya  alam, Teknik pengendalian

berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-
undangan,

%)

lingkangan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daeraly)
Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen
organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

dan

dan

Peraturan/kebijakan
terkait konservasi
sumber daya  alam

hayati dan ekosistemn,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan
ekosistem
Program/rencana kerja
terkait Balai Konservasi
Sumber Daya Alam
Manajemen konflik
Ekosistem
(terestrial/ perairan)
Perencanaan
BMN
Penegakan hukum
unsur  pengetahuan

terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

dampak kerusakan

SDA

Teknis pengendalian
kebakaran dan
penanganan — pasca
kebakaran

Jenis tumbuhan dan
satwa liar

Peraturan terkait
pengawetan
tumbuhan dan
satwa

Pengelolaan dan
Pemanfaatan jasa
lingkungan

Jejaring kerja/
kerjasama/
kemitraan
Penyuluhan
Perpetaan / SIG
Rehabilitasi/
resterasi/ pemulihan
habitat/ pemulihan
ckosistem
Penanganan  satwa

(konflik satwa atau
satwa terdampar)
Pelayanan perizinarn
Patroli

Intelejen

Pengelolaan  habitat

an populasi
Dasar — dasar litigasi
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3.9 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan B
3.9.1 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
administrasi Perundang-undangan Peraturan/pedoman terkait
tata persuratan terkait pengelolaan dengan ketatausahaan (tata
ketatalaksanaan S'umber day'a alam, ﬂaskalh dinas, tata
kepegawalan lingknngan hidop, dan kearsipan)
kgt kehutanan Peraturan terkait

5 gan .
perlen gkapan Perundang—undangan kepegawaian

(4 s P ) )

. terkait administrasi Peraturan terkait keuangan
kearsipan.  Gai pemerintahan (standar  biaya  wmum
rumah tangga (pusar/daerah) perbendaharaan  negara,
penylistinan Kebijakan publik pajak, dll)

P?g;a;fl dan Administrasi, Peraturan terkait pelayanan
) ‘ manajemen dan perkantoran  (operasional
a,nggalan' organisasi perkantorari)
serta kezja} G pemictiniaba (AMO) Peraturan terkait dengan
dan ken}ltraan, Pelayanan dan perlengkapan/Barang Milik
gertzgeloladn komunikasi publik Regara
a

’ Pengadaan barang dan ,
pemantauar, j asag 5 Pelaporan
evaluasi dan Manai SDM Peraturan terkait sistem
pelaporan serta ana;!emen perencanaan pembangunan
kehumasan Manajemen keuangan nasional

terkait
dan KUK pada unit
kompetensi

Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait konservasi
suwmber daya alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber
daya alam hayati dan
ekosistem
Program/rencana kerja
terkait Balai Besar
Konservasi Sumber
Daya Alam

unsur pengetahuan
dengan  elemen

Administrasi kepegawaian
Tata pelayanan perkantoran
(antara lain keprotokolerarn)

Perencaniaan program
(peniyusunan dokumen
Renstra/Renja)
Perencanaan anggaran
(peniyusunan rencana
kegiatan anggaran K/L)
Sistem evaluasi dan
pelaporan kinerja
Pengelolaan BMN

(inventarisasi, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)

Statistik sederhana

Humas dan pemberitaan
Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan (SIK),

Kepegawaian (SIMPEG),
Simak BMN dan aplikasi
barang persediaan,

keuangan (SAIBA, SILABI,
BAS)
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3.9.2 Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

Perlindungan,
pengawetan
pengembanganan
dan pemanfaatan
cagar alam, suaka
margasatwa, taman
wisata alam dan
taman buru
Konservasi jenis

tumbuhan dan satwa
liar di dalam dan di
luar kawasan

Penyiapan hahan
pembentukan dan
operasionalisasi
KPHEK

Pelayanan dan
promosi di bidang
konservasi  sumber
daya alam dan
ekosisteninya

%)
terkait
dan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)
Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen
organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik

dan

Pengadaan barang dan
jasa
Managjemen SDM
Mangjemen keuangan
Sistem  pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
nformasi
Peraturan / kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional  terkait
konservasi sumber
daya alam hayati dan
ckosistem
Frogram / rencana
kerja  terkait Balai
Besar Konservasi
Sumber Daya Alam
Managjemen Konflik
pengetahuan
denigan elemen
KUK pada unit

Lnsur

kompetensi

s« [nventarisasi
potensi, penataan
kawasan dan
penyusunarl
renicana pengelolaan

dan
cagar

s Perlindungan
pengamanan
alam, suaka
margasatwa, taman
wisata alam, taman
buru

¢ Keanekaragaman
hayati spesies dan

genetik  tumbuhan
dan satwa

¢ Dampak kerusakan
sumber daya alam
hayati

e Publikasi
promosi

e Perpetaan / SIG

e Patroli dan operasi

e Intelejen

e Pengelolaan habitat
dan populasi

dan

s Dasar - dasar

litigasi
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3.9.83 Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alami Wilayah 1, II,

dan I

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

Perlindungari,
pengawetan
pengembanganan dan
pemanfaatan cagar
alam, suaka
margasatwa, taman
wisata alam dan
taman buru
konservasi
tumbuhan dan

jenis
satwa

liar di dalam dan di
luar kawasan
penyiapan bahan
pembentukan dan
operasionalisasi KPHK
koordinasi teknis
penetapan koridor
hidupan liar
koordinasi teknis
pengelolaan taman
hutan raya dan
ekosistem esensial
pelayanan dan
promosi di bidang
konservasi sumber
daya alam dan
ekosistemnya

L]

%)

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingknngan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait  administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)
Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen
organisasi
pemerintahian (AMO)
Pelayanan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem  pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
infermasi

dan

dan

Peraturan / kebijakan
terkait konservasi
sumber daya alam
hayati dan ekosistem,

Kesepakatan /konvensi
intéernasional  terkait
konservasi sumber

daya alam hayati dan
ckosistem

Program / rencana
kerja  terkait Balai
Besar Konservasi

Sumniber Daya Alam
Mangjemen konflik
unsur pengetahuarn

terkait dengan elemen

dan

KUK pada unit

kompetensi

Inventarisasi
potensi, penataan
kawasan dan
penyusunan
rencana pengelelaan
Perlindungan  dan
pengamanan cagar
alam, suaka

margasatwa, taman
wisata alam, taman
buru
Keanekaragaman
hayati spesies dan
genetik  tumbuhan
dan satwa

Dampak Kkerusakan
sumber dava alam
hayati

Penetapan  koridor
hidupan liar
Pengelolaan taman

hutan raya dan
ckosistem ésensial
Publikasi dan
promosi

Perpetaan / SIG
Patroli dan operasi
Intelejen
Pengelolaan habitat
dan populasi
Dasar = dasar
litigasi
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3.10. 1 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?*)

Pengetahuan Teknis

Konservasi sumber
daya alam damn
ekosistemnya di
cagar alam, suaka
margasatwa, taman
wisata alam  dan
taman Dburu serta
kawasan ekosistem
esensial

L]

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
suimber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintaharn
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keéuangan

Sistem pengendalian
intern pemerintaly
Pengelolaan  data dan
informasi

Peraturan / kebijakan
terkait konservasi sumber
dayva alam hayati dan

ekosisteni,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait

konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem
Program / rencana kerja
terkait Balai Konservasi
Sumber Daya Alam

Manajemen konflik
Ekosistem
(terestrial/ perairan)
Perencanaan

BMN

Penegalkan hukum

*) unsur pengetahuan terkait

dengan e¢lemeén dan

KUK

pada unit kempetensi

Cagar alam, suaka
margasatwa, taman
wisata alam, taman
burn, kawasan
egkosistem esensial
Teknis pengelolaan
tanian hutan dan
kawasan konservasi
Teknis
pengendalian
kebakaran dan
penanganary pasca
kebakaran

Jenis tumbuhan
dan satwa liar
Pengelolaan
pemanfaatan
lingkungan
Pengendalian
peredaran
tumbuhan
satwa liar

Penyuhuihan
Jejaring kerja/
kerjasama /
kemitraan
Pemanfaatan
tanaman dan satwa
liar

Perpetaan / SIG
Patroli dan operasi
Intelejer

dan
jasa

dan

Pengelolaan habitat
dan populasi
Dasar -
litigasi

dasar
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3.10.2 Kepala Sub Direktorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi

Tinggi
Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®) Pengetahuan Teknis
Pengelolaan  koridor Perundang-undangan * Peraturan
hidupan liar dan terkait pengelolaan /kebijakan  yang
areal bernilai sumber daya alam, terkait dengan
konservasi tinggi lingkungan Thidup, dan pengelolaan
kehutanan koridor hidupan
Perundang-undangan liar dan  areal
terkait administrasi bernilai konservasi
pemerintahan tinggi
(pusat/daerah) * Pengelolaan data
Kebijakan publik dan informasi
Administrasi, manajemen |+ Jejaring kerja
dan organisasi /Kkemitraan
pemerintahan (AMO) o Metode
Pelayanan dan komunikasi pengelolaan
publik koridor  hidupan
Pengadaan barang dan liarr dan  areal
jasa bernilai konservasi
Manajemen SDM tinggi

Manajemen keuangan

Dasar-dasar

Sistem pengendalian pengetahuan areal
intern pemerintahy bernilai konservasi
Pengelolaan data dan tinggi dan koridor
informasi hidupan liar
Peraturan [ kebijakan

terkait konservasi sumber
daya alam hayat dan
ckosistem,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistem
Program / rencana kerja
terkait bina pengelolaan
ekosistem esensial
/kebijakan
terkait tata ruang

Peraturan

*) unsur pengetahnan terkait
dengan eclemen dan KUK
pada unit kompetensi
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IV. Diten Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL)
4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal
4.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

e Program/rencana

* Pelayanan dan komunikasi

publik

¢ Pengadaan barang dan

jasa

* Manajemen SDM
*+ Manajemen keuangan
¢ Sistem Pengendalian Intern

Pemnierintah

* Pengelolaan data dan

informasi

¢+ Peraturarn/kehijakan

terkait daerah aliran

sungai dan hutan lindung

kerja

Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengendalian Daerah
Aliran Sungai dan Hutan
Lindung (PDAS-HL)

# unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
pada unit kompetensi

terkait

Ruang lingkup Pengetahuan unnum?®) Pengetahuan teknis
e Program dan | * Perundang-undangan Peraturan terkait
anggaran terkait pengelolaan sumber sistem perencanaan
o Evaluasi, daya alam, lingkungan pembangunan
pelaporan, data hidup, dan kehutanan nasional
dan informasi * Perundang-undangan . Peraturan terkait
terkait administrasi pengelolaan anggaran
pemerintahan (pusat/ pemerintah
daerah) (penyusunan dan
* Kebijakan publik penelaahan rencana
¢ Administrasi, Manajemen kerja, dan anggaran
dan Organisasi (AMO) kementerian/

lembaga, tata cara
revisi anggaran, dan
penerapan bagan
akun standar)
Perencanaan prograin
(penyusunarn
dokumen renstra/
renja)

Perencanaan
anggaran
(pefryusunan
dokumen rencana
kegiatan anggaran
K/L)

Mekanisme revisi
anggaran

Sistem evaluasi dan
pelaporan kinerja

. Teknologi informasi

rencana, program,
dan anggaran serta
evaluasi dan
pelaporan.

»  Statistik sederhana

Media dan teknik
komunikasi serta
penyebaran informasi
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4.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

Administrasi
kepegawaian
Administrasi
jabatan
fungsional
Pengembangan
pegawai
Pembinaan SDM
Organisasi dan

ketatalaksanaai

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehtitanan
Pernndang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Managjemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintalh

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait

daerali aliran sungali dan
hutan Iindung

Program /rencana kerja
terkait Sekretariat
Ditektorat Jenderal

Pengendalian Daerali Aliran
Sungai dan Hutan Lindung
(PDAS-HL)

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada anit

kompetensi

+ Peraturan terkait

dengan
kepegawaian,
organisasi dan tata

laksana

+ Dasar-dasar

organisasi
Perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatamn,
perencanaan
kebutuhan pegawali,
pelatihan dan
pengembangan smd,
manajemen kinerja,
manajemen karier,
mandajemen
renumerasi)
Administrasi
kepegawaian
Teknologi informasi

kepegawaian

. Nilai dan budaya

orgarnisasi

Tata hubungan
kerja dan
pengembangan

organisasi
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

¢ Peraturan
perundang-
undangan

+ Fasilitasi

Jejaring kerja

¢ Administrasi

negeri

kerjasama dan

¢ Pertimbangan dan

advokasi hukum

kerjasama teknik

dalam dan laar

Pertiindang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dacrah aliran sungai dan

hutan lindung

Program /rencana kerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal

Pengendalian Daerah Aliran
Sungai dan Hutan Lindung
(PDAS-HL)

4 unsur pengetahuan, terkait
derigan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan/ pedomarn
penyusunan
peraturan
perundang-undangan
Metode penelaahan
permasalahan,
pertimbangan dan
advokasi hukum
Kemitraan dan
kerjasama
lnar/dalam negeri
Konvensi
internasional

Metode legal drafting
Metode negosiasi dan
fasilitasi

Metede penyusunan
kerjasama (MoU)

Perigelolaan hibah
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Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

Ruang lingkup
‘Tata Usaha dan
Rumah Tangga
Kearsipan
Pengelolaan
Barang Milik
Negara

Sarana dan
prasarana
operasional
Administrasi
Keuangan dan
Perlengkapan

Pertiindang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kehijakan publik
Administrasi,
Manajerien dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian
[ntern Pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait daerah aliran
sungai dan hutan
lindung
Program/renicana kerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengendalian Daerah
Aliran Sungai dan Hutan
Lindung (PDAS-HL)

*) unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen
dan Kriteria Unjuk Kerja
(KUK) pada unit
kompetensi

Peraturan/pedoman
terkait  ketatausahaan
(tata naskah dinas, tata
kearsipan)
Peraturan/pedoma
terkait keuangan
(standar biaya umuni,
perbendaharaan negara,
pajak, dli)

Peraturan/ pedoman
terkait perlengkapan
/Barang Milik Negara
Manajemen perkantoran
(tata naskah dinas, tata

kearsipan, sistem
informasi kearsipar,
keprotokoleran)
Pengelolaan bmn
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan bmn)
Mekanisme pengadaan
barang dan jasa
pemerintah

Standar akuntasi
keuangan

Pengelolaan dan
pertanggungjawaban

keuangan negara
Administrasi keuangan

Teknologi  pengolahan
data (aplikasi
persuratan (SIK);

aplikasi simak bmn dan

aplikasi barang
persediaan; aplikasi
kevangan (SAIBA,

SILABI, SAS))
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4.2 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran

Sungai

4.2.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran

Sungai

Ruang lingkup

Pengetalhuan umum?)

Pengetahuan teknis

Penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
perencanaan
Pengendalian
DAS

Sistem Informasi
Pengendalian
DAS

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alani, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Pernndang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung
Program /rencana kerja

terkait Perencanaan dan

Evaluasi Pengendalian
Daerah Aliran Sungai

* unsur pengetahiuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

s penyusunan
program dan
perencanaan
anggaran (Renstra,
Renja, RKA-K/L,
DIPA, KAK, POK)

= Metoda statistika
dalam pengelolaan
data dan informasi
pengendalian DAS

» Sistem Evaluasi
dan pelaporan
kinerja (Laporan
Kinerja, Lapeoran
Triwulan, Laporan
Bulanan dan
Laporan Tahunan/
Laporan Renja)

» Perencanaan dan
pengelolaan sistem
informasi DAS

e Sistem Informasi

Geografl (GIS)
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4.2.2 Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pengendalian Daerah

Aliran Sungai

Ruang lingkup

Pengetahuan umun®)

Pengetahuan teknis

ldentifikasi,
Penataan dan
Penguatan
kelembagaan DAS

Pernndang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung
Prograin/rencana
terkait

kerja
Perencanaan  dan
Evaluasi Pengendalian

Daerah Aliran Sungai

¥ unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Kelembagaan
pengelolaan DAS
Kemitraan/jejaring
kerja antar
stakeholder DAS
[dentifikasi

Penguatan

dan

kelembagaan
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4.2.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerali Aliran

Sungai
Ruang Lingkup Pengetahuan umun®) Pengetahuan Teknis
Pengendalian Pernndang-undangan terkait | « Metode statistik

pengelolaan DAS
yang
dipertahankan
Pengendalian
pengelolaan DAS
yang dipalihkan

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung
Prograin/rencana
terkait

kerja
Perencanaan  dan
Evaluasi

Daerah Aliran Sungai

Pengendalian

¥ unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

dalam analisis data
dan informasi DAS

e Perencanaan dan
pengelolaan sistem
informasi DAS

+« Bvaluasi kinerja
pengelolaan DAS

s Sistemn Informasi
Geografi
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4.2.4 Kepala Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerali Aliran

Sungai

Ruang lingkup

Pengetahuan umun®)

Pengetahuan teknis

e Penyiapan

pelaksanaan

kebijakan evaluasi

DAS
s Evaluasi
pengelolaan DAS

Pernndang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung
Prograin/rencana
terkait

kerja
Perencanaan  dan
Evaluasi Pengendalian

Daerah Aliran Sungai

¥ unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Metede statistik
dalam analisis
data dan
informasi DAS
Perencanaan dan
pengelolaan
sistem informasi
DAS
Evaluasi kinerja
pengelolaan DAS
Sistem Informasi
Geografi
Kriteria dan
indikator
pengelolaan DAS
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4.3 Direktorat Konsérvasi Tanah Dan Air

4.3.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air

Ruang lingkup

Pengetahuan umun®)

Pengetahuan teknis

Program
konservasi tanah
dan air (KTA) dan
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
(RFL)
Data dan
informasi
konservasi tanah
dan air dan RHL
Sistem informasi
konservasi tanah

dan air.

Pernndang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung
Program/rencana kerja
terkait Konservasi Tanah Dan
Air
*) unsur pengetahiuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

komipetensi

s penyusunan
program dan
perencanaan
anggaran (Renstra;,
Renja, RKA-K/L,
DIPA, KAK, POK)

s Metode statistik
dalam analisis data
dan informasi
Konservasi Tanah
dan Air serta RHL

s Hvaluasi kinerja
(Laporan Kinerja,
Laperan Triwulan;,
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan/ Laporan
Renja)

e Perencanaan dan
pengelolazan sistem
inforiasi KTA dan
RHL

o Sistern  Informasi

Geografi
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4.3.2 Kepala Sub Direktorat Reboisasi
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

Reboisasi  hutan
lindung
Reboisasi hutan
mangrove dan

pantai

* Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alamni, lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Pernndang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

+ Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen kenangan

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

* Program /rencana kerja
terkait Konservasi Tanah Dan

Air

*) unsur pengetahuan, terkait
dergan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

°

Silvikultur
Reboisasi hutan

lindung, mangrove

dan pantai
Konservasi tanah
dengan  vegetatif

dan sipil teknis

Pengelolaan Initan

lindung dan
ekosistem  hutan
mangrove dan
pantai

Kemitraan/jejaring

kerja pengelolaan
hutan mangrove &
hutan pantai
Kesatuan
Pengelolaan Hutan
(KPH)

Evaluasi reboisasi
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4.3.8 Kepala Sub Direktorat Penghijauan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

* Penghijauan
hutan kota dan
lingkungan

¢ Hutan rakyat

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alamni, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Pernndang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik
Administrasi; Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung
Program /rencana kerja
terkait Konservasi Tanah Dan
Air
*) unsur pengetahuan, terkait
dergan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

* Budidaya tanaman
berkayu

o Pengelolaan hutan
kota, hutan rakyat
dan
lingkungan

penghijanan

* Konservasi tanah
dengan  vegetatif
dan sipil teknis

* Kemitraan/jejaring
kerja pengelolaan
hutan kota dan
hutan rakyat.

* Evaluasi

penghijauan
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4.3.4 Kepala Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

Bangunan
konservasi tanah
dan air
Bangunan
struktural
Bangunan non

struktural

* Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alamni, lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Pernndang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

+ Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen kenangan

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

* Program /rencana kerja
terkait Konservasi Tanah Dan

Air

*) unsur pengetahuan, terkait
dergan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

* Konservasi tanah
dengan sipil teknis
dan vegetatif

» Kesatuan
Pengelolaan Hutan
(KPH)

* Rancangan dan
spesifikasi
bangunan
Konservasi Tanah
dan Air

o Hidrologi

* Sistem Informasi

Geografi
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4.3.5 Kepala

-144-

Sub  Direktorat Reklamasi

Penggunaan Kawasan Hutan

dan Rehabilitasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

s Reklamasi hutan
¢ Rehabilitasi
pengglinaan

kawasan hutan

Pernndang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung
Program/rencana kerja
terkait Konservasi Tanah Dan

Air

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

komipetensi

Silviknltur
Reklamasi dan
rehabilitasi
Konservasi tanah
dengan  vegetatif
dan sipil teknis
Kemitraan/jejaring
kerja reklamsi
hutan

Kesatuan
Pengelelaan Hutan
(KPH)

Evaluasi reklamasi
dan rehabilitasi
penggunaan
kawasan hutan
Penggunaan
kawasan hutamn
Analisis Mengenai
Damipak
Lingkungan
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4.4.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umun®)

Pengetahuan teknis

Perencanaain
Perbenihan
Tanaman Hutan
Data dan
informasi
Perbenihan

Tanaman Hutan

* Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

« Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

¢ Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

» Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
daerah alitan sungai dan
hutan lindung

* Program/rencana kerja
terkait perbenihan tanaman
hutan

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

komipetensi

Perbenihan
tanaman hutan
Penyusunan
program dan
perencanaan
anggaran
(Renstra, Renja,
RKA-K/L, DIPA,
KAK, POK)
Evaluasi kinerja
(Laporan Kinerja,
Laporan
Triwulan,
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan/
Laporan Renja)
Perernicanaan dari
pengelolaan sistem
informasi
perbenihan
Sistem Informasi

Geografi
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4.4.2 Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

* pengenibangan
usaha
perbenihan
hutan

« kelembagaan

perbenihan

» Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alamni, lingkungan hidup, dan
kehutanan

» Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

« Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

» Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

* Program /rencana kerja
terkait perbenihan tanaman
hutan

*) unsur pengetahuan, terkait
dergan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

°

Perbenihan
tantaman hutan
Pengembangan
usaha perbenihan
tanaman hutan
Kemitraan/jejaring
kerja perbenihan
tanaman hutan
[nformasi pasar
usaha perbenilhan

tanaman hutan
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4.4.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

FPengendalian
peredaran
perbenihan
tanaman hutan
Pengendalian

peredaran bibit

» Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alamni, lingkungan hidup, dan
kehutanan

» Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

« Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

» Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

* Program /rencana kerja
terkait perbenihan tanaman
hutan

*) unsur pengetahuan, terkait
dergan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Perbenihan
tantaman hutan
Pengendalian
perbenihan
tanaman hutan
(perizinan
impor benili/bibit,
karantina,
usaha perbenihan)

ekspor
tata
Kemitraan/jejaring

kerja

tanaman hutan

perbenihan

Pengelolaan sistem
informasi
peredaran
perbenihan
tanaman hutan
Sertifikasi  mutu
benih dan mutu

bibit
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4.4.4 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih

dan Sumber Daya Genetik

Ruang lingkup

Pengetahuan umun®)

Pengetahuan teknis

*  Pengembangan
Sumber Benih
* Pengenibangan
Sumber
Genetik

Daya

Pernndang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintalian
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan

informasi

Peraturan/kebijakan terkait

daerah
hutan lindung

Prograin/rencana

terkait perbenihan tanaman

hutan

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

komipetensi

alitan sungai dan

kerja

Perbenihan
tanaman hutan
Pembangunan dan
pengelolaan
sumber benih dan
sumber daya
genetik

Sertifikasi sumber
benih dan
penetapan areal
sumber daya
genetik
Pengelolaan sistem
informasi sumber
benih dan surmber
daya genetik
Sistem Informasi

Geografi (GIS)
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2017, No.245

4.5.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung
Ruang lingkup Pengetahuan wmum?) Pengetahuan teknis
Pemolaan kesatuan Perundang-undangan terkait |s Metode penyusunarn
pengelolaan hutan pengelolaan sumber daya program dan
lindang alam, lingkungan hidup, dan perencanaan

kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeralh)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangarn

Sistem Pengendalian [ntern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

Program kerja terkait dengan
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung

* unsur pengetahan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Ketrja (KUK) pada unit

kompetensi

anggaran (Renstra,
Renja, RKA-K/L,
DIPA, KAK, POK)

e Metode statistik
dalam analisis data
dan informasi

s Evaluasi dan
pelaporan (Laporan
Kinerja, Laporan
Triwulan, Laporan
Bulanan dan
Laporan Tahunan/
Laporan Renja)

¢ Perencanaan dan
pengelolaan sistem
informasi KPHL

* Rencana
pengelolaan hutan

dan metode
evaluasinya

» Rancang bangun

dan pola
pengelolaan hutan

» Sistem Informasi

Geogralfi

www.peraturan.go.id



2017, No.245

-150-

4.5.2 Kepala Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Huitan

Lindung

Ruang lingkup

Pengetahuan umuin®)

Pengetahuan tekiiis

Penataan kesatuan
pengelolaan hutan
lindung

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahari
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

Program kerja terkait dengan
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung

4 unsur pengetahuan, terkait

derigan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

* Penataan dan
rekonstruksi batas
kawasan hutan

* Inventarisasi
hutan

* Ramncang bangun
dan pola
pengelolaan hutan

* Rencana
pengelolaan hutan

¢ Sistem Informasi
Geografis

* Evalnasi penataan
batas dan
inventarisasi

huotan
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4.5.3 Kepala Subdirektorat Bina Kelemibagaan
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

Bina kelembagaan

Perimdang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Penigadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
daerali aliran sungai dan
hutan lindung

Program kerja terkait dengan
Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung

A unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

* Kemitraan/jejaring
kerja KPH

s Identifikasi dan
FPenguatan
kelembagaan KPH
dan masyarakat

* Bvaluasi
kelembagaan KPH
dan masyarakat

*+ Pemberdayaan
masyarakat

s Manajemen
Organisasi KPH
dan satuan KPH
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4.5.4 Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung

Ruang Lingkup Pengetahuan wmum?*) Pengetahuan Teknis
Pemanfaatan Thutan | ¢ Perundang-undangan terkait | s Analisa data
kesatnan pengelolaan pengelolaan sumber daya potensi Hutan
hutan lindung, alam, lingkungan hidup, dan Lindung

kehutanan s Pemanfaatan
«  Perundang-undangan terkait hutan lindung
administrasi pemerintahan (pemanfaatan
(pusat/ daerah) kawasan, jasa
« Kebijakan publik lingkungan  dan
» Administrasi, Manajemen HHBK)
dan Organisasi (AMO) » Kemitraan/
o Pelayanan dan komunikasi jejaring kerja
puplik pemanfaatan
¢ Pengadaan barang dan jasa hutan

« Manajemen SDM

» Manajemen keuangan

« Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/kebijakan terkait
daerah aliran sungai dan
hutan lindung

* Program kerja terkait dengan
Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung

¥ unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

*» Pengusahaan
Hutan

+ Evaluasi
pemanfaatan
Hutan Lindung

* Perencanaan dan
pengembangan

usaha hasil hutan
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4.6 Direktorat Pengendalian Kertisakan Perairan Darat

4.6.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan
Perairan Darat
Ruang lingkup Pengetahuan umuni*) Pengetahuan teknis
kebijakan/ * Perundang-undangan Penyusunan pregram
peraturan terkait pengelolaan sumber dan perencanaan
evaluasi daya alam, lingkungan anggaran (Renstra,
Rencana hidup, dan kehutanan Renja, RKA-K/L, DIPA,

Strategis  dan
Rencana Kinerja
Pengendalian
kerusakan
perairan darat
Data dan
informasi

Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

» Kehijakan publik

Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait daerah aliran
sungai dan huatan lindung
Program kerja  terkait
dengan Penigendalian
Kerusakan Perairan Darat
* unsur pengetahuan,
terkait dengan €lenien dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
pada unit kompetensi

KAK, POK, penetapan

kinerja)
Metode statistik dalam
analisis data dan
informasi perairan
darat

Evaluasi dan pelaporan
(Laporan Kinerja,
Laporan Triwulamn,
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunarn/
Laporan Renja)
Perencanaan dan
pengelolaan sistem
informasi PKPD
Sistem Informasi
Geografis (GIS)
Perencanaan
pengelolaan EPD
(Ekosistem Perairan
Darat)

Evaluasi dan
pemantauan
pengelolaan ekosistem
perairan darat
Pengendalian
pencemaran dan
pengelolaan kualitas
air sungai
Pengendalian
kerusakan ekosistem
sungai
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4.6.2 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai

Ruang lingkup Pengetalhuan umuni*) Pengetahuan teknis
* Penyiapan * Perundang-undangan * Pengelolaan DAS.
pelaksanaan terkait pengelolaan sumber | » Kriteria dan indikator
kebijakan/ daya alam, lingkungan kerusakan sungai.
peraturan hidup, dan kehutanan « Inventarisasi dan
* Rencana * Perundang-undangan ditifikasi status
Strategis dan terkait administrasi kerusakan sungai.
Rencana Kinerja pemerintahan (pusat/ * Perencanaan
* Pencegahan dan daerah) pengendalian kerusakan
penanggulangan |* Kebijakan publik sungai dan ekosistem.
kerusakan * Administrasi, Manajemen « Evaluasi dan pemantauan
sungai dan Organisasi (AMO) pengendalian kerusakan
¢ Pemulihan * Pelayanan dan komunikasi sungai.
fungsi publik * Pengendalian pencemaran
ekosistem ¢« Pengadaan barang dan dan pengelelaan kualitas
sungai jasa air sungai.
¢ Manajemen SDM » Pengendalian kerusakan
¢ Manajemen keuangan ekosistem sungai.

* Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait daerah aliran
sungai dan huatan lindung

* Program kerja terkait
dengan Pengendalian
Kerusakan Perairan Darat

¥ unsur pengetahuarn,
terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Ketja (KUK)

pada unit kompetensi
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4.6.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau

Ruang lingkup Pengetahuan wmum®) Pengetaliuan teknis
kebijakan/peratiiran Perimdang-undangan Pengelolaan DAS
Rencana Strategis terkait pengelolaan Kriteria dan indikator
dan Rencana sumber daya alam, kerusakan danau
Kinerja lingkungan hidup, dan nventarisasi dan
Pencegahan dan kehutanan identifikasi status
penanggulangan Perundang-umdangan kerusakan danau
kerusakan danau terkait administrasi Perencanaan
Pemulihan fungsi pemerintahan (pusat/ pengendalian
danau daerah) kerusakan danau

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian
[ntern Pemerintah

Pengelolaan data dan

informasi
Peraturan/kebijakan
terkait daerah  aliran

sungai dan hutan lindung
Program  kerja terkait
dengan Pengendalian

Kerusakan Perairan Darat

f unsur pengetahuarn,

terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit kompetensi

Evaluasi dan
pemantauan
pengendalian
kerusakan danaun
Pengendalian
pencemaran dan
pengelolaan kualitas
air danan
Pengendalian
kerusakan ekosistem

danau

245
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4.6.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kertisakan Mata Air dan

mata air dan air tanah

Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait daerah  aliran
sungai dan hutan lindung
terkait

Program  kerja

dengan Pengendalian

Kerusakan Perairan Darat

* unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen dan
Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

pada unit kompetensi

Air Tanah
Ruang lingkup Pengetahuan umuin*) Pengetahuan teknis
¢ Kerusakan mata air Perundang-nndangan Pengelolaan DAS
dan air tanah terkait pengelolaan Kriteria dan
(pencegahan dan stunber daya alam, indikator kerusakarn
penanggulangan) lingkungan hidup, dan mata air dan air
¢ Pemulihan fungsi kehutanan tanah

Inventarisasi sumber
mata air dan
cekungan air tanah
Identifikasi status
kerusakan mata air
dan air tanah
Perencanaan
pengendalian
kerusakan mata air
dan air tanah
Evalnasi dan
pemantauan
pengendalian
kerusakan mata air
dan air tanah
Pengendalian
kerusakan ekosistem
mata air dan air
tanah
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4.7 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
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4.7.1 Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ruarng lingkup Pengetahuan wmum?) Pengetahuan teknis
DAS dan hutan |* Perundang-undangan penyusunan program
lindung terkait pengelolaan sumber dan perencanaan
RHL dan konservasi daya alam, lingkungan anggaran (Renstra,
tanah dan air hidup, dan kehutanan Renja, RKA-K/L,
Reklamasi hutan, | Perundang-undangan DIPA, penetapan
kerusakan perairan terkait administrasi kinerja)
darat dan pemerintahan (pusat/ rancangan teknik
pengelolaan hutan daerah) RHL dan KTA
lindung e Kebijakan publik pengelolaan DAS
Evaluasi pengelolaan |e¢ Administrasi, Manajemen Silvikultur
DAS dan hutan dan Organisasi (AMO) Kelembagaan
lindung s Pelayanan dan komunikasi pengelolaan DAS
Pengembangan publik Kemitraan/jejaring
kelembagaan ¢ Pengadaan barang dan jasa kerja pengelolaan
Informasi e Manajemen SDM DAS
pengelolaan DAS |e Manajemen keuangan Evaluasi kinetja DAS
dan hutan lindung  |s Sistem pengendalian intern dan hutan lindung
Tata usaha dan | pemerintah Hutan lindung
rumah tangga Balai |e Pengelolaan data dan Sistem informasi
informasi pengelolaan DAS
s Peraturan/kebijakan terkait Sistem Informasi
dengan Balai Pengelolaan Geografi
Daerah Aliran Sungai Reklamasi dan
s Program kerja terkait rehabilitasi
dengan pengelolaan Daeral penggunaan kawasan
Aliran Sungai hutan

*unsur

Hidrologi dan pengelolaan
DAS

Konservasi tanali damn air
(KTA)

Pengelelaan hutan lindung
Pengelolaan
perairan darat
pengetahuan

ckosistem

terkait

dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

Rencana pengelolaan
hutan dan
penggunaan kawasan
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4.8 Balai Perbenihan Tanaman Hutan

4.8.1 Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan
Ruang lingkup Pengetahuan umunm™®) Pengetahuan teknis
Penyusunan * Perundang-undangan ¢ Penyusunan
renicana perbenihan terkait pengelolaan sumber program dan
dan pembibitan daya alam, lingkungan perencanaan
Pembangunan hidup, dan kehutanan anggaran (Renstra,

sumber benih dan
sumber daya genetik

Bimbingan  teknis,
pemantavan
peredaran dan

evaluasi perbenihan
tanaman hutan

Penyusunan dan
penyajian informasi
perhenihan dan
pembibitan
Pelaksanaan
sertifikasi sumber
benih, mutu benih

dan mutu bibit
Pelaksanaan urusan
tata usaha dan
ruimah tangga Balai

Perundang-undangan
terkait administrasi
penterintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajenien SDM
Manajenien keuangan
Sistern pengendalian intern
penierintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan Balai
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai

Program  kerja  terkait
dengan pengelolaan
Daerah Aliran Stngai
Peraturan penyelenggaraan
perbenihan tanaman hutan
Ketatusahaan dan
kerumahtanggaan

Munsur pengetalman terkait
dernigan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

Renja, RKA-K/L,
DIPA, KAK, POK,
penetapan kinerja)
Evaluasi dan
pelaporan
(Laporan: Kinerja,
Laporan Triwular,
Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahtnan/ Laporarn
Renja)
Pengelolaan sistem
informasi
perbeniharn
Pengembangan
Usaha perbenihan
tanaman hutan
Peredaran dan
pengendalian
benih dan bibit
tanaman hutan
Sertifikasi sumber
benih, mutu benih
dan mutu bibit
Pembangunan dan
pengelolaan
sumber benih dan
sumber daya
genetik
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Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
5.1 ‘Sekretariat Direktorat Jenderal
5.1.1 Kepala bagian progran dan evaluasi

Ruang lingkup Pengetaliuan umtim™) Pengetahuan teknis
Rencana, Perundang-undangan e peraturan terkait sistem
program dan terkait pengelolaan perencanaan

anggaran sumber daya alam, pembangunan nasional
Data, evaluasi, lingkungan hidup, dan peraturan terkait
pelaporan kehutanan pengelolaan anggaran
pelaksanaan Perundang-undangan pemerintall (penyusunar
rencana dan terkait administrasi dan penelaahan rencana
prograim pemerintahan (pusat/ kerja, dan anggaran
Pengelolaan daerah) kementerian/lembaga,

sistem informasi
dan kehumasan

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemert SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan pengelolaan
hutan produksi lestari
Program / rencana kerja

ferkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan

Produiksi Lestari

*) unsur pengetahuan; terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

tata cara revisi anggaran,
dan penerapan bagan
akun standar)
perencanaan program
(penyusunan dokumen
Renstra/Renja)
perencanaan anggaran
(penyusunan dokumen
rencana kegiatan
anggaran K/L)
arsitektur dan informasi
kinerja

mekanisme revisi
anggaran

sistem evaluasi dan
pelaporan kinerja
teknolegi informasi
rencana, program, dan
anggaran serta evaluasi
dan pelaporarn.

statistik sederhana
media dan teknik
komunikasi serta
penyebaran informasi
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5.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

Administrasi
kepegawaian
Pengenibangan
karier pegawai
Administrasi
jabatan
fungsional
Manajemen
organisasi
ketatalaksanaan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan suunber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajenien
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturarn/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana Kkerja
terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

Peraturan terkait
dengan kepegawaian,
organisasi dan tata
laksana
Dasar-dasar ilmiu
organisasi
Perencanaan dan
pengelolaan sdm
(analisis jabatat,
perencanaarn
kehutuhan pegawai,
pelatihan dan
pengembangan smd,
manajemen kinerja,
manajemen karier,
manajemen
renumerasi)
Administrasi
kepegawaian
Teknologi informasi
kepegawaian

Nilai dan budaya
organisasi

Tata hubungan kerja
dan pengembangan
organisasi
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informasi

s Peraturan/kebijakan
terkait dengan
pengelolaan hutan
produksi lestari

* Program [/ rencana
kerja terkait
Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi
Lestari

*) unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen

dan kriteria unjuk kerja

pada unit kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umium®*) Pengetalhiuan teknis
Urusarl tatausaha ¢  Perundang-undangan Peraturan/ pedoman
dan rumah tangga, terkait pengelolaan terkait ketatausahaan
kearsipan, dan surber daya alam, (tata naskah dinas,
pengelolaan barang lingkungan hidup, tata kearsipan)
milik negara dan kehutanan Peraturan/ pedema
‘Sarana dan » Perundang-undangan terkait kenangan
prasarana terkait administrasi (standar biaya Ui,
operasional pemerintahan (pusat/ perbendaharaan
penegakan hakum daerah) negara, pajak, dll)
lingkungan hidup * Kebijakan publik Peraturan/  pedoman
dan kehutanan ¢ Administrasi, terkait perlengkapan/
Urusan administrasi Manajemen dan barang milik negara
keuangan dan Organisasi (AMO) Manajemen
perlengkapan * Pelayanan dan perkantoran (tata

komunikasi publik naskah dinas, tata
* Pengadaan barang kearsipan, sistem
dan jasa informasi  kearsipan,
* Manajemen SDM keprotokoleran)
¢ Manajemen keuangan Pengelolaan bmar
»  Sistem pengendalian (inventarisasi,
intern pemerintah pemanfaatarl,
» Pengelolaan data dan pemeliharaan,

penghapusan bmn)
Mekanisme pengadaan

barang dan jasa
pemerintah

Standar akuntasi
keuangan

Pengelolaan dan
pertanggungjawaban

keuangan negara
Administrasi kenangan

Teknologi pengolahan
data (aplikasi
persuratan (SIK);
aplikasi simak bmn
dan aplikasi barang
persediaan; aplikasi
keuangan (SAIBA,

SILABI, SAS))
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5.1.4 Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

Peraturan
perundang-
undangan,
Fasilitasi
kerjasama dan
jejaring kerja
Pertimbangan
advokasi
Ihuknim
Administrasi
kerjasama
teknik dalam
negeri dan luar
negeri

* Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

* Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

»  Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait

dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

* Program / rencana kerja

terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Prod uksi

Lestari
*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

Peraturan/ pedoman
penyusunan
peraturan perundang-
undangan dan
kerjasama teknik
dalam dan luar negeri
[mu politik dan
hubungan
internasional

Legal drafting

Legal opiniorn

Teknik komunikasi
dan negosiasi dalam
membangun
kerjasama

Tipe, karakter, budaya
negara lain

Tata cara persidangan
bilateral maupun
regional

Mekanisme
penyusunan
perjanjian dalam
negeri dan luar negeri
(MoU, Grand
Agreement, Letter of
Intent,
implementation
arrangement,
perjanjian kerjasama)
Pengelolaan hibah
Pertimbangan
advokasi hukum
Bahasa inifernasional
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5.2 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Huitan Produksi
5.2.1 Kepala Sub Direkterat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetaliuan teknis

Rancang bangun,
pola pengelolaan,
dan rencana
pengelolaan KPHP
Penyiapan peta
pemanfaatan
hutan dan peta
areal XKerja -calon
[UPHHEK

Perundang-undangan
terkait pengelolaaﬁ
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Pertindang-tindangan
terkait administrasi
penierintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan

jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintal
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
pengelolaai] hutan
produksi lestari
Program / rencana kerja

terkait Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi

* unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen
dan kriteria: unjuk kerja
pada unit kompetensi

peraturan/mekanisme/
teknik terkait dengan
rancang bangun, pola
pengelolaan dan
rencana pengelolaan
kesatuan pengelolaan
hutan produksi
peraturan yang terkait
dengan pemanfaatan
hutan produksi
penataan ruang wilayalh
Pemanfaatan teknik
pemetaan dan GIS
Pemolaan arahan
pemanfaatn hutan
produksi
Peraturan/pedoman/
mekanisme terkait
dengan ketatausahaarn,
kepegawaian,
keuangan, pengelolaan
anggaran pemerintah,
pelayanan perkantorat,
perlengkapan/Barang
Milik Negara,
pelaporan.

teknologi informasi
terkait ketatausahaan,
kepegawaian,
pengelolaann BMN, serta
program anggaran
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5.2.2 Kepala Sub direktorat penataan kesatuan pengeloaan hutan

preduksi
Ruang lingkap Pengetaliuan unnum #) Pengetaliuan teknis
Penataan areal | * Perundang-undangan terkait |s Peraturan terkait

kerja KPHP (zonasi
dan/ atau bloking

area, serta
rekonstruksi batas
KPHP)

penilaian  kinerja
PHPL

rencana
pengelolaan hutan
jangka  panjang

dan pendek
rencana bisnis

pengelolaan suniber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeralh)

+ Kehijakan publik

« Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayailan dan komunikasi
publik

o Pengadaan barang dan jasa

*» Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

+ Sistem pengendalian intern
penterintah

» Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturarn/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

* Program / Trencana kerja
terkait Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria

unjuk kerja pada unit

kompetensi

penataan kesatuan
pengelolaan hutan
produksi

+ Perencanaan
hutan

o Pemberdayaan
masyarakat

* manajemen
pengelolan hutan
produksi

e Pemanfaatan
teknik perpetaan
dan GIS

¢ Mekanisme /teknik
penyusunan
rencana
pengelolaan hutan
jangka  panjang
dan jangka pendek

s Mekanisme /teknik
penyusunarn
rencana bisnis

o Mekanisme/teknik
penilaian kinerja
PHPL
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

Kelembagaan KPHP

* Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

* Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

» Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan kemunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

+ Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

» Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

* Programi / rencana kerja
terkait Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi

¥ unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk  kerja  pada  umit
kompetensi

¢ Peraturan

terkait
pembangunan
KPHP,
kelembagaan,
fasilitasi
pemeéenuhan
kebhutuhan
sarana, prasarana,
dan personil KPHP
Kelembagaan
KPHP

Teknik identifikasi
kebutuhan
kelembagaan
Sarana, prasarand,
dan personil KPHP
Perencanaan dan
pengembangan
SDM KPHP
Pemutakhiran
data dan informasi
perkenibangan
operasionalisasi
KPHP
Pemberdayaan
masyarakat

Kelola bisnis
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5.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum?)

Pengetahuan teknis

Pemanfaatan hutan
produksi

L

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daeral)

Kebijakan publik
Administrasi, Mangajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan pengelolaan
hutan prodiuiksi lestari
Program / rencana kerja

terkait Kesatuan
Perngelolaan Hutan
Produksi

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

*

Peraturan terkait ijin
pemanfaatan kawasan

hutan (HHBLK, jasa
lingkungan,
tumbuhan dan satwa
liar yang tidak
dilindungi)

Perpetaan
(Penginderaan jauh
dan GIS)

Mekanisme /teknik
pemanfaatan kawasan
hutan (HHBK, jasa
lingkungam,
tumbunhan dan satwa
liar yang tidak
dilindungi)
Usaha-usaha
produktil pemanfaatan
kawasan hutan
(HHBK, jasa
lingkungamn,
tumbnhan dan satwa
liar yang tidak
dilindungi)
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5.3.1 Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi
Hutan Alam
Ruang lingkup Pengetahuan tmum?*) Pengetahtian teknis
rencana kerja | ¢ Perundang-undangan terkait |e Peraturan terkait
pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya dengan rencana
hutan kayu, alam, lingkungan hidup, dan kerja pemanfaatan
produksi hutan alam kehutanan hasil hutan kayu
dan pemanfaatan |+ Perundang-undangan terkait dan produksi kayu
kayu. administrasi penierintahan bulat hutan alani

(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemierintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program [/ rencana kerja
terkait usaha hutan produksi
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari
Peraturan terkait usaha
hutan produksi
Pemberdayaan masyarakat
Manajemen konflik

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

e Penilaian rencana
kerja usaha
pemanfaatan hasil
hutan kayu dalani
hutan alam pada
hutan produksi
untuk jangka 10
tahun dan RKT

e Pelaksanaan
monitoring
realisasi produksi
kayu bulat hutan
alam

e Penilaian proposal
[HMB

¢ Perizinan
pemanfaatan kayn

s Perizinan
pembuatan koridor

e Bimbingan teknis
terkait rencana
kerja pemanfaatan
hasil hutan kayua
dan produksi kayu
bulat hutan alam

e Sistem silvikultur
/TPTJ Teknik
SILIN

s Perencanaan hutan

e Manajemen hutan

e Perpetaan dan GIS
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5.8.2 Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi
Hutan Tanaman

Ruang lingkap

Pengetaliuan tonum *)

Pengetaliuan teknis

rencana
pemanfaatan
hutan  kayu

hutan tanaman

produksi kayu pada

Perundang-undangan terkait
pengelolaan suniber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeralh)

Kehijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayaﬂan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keéuangan
Sistem pengendalian intern
penterintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / Trencana kerja
terkait usaha hutan produksi
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari
Peraturan perundang-
undangan terkait usaha
hutan produksi
Pemberdayaan masyarakat
Manajemen konflik

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

Prinsip-prinsip
Penanganan
Kelola
produksi
lingkungan
Perencanaan dan
pelaksanaan
Usaha
Pemanfaatan
Hutan  Produksi
untuk bicenergi
Prinsip-prinsip
pelaksanaan
teknis sistem
silvikultur
Pedoman
pemantauan
realisasi tanaman,
produksi kayu
bulat hutan
tanaman
Pengetahuan
Perpetaan, Indraja
dan GIS

Sistem informasi
Manajemen Hutan
Tanaman

Sosial
dan
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5.8.3 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum?)

Pengetahuan teknis

Penilaian kinerja

usaha hutan alam pengelolaan suniber daya terkait dengan
alam, lingkungan hidup, dan penilaian kinerja
kehutanan usaha hutan alam
¢ Perundang-undangan terkait Pemberdayaan
administrasi pemerintalian masyarakat (Kelola
(pusat/ daerah) Sosiéll)
+ Kebijakan publik Inventarisasi data
¢ Administrasi, Manajemen dasar
dan Organisasi (AMO) Pengembangan  dan
* Pelayanan dan komunikasi Integrasi Sistem
publik Informasi Lingkup
¢ Pengadaan barang dan jasa Usaha Hutan
¢ Manajemen SDM Produksi

pemerintal alam

¢ Pengelolaan data dan Pengenaan  sanksi-
informasi sanksi administratif

* Peraturan/kebijakan terkait terhadap pemegang
dengan pengelolaan hutan izin pemanfaatan
produksi lestari hutan

* Program / rencana Kkerja Teknik sistem
terkait usaha hutan produksi silvikultur

Perundang-undangan terkait

Manajemen keuangat:
Sistem pengendalian intern

Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari
Peraturan perundang-
undangan terkait usaha
hutan produksi
Pembeérdayaan masyarakat

e Peraturan yang

Teknik pemanfaatan
/ pengelolaan hutan

s Manajemen kornflik

#) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria

unjuk kerja pada unit
 kompetensi
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5.8.4 Kepala Sub Direktorat Fenilaian Kinerja Usaha Hutan

Tanaman
Ruang lingkup Pengetalivan umum®) Pengetahuan teknis
Penilaian Kinerja *  Perundang-undangan terkait e Peraturan yang
usaha hutan pengelolaan suniber daya terkait dengan
tanaman alam, lingkungan hidup, dan penilaian ldnérja
kehutanan usaha hotan
¢ Perundang-undangan terkait tanaman
administrasi pemerintahan e Pembangunan
(pusat/ daerah) hutan tanaman
¢ [Kebhijakan publik industri
* Administrasi, Manajemen dan s Manajemen
Organisasi (AMO) pengelolan  hutan
¢ Pelayanan dan komunikasi produksi
publik s Teknik sistem
¢ Pengadaan barang dan jasa silvikuttur
¢ Mangjemeir SDM s Pengenaan sanksi
¢«  Managjemen keuangan administratif
* Sistem pengendalian intern terhadap pemegang
pemerintah izin  pemanfaatan
s Pengelolaan data dan informasi hutan
* Peraturan/kebijakan terkait e Pengembangan dan
dengan pengelolaan hutan Integrasi  Sistem
produksi lestari Informasi Lingkup
« Program / rencana kerja TUsaha Hutan
terkait usaha hutan produksi Produlsi
» Kesepakatan/konvensi o Penilaian kinerja
internasional terkait usaha hutan
pengelolaan hutan produksi P—
lestari ¢ Perencanaan,
¢ Manajemen pengelolaan hutan pemantavan A
produksi lestari; mionitoring evaluasi
* Peraturan perundang- kegiatan [UPHHK-
undangan terkait usaha hutan Hr
produksi e Pemindah tanganan
« Pemberdayaan masyarakat izin usaha
* Manajemen konflik + Sistem informasi
#) unsur pengetahuan, terkait Manajemen Hutan
dengan elemen dan kriteria unjuk Tamaman
kerja pada unit kompetensi

www.peraturan.go.id



-171-

2017, No.245

5.4 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Buikan Kayu

54.1 Kepala Sub Direktorat Usaha Jasa Lingkungan
Ruang lingkap Pengetahnan umum?*) Pengetahuan teknis

Pemanfaatan jasa
aliran air
Pemanfaatan air
Perlindungan
keanekaragaman
hayati
Penyelamatan dan
perlindungan
lingkungan, wisata
alamn di hutan
produksi

®

.

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perandang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari
Program/rencana kerja terkait
Usaha Jasa Lingkungan dan
Hagsil Hutan Bukan Kayu
Kesepakatan/kanvensi
internasional terkait pengelolaan
hutan produksi lestari
Manajemen pengelolasn hutan
produksi lestari;

Peraturan terkait usaha jasa
lingkangan dan hasil hutan
bukan kayu di hutan produksi
Peraturan ferkait dengan
pemerintaly daerah di wilayah
kerja

Kewirausahaan

pemberdayaan masyarakat
Pemasaran hasil hutan

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria unjuk
kerja pada unit kompetensi

e Peraturan terkait
dengan usaha jasa

lingkunga

s Pengembangan
usaha jasa
lingkungan

¢ Mekanisme /teknik
penilaian rericana

kerja/proposal usaha
jasa lingkungan

¢ Teknik valuasi usaha
jasa lingkungan

= PNBP

¢ Inventarisasi,
identifikasi,
pemetaan usaha jasa
lingkungan

e Peraturan/pedoman
/mekanisme terkait
dengan
ketatausahaan,
kepegawaian,
keuangan,
pengelolaan
anggaran
pemerintaly,
pelayanan
perkantoran,
perlengkapan/
Barang Milik Negara,
pelaporan.

¢ Teknologi informasi
terkait
ketatausahaan,
kepegawaian,
pengelolaan BMN,
serta program
anggaran
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5.4.2 Sub Direktorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan
Kawasan

Ruang lingkup Pengetahuan umuim#) Pengetaliuan teknis
Restorasi ¢ Perundang-undangan terkait ¢ Peraturan yang terkait
ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam, dengan restorasi
pemanfaatan lingkungan hidup, dan kehutanan ekosistem
kawasan. *  Perundang-undangamn terkait » Peraturan yang terkait
(budidaya administrasi pemerintahan (pusat/ dengan pemanfatan
tanaman abat, daerah) kawasati
tanaman hias, |+ Kebijakan publik « Mekanisme/teknik
jamu, lebah, |+ Administrasi, Manajemen dan inventarisasi hutan
sarang burung Organisasi (AMO) berkala dan penilaian
wallet, * Pelayanan dan komunikasi publik rencana kerja usaha
penangkaran + Pengadaan barang dan jasa restorasi ekosistem dan
satwa, dan |+ Manajemen SDM pemanfaatan kawasan
silvopastiir) ¢  Manajemen keuangan * Pengembangan usaha

.
°

¥

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait dengan
pengelolaan hutan produksi lestari
Program /rencana kerja terkait Usaha
Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan
Bukan Kayu

Kesepakatan /konvensi internasional
terkait pengelolaan hutan prodiksi
lestari

Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari;

Peraturan terkait uisaha jasa
lingkungan dan hasil hutan bukan
kayu di hutan produksi

Peraturan terkait dengan pemerintah
daerah di wilayah kerja
Kewirausahaan

pemberdayaan masyarakat
Pemasaran hasil hutan

unsur pengetahuan, terkait dengan

elemen dan kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

restorasi ekosistem dan
pemanfaatan kawasan

» Teknik valuasi usaha
restorasi ekosistem: dan
pemanfaatan kawasan

¢« PNBP

¢« Teknik verifikasi peta
dan identifikasi
kegiatan pengelolaan
areal restorasi
ekosistem dan

pemanfaatan
kawasanteknik
restorasi ekosistem

* Teknik pemanfaatan
kawasan

« inventarisasi,
identifikasi, dan
pemetaan usaha
pemanfaatan kawasan

s Standar hasil hutan
bukan kayu
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5.4.3 Kepala Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Usaha HHBK + Perundang-undangan terkait * Peraturan terkait

¥ unsur pengetahuan, terkait dengan

pengelolaan sumber daya alani,
lingkungan hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeral)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajenien dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan inforniasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana kerja terkait
Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil
Hutan Bukan Kayu
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait pengelolaan
hutan produksi lestari
Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari;

Peraturan terkait usaha jasa
lingkungan dan hasil hutan
bukan kayu di hutan proeduksi
Peraturan terkait dengan
pemerintah daerah di wilayah
kerja

Kewirausahaan

pemberdayaan masyarakat
Pemasaran hasil hutan

elemen dan Kriteria unjuk kerja pada
utiit kompetensi

dengan pemanfaatan
hasil hutan bukan
kayu di hutan
produksi

» Teknik inventarisasi
HHBK dan penilaian
rencana kerja usaha
pemanfaatan HHBK

» pengenibangan usaha
hasil hutan bukan
kayu

» Teknik valuasi usalia
hasil hutan bukan
kayn

* PNBP

* Fasilitasi pemasaran
HHBEK

* Inventarisasi,
identifikasi,
pemetaan potensi
dan usaha
pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu.

* Pengembangan usaha
pemanfaatan HHBK
di Hutan Produksi

» Standar hasil hutan
bukan kayu
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5.4.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum®*)

Pengetahuan teknis

usaha

hasil
bukan

kawasan
restorasi
ekosistem

Penilaian kinerja

lingkungan,

pemanfaatan

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber dayva alani,
lingkungan hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahian
(pusat/ daeral)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajenien dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan inforniasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana kerja terkait
Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil
Hutan Bukan Kayu
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait pengelolaan
hutan produksi lestari
Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari

Peraturan terkait usaha jasa
lingkungan dan hasil hutan
bukan kayu di hutan proeduksi
Peraturan terkait dengan
pemerintah daerah di wilayah
kerja

Kewirausahaan

pemberdayaan masyarakat
Pemasaran hasil hutan

¥ unsur pengetahuan, terkait dengan
elemen dan Kriteria unjuk kerja pada
utiit kompetensi

¢ Pedoman teknis
penilaian /[ valuasi
kinerja usahia.

¢ Peraturan terkait

usaha pemanfaatan
jasa lingkungan.

s Peraturan terkait
usaha pemanfaatan

hasil bhutan bukan
kayu

® Peraturan terkait
usaha restorasi
ckosistem dan
pemanfaatan
kawasai

e Peraturan
Perencanaan dan

pelaksanaan kinerja
unit management

« Restorasi ekosistem

* Standar
produk/ proses
terkait hasil hutan
bukan kayu dan jasa
lingkungan

e Valuasi sumberdaya
hutan non kayu dan
jasa lingkungan
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5.5 Direktorat Pengolahan dan Pemiasaran Hasil Hutan
5.5.1 Kepala Sub Direkterat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Ruang lingkap

Pengetahuan umuim*)

Pengetalhuan teknis

Industri prinier
hasil hutan

»  Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

» Perundang-undangan terkait

administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

e Kebijakan publik
* Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)

» Pelayanan dan komunikasi

publik

» Pengadaan barang dan jasa
« Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern

pemerintah

« Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

*» Program [/ rencana Kkerja
terkait Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan

* Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

¢ Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari;

o Peraturan terkait Industri
Primer Hasil Hutan

s pemiberdayaan masyarakat

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kkriteria

unjuk kerja pada unit

kompetensi

e Peraturan terkait dengan
investasi

e Peraturan terkait dengan
[UIPHH

e Peraturan terkait
pemantaatan hasil hutan

s Peraturan terkait evaluasi
[UIPHH

¢ Manajemen industri dan
teknologi pengolahan
hasil hutan

o Kemitraan

e Penilaian perijinan

¢ kinerja pengolahan hasil

hutan

¢ pedoman kémitraan

e Prinsip-prinsip Clustering
IPHHK

o Pedoman revitalisasi dan
restrukturisasi  industri
primer hasil hutan

¢ Pedoman

penilaian/evaluasi kinerja
industri pengolahan hasil
hutan

e Peraturan/pedoman/mniek

anisme terkait dengan

ketatausahaan,
kepegawaian, Keuangan,
pengelolaan anggaran
pemerintah, pelayanan
perkantoran,
perlengkapan/Barang

Milik Negara, pelaporan.

« feknologi informasi

terkait ketatausahaan,
kepegawaian, pengelolaan
BMN, serta program
anggaran
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5.5.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Baku Dan
Preduksi [ndustri Primer Hasil Hutan

Ruang lingkap Pengetahuan umuanm?) Pengetahuan teknis
Pengendalian bahan |+ Perundang-undangan e Peraturan terkait
baku dan produksi terkait pengelolaan sumber [UTPHH
industri hasil hutan daya alam, lingkungan e« Peraturan terkait

hidup, dan kehutanan bahan baku dan
* Perundang-undangan produksi industri
terkait administrasi primer
penierintahan (pusat/ s Pengendalian bahan
daerah) baku industri
* Kebijakan publik ¢ Peningkatan
* Administrasi, Manajemen produksi kayu
dan Organisasi (AMOQ) olahan

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemierintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana kerja
terkait Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari
Peraturan terkait Industri
Primer Hasil Hutan
Pemberdayaan masyarakat
*) unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada
unit kempetensi

Rencana pemennhan
bahian baku industri
hasil hutan

Proses  pengolahan
hasil hutan pada
industri pengolahan
hasil hutan kayu dan
proses  pengolahan
hasil hutan bukan
kayu

Teknologi mesin
pengolah industri
hasil hutan kayu dan
bukan kayu
Diversifikasi Produk
yang Dberasal dari
Limbah Produksi
Inovasi teknologi
Standarisasi produk
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5.5.3 Kepala Sub direktorat sertifikasi dan pemasaran hasil hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum?*)

Pengetahuan teknis

sertifikasi dan
pemasaran hasil
hutan

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber dayva
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Penigadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangait
Sistem pengendalian intern
pemerintali

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari
Program/rencana
terkait Pengolahan
Pemasaran Hasil Hutan
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari
Peraturan terkait Industri
Primer Hasil Hutan
peniberdayaan masyarakat

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada umnit
kompetensi

kerja
dan

e Peraturan
Perundangan terkait

sertifikasi dan
pemasaran hasil
hutan

* Pemberdayaan
masyarakat

o Kemiitraan

o Standarisasi dan
sertifikasi produk

e Pemasaran hasil

s Sistem verifikasi
dan legalitas kayu
(SVLK)

e Prinsip sertifikasi
voluntary dan
mandatory

e Peraturan/
ketrjasama yang
terkait perdagangan
dalam dan luar

negeri
e Prinsip sertifikasi/
ISO standar
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5.5.4 Kepala Sub direktorat notifikasi ekspor dan impor produk
industry hasil hutan

Ruang lingkap

Pengetahnan umum?*)

Pengetaliuan teknis

Notifikasi ekspor dan
impor produksi
industri hasil hutan

pengelolaan suniber daya

alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan

s  Perundang-undangan terkait

administrasi pemerintahan
(pusat/ daeralh)

+ Kehijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

[ Pelayeuian dan komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

¢« Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

*+ Sistem pengendalian intern
penterintah

e Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

* Program |/
terkait Perngolahan
Pemasaran Hasil Hutan

* Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

¢ Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari

e Peraturan terkait
Prinier Hasil Hutan

s pemberdayaan masyarakat

* unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria

unjuk kerja pada unit

kom petensi

Perundang-undangan terkait

rencana kerja
dan

Industri

s Peraturan
Perundangan terkait

notifikasi ekspor
dan impor

s Peraturan tentang
ekspor dan impor

produk kehutanan
(kayu)

s Peraturan
legalitas kayu

e Sistem informasi
legalitas kayu

+ Prinsip/mekanisme
/teknik penerbitan
dokunien V-legal

e Sistem Verifikasi
dan Legalitas Kayu
(SVLK) / sertifikasi

* Kerjasania bilateral
antar negara terkait
perdagangan

s Bahasa inggris

e Perdagangan
Internasional

e Prinsip/mekanisme
/teknikk penerbitan
dokumen V legal

s« Prinsip pemberian
rekomendasi impor

terkait
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5.6.1 Kepala Sub Direkterat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Ruang lingkap Pengetahnan umum?*) Pengetahuan teknis

Penerimaan Negara
Bukan Pajak Suriber
daya alam kehutanan
di hutan produksi

Perundang-undangan terkait
pengelolaan suniber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeralh)

Kehijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayeuian dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keéuangan
Sistem pengendalian intern
penterintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / Trencana kerja
terkait dengan TIuran dan
Peredaran Hasil Hutan
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari;
Peraturan terkait iuran
peredaran hasil hutan
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
peredaran hasil hutan

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

s Peraturan
Perundangan
penerimaan
bukan pajak

¢ Perencanaan target
penerimaan negara
bukan pajak

e Pedoman penetapan
harga patokan

e Prinsip-prinsip
pengenaarn Jenis
dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara
Bukan Pajak

+ Pemungutan
IIUPHH, PSDH dan
DR

e Rekonsiliasi
pasar

s Peraturan/
pedoman/
mekanisme
dengan
ketatausahaan,
kepegawaian,
keuangan,
pengelolaan
anggaran
pemerintal,
pelayanan
perkantoran,
perlengkaparn/
Barang Milik
Negara, pelaporan.

o teknologi informasi
terkait
ketatausahaan,
kepegawaian,
pengelolaan  BMN,
serta program

negara

harga

terkait
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5.6.2 Kepala Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan

-180-

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Penigadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangait

Sistem pengendalian intern
pemerintali

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana kerja terkait
dengan Turan dan Peredaran
Hasil Hutan
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari

Peraturan perundang-undangan
terkait iuran peredaramn hasil
hutan

Kesepakatan/konvensi
internasional terkait peredaran
hasil hutan

* unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
peredaran hasil |*» Perundang-undangan terkait s Peraturan
hiitan pengelolaan sumber daya alam, Perundangan

terkait peredaran
hasil hutan
Penatausahaan
hasil hutan yang
berasal dari
hutan negara
baik hasil hutan
kayu maupun
bukan kayu
Penatausahaan
hasil hutan yang
berasal dari
hutan milik /
hutan hak hasil
budi daya
Penatausahaan
hasil hutan dan
Teknologi
informasi SIPUH
(sistem informasi
penatansahaan
hasil hutan
online)

Pengujian  hasil
hutan
Pemasaran
hutan
Pemahaman
terkait peraturan
dibidang teknologi
informasi

hasil

www.peraturan.go.id



-181-

2017, No.245

5.6.3 Kepala Sub Direktorat Pengukuran Dan Pengujian Hasil

Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umuan?)

Pengetahuan teknis

Pengukuran dan
pengujian  hasil
hutan

Metode, sarana,
dan tenaga teknis
pengukuran hasil
hutan

¢« Perundang-undangan terkait
pernigelolaan sumber daya
alam;, lingkungan hidup, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

*  Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan komunikasi
publik

¢ Pengadaan barang dan jasa

« Manajemen SDM

* Manajemen kéuangan

* Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan data dan informasi

¢ Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

¢ Program / rencana kerja
terkait dengan Iuran dan
Peredaran Hasil Hutan

» Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengelolaan hutan produksi
lestari

» Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari

* Peraturan perundang-
undangan terkait iuran
peredaran hasil hutan

s Kesepakatan/kenvensi
internasional terkait peredaran
hasil hutan

* unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan Kriteria unjuk

kerja pada unit kompetensi

# Peraturan

© Metode pengukuran

Perundangan terkait
pengukuran dan
pengnjian hasil
hutan

Peraturan
perundang-
undangan terkait
pemanfaatan dan
peredararn hasil
hutan

Peraturan
perundang-
undangan terkait
standar pengukuran
dan pengujian hasil
hutan

Standar
produk/proses
pengukuran dan
pengujian hasil
hutan

dan pengujian hasil
hutan
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5.6.4 Kepala
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Sub Direktorat Tertih Peredaran Hasil Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®*)

Pengetahuan teknis

tertib  peredaran |#
hasil hutan

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerali)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan hutan
produksi lestari

Program / rencana kerja terkait
dengan Iuran dan Peredaran
Hasil Hutan

Peraturan terkait pelanggaran
dibidang peredaran hasil hutan
dan PNBP
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait pengelolaan
hutan produksi lestari
Manajemen pengelolaan hutan
produksi lestari;

Peraturan terkait iuran
peredaran hasil hutan
Kesepakatan/konvernsi
internasional terkait peredaran
hasil hutan

*) umsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria unjuk
kerja pada unit kompetensi

e Peraturan

Perundangan
terkait  peredaran
hasil hutan
Peraturan
Perundangan
terkait pengukuran
dan pengujian hasil
hutan

. Peraturan

perundang-
undangan terkait
pemanfaatan dan
peredaran hasil
hutan
Peraturan
perundang-
undangan
standar
pengukuran
pengujian
hutan
Peraturan tentang
pendatausahaa hasil
hutan kayu
Peraturan
perundangan
penerimaan negara
bukan pajak

Post audit PHPL
terkait

terkait

dan
hasil

Peraturan
audit sistem
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5.7.1 Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Ruang Lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan
Teknis
Kesatuan pengelolaan |¢ Perundang-undangan Pembangunan
hutan produksi terkait pengelolaan sumber KPHP
Usaha hutan produksi daya alam, lingkungan Pemberdayaan
dan industri hasil hidup, dan kehutanan masyarakat,
hirtan »  Perundang-undangan kemitraan dan
terkait administrasi kerjasama
pemerintahan (pusat/ Perencanaan
daerah) hutan
* Kebijakan publik Pemanfaatan dan
¢ Administrasi, Manajemen peredaran  hasil
dan Organisasi (AMO) hutan
* Pelayanan dan kemunikasi Penatausaliaan
publik hasil hutan
* Pengadaan barang dan Pemanfaatan
Jasa hutan produksi

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
infermasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan Balai
Pengelolaan Hutan
Produlksi
Manajemen pengelolaan
hutan produksi lestari

Junsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Peraturan tentang

kepegawaian
Pengelolaan
keuangan dan
barang miilik
negara
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V1. Direktorat Jenderal FPengendalian Penceniaran Dan Kerusakan Lingkungan
6.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

6.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umunn*)

Pengetahuan teknis

dan organisasi (AMO) tata cara revisi
*  Pelayanan dan anggaran, dan

komunikasi publik penerapar bagan akun
» Pengadaan barang dan standar)

jasa Perencanaan program

» Rencana, program |+ Perundang-undangan Peraturan terkait
dan anggaran terkait pengelolaan sistem perencanaan
* Evaluasi, pelaporan sumber daya alam, pembangunan
kinerja, rencana lingkungan hidup, dan nasional
kegiatan,  program kehutanan Peraturan terkait
kerja dan anggaran »  Perundang-undangan pengelolaan anggaran
* Pengelolaan data dan terkait administrasi pemerintaly
informasi pemerintahan (penyusunan dan
¢  Kehumasarn (pusat/daerah) penelaahan  rencana
* Kebijakan publik kerja, dan anggaran

Administrasi, manajemen

Manajemen SDM
Manajemen keuangan

kementerian/lembaga,

(penyusunan dokumen
Renstra/Renja)

« Sistem pengendalian Perencanaan anggarail
intern pemerintah (penyusunan dokumen

* Pengelolaan data dan rencana kegiatan
informasi anggaran K/L)

s Peraturan/ kebijakan Mekanisme revisi
terkait pengendalian anggaran
pencemaran dan Sistem evaluasi dan
kerusakan lingkungan, pelaporan kinerja

+ Kesepakatan/konvensi Teknelogi informasi
internasional terkait. rencana, program, dai
pengendalian pencemaran anggaran serta
dan kerusakan evaluasi dan
lingkungan pelaporan

* Program / rencana kerja Statistik sederhana
terkait Sekretariat Media dan  teknik
Direktorat Jenderal komunikasi serta
Pengendalian dan penyebaran informasi
Pengelolaan  Kerusakan Metode evaluasi dan
Lingkungarn monitoring

* AMDAL pelaksanaan kegiatan

* Audit Lingkungan Hidup dan anggaran berbasis

*) unsur pengetaliuan web (e-monev)

Humas dan

pemberitaary

terkait dengan elemen dan |
KUK pada unit kompetensi
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6.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

Administrasi
Kepegawaian
Pengembangan
pegawai
Administrasi
fungsional
Organisasi
ketatalaksanaan

jabatan

dan

* Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,

lingkungan hidup, dan
kehutanan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

+  Kebijakan publik

* Administrasi,

manajemern dan
organisasi (AMO)
¢ Pelayanan dan

komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

« Manajemen SDM

+ Manajemen keuangan

» Sistem pengendalian
intern pemerintal

* Pengelolaan data dan
informasiPengelolaan
data dan informasi

* Peraturan/ kebijakan
terkait  pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

+ Kesepakatan/kenvensi
internasional terkait
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan

* Programi / rencana
kerja terkait Sekretariat

Direktorat Jenderal
Pengendalian dan
Pengelolaan Kerusakan
Lingkungan
» AMDAL
¢ Audit Lingkungan
Hidup
*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen dan
KUK pada unit
kompetensi

* Peraturan terkait
dengan kepegawaian,
organisasi  dan tata
laksana
Dasar-dasar ilmu
organisasi
Perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatan dan
evaluasi jabatan,
analisis Dbeban kerja

perencanaan kebutuhan
pegawai, pelatihan dan

pengembangan SDM,
manajemen kinerja,
manajemen karier,
manajemen renuimerasi
Administrasi
kepegawaian

Teknologi informasi
kepegawaian (aplikasi
SIMPEG, aplikasi
presensi)

Nilai dan budaya,
organisasi

Tata hubungan kerja
dan pengembangan
organisasi
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6,1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

* Program /

+  Kebijakan publik
* Administrasi,

manajemern dan
organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan

komunikasi publik

* Pengadaan barang dan

jasa

« Manajemen SDM
+ Manajemen keuangan
» Sistem

pengendalian
intern pemerintal

* Pengelolaan data dan

informasi

* Peraturan/ kebijakan

terkait pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

+ Kesepakatan/kenvensi

internasional terkait
pengendalian
pencemarai dan
kerusakan lingkungan

¢ rencana
kerja terkait Sekretariat

Direktorat Jenderal
Pengendalian dan
Pengelolaan Kerusakan
Lingkungan

» AMDAL

* Audit Lingkungan
Hidup

¥ unsur pengetahuan
terkait dengan elemen

dan KUK pada unit

kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
e Ketatausahaan * Perundang-undangan Peraturan/ pedoman
e Rumiali tangga terkait pengelolaan terkait ketatausahaan
e Perlengkapan sumber daya alam, (tata naskah dinas, tata
o Kearsipan lingkungan hidup, dan kearsipan)
¢ Administrasi kehutanan Peraturan/pedoman
keuarnigan *  Perundang-undangan terkait keuangan
terkait administrasi (Standar biaya umum,
pemerintaharn perbendaharaan negara,
(pusat/daerah) pajak, dll)

Peraturan/ pedomai
terkait
perlengkapan/Barang
Milik Negara

Manajemen perkantoran
(tata naskah dinas, tata
kearsipan, sistem
irformasi kearsipan,
keprotokoleran)
Pengelolaan
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN)
Mekanisme pengadaan
barang dan jasa
pemerintaly
Standar
keuangan
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
Administrasi keuangan
Teknologi pengolahan
data

Sistem dan
pelaporan, kearsipan
(SIK), Kepegawaian
(SIMPEG), Simak BMN
dan aplikasi Dbarang
persediaan, keuangan
(SAIBA, SILABI, SAS)

BMN

akuntasi

teknologi
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6.1.4 Kepala Bagian Hukuni dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
Penyusunan *+ Perundang-undangan Kesepakatan /konvensi
rancangan peraturan terkait pengelolaan internasional terkait
perundang-undangan, sumber daya alam, pengendalian
penelaahan, lingkungan hidup, dan pencemararn dan
pertimbangan, kehuatanan kernsakan lingkungan
advokasi huikum *  Perundang-undangan Peraturan terkait
Administrasi kerja terkait administrasi dengan penyusunan
sama teknik dalam pemerintahan peraturan  perundang-
negeri dan luar negeri (pusat/daerah) undangan dan

+ Kebijakan publik kerjasama teknik dalam
* Administrasi, dan luar negeri
manajemert dan Tlmu politik dan
organisasi Hubungan Internasional
* Pelayanan dan advokasi hukum
komunikasi publik Legal drafting
* Pengadaan barang dan |, jegal opinion
Jasa. Teknik komunikasi dan
* Manajemen SDM negosiasi dalam

%)

terkait
dain

Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintal
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait  pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Program / rencana
kerja terkait Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pengendalian dan
Pengelolaan Kerusakan
Lingkungan
AMDAL
Audit
Hidup
unsur

Lingkurigan

pengetaliuan
dengan elemen
KUK pada unit

kompetensi

membangun kerjasama
Mekanisme penyusunan
perjanjian dalam negeri
dan luar negeri (MoU,
Grand Agreement, Letter
of Infent,
implementation
arrangement, perjamjian
kerjasama)

Tata cara persidangan
bilateral maupun
regional

Pengelolaan hibah
Bahasa internasional
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6.2 Direktorat Pengendalian Kertuisakan Gambut

6.2.1 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan
terkait adniinistrasi
pemerintalian
(pusat/daerah)

o Kebijakan publik

¢  Administrasi,

manajemen dan
organisasi
pemerintahan (AMO)

*  Pelayanan dan

komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

¢ Manajemen ketangan

o Sistem  pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan  /kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

*  Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan

* Program [/ reiicana
kerja terkait Direktorat

Pengendalian
Kerusakan Ganibut

* AMDAL )

¢« Audit Lingkungan
Hidup

*)  unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan |* Perundang-undangan Perpetaan [/ Sistem
penetapan ekosistent terkait pengelolaan Informasi Geogralfis
gambut sumber daya alam, Ekosistem rawa gambut

Tata ruang pemanfaatan
lahan

Tanah

Hidrologi lahan gambut
Metode inventarisasi
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6.2.2. Kepala Subdirektorat Péerencanaan Pengendalian Kerusakan

Gambut

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

Perencanaan
pengendalian kerusakan
gambut

*  Pelayanan

*  Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintalian
(pusat/daerah)

* Kebijakan publik
¢«  Administrasi,

manajemen dan
organisasi
pemerintahan (AMO)
dan

komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan

jasa

* Manajemen SDM
¢ Manajemen ketangan

+ Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan

informasi

* Peraturan  /kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

*  Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan

* Program [/ reiicana
kerja terkait Direktorat
Pengendalian
Kerusakan Ganibut

* AMDAL

+  Audit Lingkungan
Hidup

*)  unsur pengetahuan

terkait dengan elemen

dan KUK pada unmnit

kompetensi

Perencanaan tata ruang
wilayah dan
perencanaan umun
Ekosistemn hutan rawa
gambut

Tmua kehutanan
Perpetaan/ Sistem
Informasi Geografis
Perencanaan, evaluasi,
dan pelaporan anggaran
Metode evaluasi dan
monitoring pelaksanaan
kegiatan dan anggaran
berbasis web (e-monev)
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6.2.3 Kepala Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintalian
(pusat/daerah)

* Kebijakan publik
¢«  Administrasi,

manajemen dan
organisasi
pemerintahan (AMO)

*  Pelayanan dan

komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan

jasa

* Manajemen SDM
¢ Manajemen ketangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan

informasi

* Peraturan  /kebijakan

terkait pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

*  Kesepakatan/konvensi

internasional terkait
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan

* Program [/ reiicana

kerja terkait Direktorat

Pengendalian
Kerusakan Ganibut

* AMDAL )

¢« Audit Lingkungan
Hidup

*)  unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unmnit
kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Pelestarian ekosistemn . Pmundang-undangan Tata cara pengelolaan
gambut terkait pengelolaan ekosistem gambut

Tata cara pemetaan
kerusakan ekosistern
gambut

Tata cara pengelolaan
air ekosistem gambut
Tata <cara pemulihan
ekosistem gambut

Tata cara pemantauan
dan evaluasi kerusakan
ekosistem gambut

Pemberdayaan
masyarakat pada
ckosistem gamibut
Kelembagaan
pengelolaan  ekosistem
gambut di pusat,
provinsi, dan
kabupaten/kota
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6.3 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan

Laut
6.3.1 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
Perencanaan * Perundang-undangan * Peraturan/
pengendalian terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait
pencemaran dan daya alam, lingkungan pengendalian
kerusakan pesisir dan hidup, dan kehutanan pencemararn dan
laut * Perundang-undangan kerusakan — pesisir
terkait administrasi dan laut
penierintahan » Pengelolaan
(pusat/daerah) lingkungan pesisir

»  Kebijakan publik dan laut secara

* Administrasi, manajemen terpadu
dan erganisasi | * Baku mutu
pemerintahan (AMO) lingkungan dan

* Pelayanan dan kemunikasi kriteria baku
publik kerusakan

*  Pengadaan barang dan jasa lingkungan  pesisir

*  Manajenien SDM dan laut

* Manajenien keuangan ¢« Penyusunan naskah

» Sistem pengendalian intern kerjasama dalam
pemerintah Negeri (pusat-

* Pengelolaan data dan daerah)) dan luar
informasi Negeri

* Peraturan /kebijakan | » Metode pelaporai
terkait pengendalian melalui ‘Sistem
penicemaran dan kerusakan Informasi Kearsipan
lingkungan (SIK)

*  Kesepakatan/konvensi ¢ Metode evaluasi dan
internasional terkait monitoring
pengendalian  pencemaran pelaksanaan
dan kerusakan lingkungan kegiatan dan

* Program / rencana kerja anggaran  berbasis
terkait Direktorat web (e-monev)
Pengendalian Pencemaran |+ Negosiasi
dan Kerusakan Pesisir dan |+ Sistem dan
Laut teknologi keuangan

+ AMDAL negara

«  Audit Lingkungan Hidup * Bahasa inggris

* Daya dukung lingkungan '
pesisir dan laut

* Manajemen kenflik

¥ unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

www.peraturan.go.id



2017, No.245

-192-

6.3.2. Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Status Mutu

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

Inventarisasi ekosistem
pesisir dan laut, dan
penetaparn status mutu
laut

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undarngan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)
Kebijakan publik
Administrasi,
manajemern
organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintali
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan  /kebijakan
terkait  pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan [kenvensi
internasional terkait
pengendalian
penceniaran dan
kerusakan lingkungan
Programi / rencana
kerja terkait Direktorat
Pengendalian
Penicemaran dan
Kerusakan Pesisir dan
Laut

dan

» AMDAL

¢ Audit Lingkungan
Hidup

*  Statistik

¢  Manajemen konflik

* unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Peraturan/ kebijakan
terkait inventarisasi dan
penetapan status mutu
laut

Inventarisasi ekosistem
pesisir dan laut

Status mutu laut
Metode pengambilan
sampel air laut

Metode uji knalitas air
Pemantauan kualitas air

laut

Metode pemantauan
kerusakan ekosistem
pesisir

Metode penetapan

status muty laut

Baku Mutu Lingkungan
(Air Permukaan, air Laut
dan limbaly cair)

Pemetaai ekosistem
pesisir dan lant
Baku Kerusakan

Ekosistem pesisir dan
laut (Mangrove, Padang

Lamuirl, Terumbu
karang, dan vegetasi
pantai lainnya)

Indeks kepekaan

lingkungan pesisir dan
laut
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Pengendalian Pencemaran dan

Ruang lingkup Pengetahuan umuig*) Pengetahiuan teknis
Pencegahan, *  Perundang-undangan Peraturan / kebijakan
pemantauari, terkait pengelolaan sumber terkait  pengendalian
penanggulan dan daya alam, lingkungan pencemaran dan

pemulihan pencemaran
dan kerusakan pesisir |»
dan laut

hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
penterintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi
pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik
Pengadaan
jasa
Manajenien SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern

barang dan

pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan /kebijakan
terkait pengendalian
pencenmarary dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait

pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
Program / rencana kerja
terkait Direktorat;
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Pesisir
dan Laut

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup
Penyustinan perundangan,

kebijakan termasuk
konsep perizinan
lingkungan

*) unsur pengetahuan terkait
dengan
pada unit kompetensi

elemenn dan KUK

kerusakan pesisir dan
laut

Pencegahan
penceniaran
kerusakan ekosistem
pesisir dan laut
Penanggulangan dan

Pemulihan kerusakan
ckosistem pesisir dan
laut
Pemantauan kegiatan
di wilayahh pesisir dan
laut

Metode pencegahan
pernicemaran air laut
Metode pemantauarn

pencemaran  kualitas
air laut

Metode pemarntauan
kerusakan ekosistem
pesisir dan laut
Tata
penanggulangan
tumpahan minyak
Perizinan péembuangan
air limbah ke laut
Karakteristik air
limbah

Proses produksi dan
pengolahan air limbaly
Pengelolaan
lingkungan pesisir dan
laut secara terpadu
Manajemeri konflik

cara

www.peraturan.go.id



2017, No.245

-194-

6.4 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

6.4.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran
Air
Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis
Perencanaan * Perundang-undangan terkait | * Penyusunan
Pengendalian pengelolaan  sumber daya program dan
Pencemaran Air alam, lingkungan hidup, dan perencanaan
kehutanan anggaran
» Perundang-undangan terkait | ¢ Metode
administrasi pemerintahan penyusunan
(pusat /daerah) naskaly
» Kebijakan publik kesepahaman dan
* Administrasi, manajemen dan naskah perjanjian
organisasi pemerintahan kerja sama
(AMO) *  BEvaluasi dan
* Pelayanan dan komunikasi monitoring
publik pelaksanaan
» Pengadaan barang dan jasa kegiatan dan
¢  Manajemen SDM anggaran berbasis
* Manajemen keuangan weh (e-monev)
e Sistemm pengendalian intern | ®* Penyusunan baku
pemerintah muta air
* Pengelolaan data dan | « Pengembangan
informasi kebijakan
* Peraturan / kebijakan terkait pengendalian
pengendalian pencemaran pencemaran air
dan kerusakan lingkungarm, ¢«  AMDAL
* Kesepakatan/konvensi » Sistem evaluasi
internasional terkait dan pelaporan
pengendalian pencemaran kinerja
dan kerusakan lingkungan
« Program |/ rencana kerja
terkait Direktorat

")

Pengendalian Pencemaran Air
Audit Lingkungan Hidup
Peraturan / kebijakan
pencemaran air
Pengendalian pencemaran air
Penyusunan Perundangan,
kebijakan termasuk konsep
perizinan lingkungan

unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi
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6.4.2 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban

Pencemaran
Ruang lingkup Pengetahuan umun™) Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan *  Perundang-undangan Inventarisasi sumber
Alokasi Beban terkait pengelalaan pencemar
Pencemaran sumber daya alam, Identifikasi potensi beban
lingkungan hidup, dan pencemar dari sumber
kehutanan pencemar
* Perundang-undangan Pemantanan kualitas air
terkait administrasi sungai untuk
pemerintahan menetapkan status muta
(pusat/daerah) kualitas air sungai dan
*  Kebijakan publik perhitungan Indeks
»  Administrasi, Kualitas Air (IKA)
manajemen dan Rekapitulasi Inventarisasi
organisasi sumber pencemar dari
pemerintahan (AMO) provinsi dan identifikasi
* Pelayanan dan sumber
komunikasi publik AMDAL

Pengadaan barang dan
jasa

Manajenien SDM
Manajenien keuangar
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan  /kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran dam
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Program / rencana
kerja terkait Direktorat
Pengendalian
Penceniaran Air

Audit Lingkungan
Hidup

Peraturan [/ kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran air
Peraturan / kebijakan
terkait kualitas air

Perhitungan daya dukung
dan daya tampung beban
pencemaran air
Penghitungan dan
penetapan alokasi beban
pencemaran air

*)  unsur pengetahuan
terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi
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6.4.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri

Ruang lingkup

Pengetalhuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengendalian
pencemaran
air dari
kegiatan
industri

L

‘Sistem

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen
organisasi pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan kemunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
pengendalian

dan

intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan / kebijakan terkait

pengendalian  pencemaran dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

Program / rencana Kkerja ferkait
Direktorat Pengendalian
Pencemaran Air

AMDAL

Audit: Lingkungan Hidup
Penyusunan perundangan,
kebijakan termasuk konsep
perizinan lingknngan

Peraturan / kebijakan tentang
pengendalian pencemaran air
Peraturan / kebijakan terkait

pengelolaan kualitas air
Pengendalian pencemaran air
Kegiatan industri

# unsur pengetahuan terkait dengan

elemen

dan KUK pada  unit

kompetensi

Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran air kegiatan
industri ekstraktif dan
pengolahan

Metode perhitungan
beban pencemaran air
dari kegiatan industri

ekstraktif dan
pengolahan
Metede perhitungan

emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) kegiatan industri

ekstraktif dan
pengolahan

Sistem monitoring dan
evaluasi  pengendalian
pencemaran kegiatan
industri ekstraktif dan
pengelahan
Pengelolaan data dan
informasi  pencemarai
industri

Rekapitulasi data dan
informasi terkait
kegiatan industri
ekstralktif dan
pengolahan

Informasi sebaran
sungai dan  Daerah
Aliran  Sungai untuk
sumber pencemar
kegiatan industri
ekstraktif dan
pengolahan

AMDAL

Proses kegiatan industri,
terutama yang
menghasilkan air
limbalh

Proses penanganan air
limbah industri

Strategi penurunarn

beban pencemaran air
limbah industri

Proses perizinan
pembuangan air limbaly
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6.4.4 Kepala Subdirektorat Féngendalian Pencemaran Limbal

Domestik

Ruang lingkup

Pengetahuan umun %)

Pengetahuan teknis

Pengendalian .
Pencemaran air
limbah domestik

.

")

Perundang-undangan terkait
pengelolaan  sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan
informasi
Peraturan / kebijakan terkait
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan,
Kesepakatan /kenvernsi
internasional terkait
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan
Program / rencana kerja
terkait Direktorat
Pengendalian Pencemaran Air
AMDAL

data dan

Audit Lingkungan Hidup
Peraturan / kebijakan terkait
pernigendalian pencenaran
[imbah

Pengendalian pencemaran
limbah

Karakteristik limbah

Limbah domestik
unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada
unit kempetensi

Metode perhitungan
beban pencemaran air
dari kegiatan prasarana
dan jasa dan rumal

tangga

Metede perhitungan
emisi Gas Rumah Kaca
(GREK) kegiatan

prasarana dan jasa dan
rumah tangga

Sistem monitoring dan
evaluasi  pengendalian
pencemaran kegiatan
prasarana dan jasa dan
rumal tangga
Pengelolaan data dan
informasi pencemaran
limbal domestik
Rekapitulasi data dan
informasi terkait
kegiatan atau sektor
prasarana dan jasa dan
rumah tangga

Informasi sebaran
sungai dan  Daerah
Aliran Sungai untuk
sumber pencemar
kegiatan prasarana dan
jasa dan rumah tangga
AMDAL

Karakteristik air limbah
domestik

Proses Penanganan air
limbah domestik
Strategi penurunan
beban pencemaran air
dari sumber domestik
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6.4.5 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemiaran Limbah

Usaha Kecil dan Non Institusi

dan non institusi

Ruang lingkup Pengetahuan umuimn?) Pengetahuan teknis
Pengendalian *  Perundang-undangan Peraturan/  kebijakan
pencemaran air terkait pengelolaan sumber mengenai pengendalian
limbah wusaha kecil daya  alam, lingkungan pencemaran air dari

hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi

pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian infern

pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan  / kebijakan
terkait pengendalian
pencemarail dan kerusakan
lingkungan,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian  pencemaran
dan kerugsakan lingkungan
Program /| rencana Kkerja
terkait Direktorat

Pengendalian  Pencemaran
Air

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup

Peraturan / kebijakan
terkait pengendalian
pencemaran limbah
Pengendalian  pencemaran
limlah

Karakteristik limbah

* unsur pengetahuan terkait
dengan clemen dan KUK pada
unit kompetensi

kegiatan wusaha keecil
dan non institusi (non
peint source)

Metode perhitungan
beban pencemaran air
dari kegiatan usaha
kecil dan non institusi
(non point source)
Metode perhitungan
emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) dari kegiatan
usaha kecil dan mon
institusi  (non  peint
source)

Sistemn monitoring dan
evaluasi pengendalian
pencemaran air dari
kegiatan wusaha kecil
dan nen institusi (non
point source)
Rekapitulasi data dan
informasi terkait
kegiatan pengendalian
penicemaran air dari
kegiatan 1saha kecil
dan non institusi (non
poifit sotitce)

Pemetaan scbaran
penduduk untuk
perhitungan sumber

pencemar dari kegiatan
usaha kecil dan non
institusi  (nom  point
source)

AMDAL

Karakteristik air limbah
usaha kecil dan non
institusi

Proses Penanganan air
usaha kecil dan mon
institusi

Strategi penurunan
bebann pencemaran air
dari usaha kecil dan
non institusi
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6.5.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran
Udara
Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Perencanaan Perundang-undangan terkait | « Bahasa Inggris
pengendalian pengelolaan sumber daya alam, | » Konsep energi dan

pencemaran udara

lingkungan hidtip, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi penmerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komumnikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Mamnajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
pemerintah

Pengelelaan data dan informasi
Peraturan /[ kebijakan terkait

intern

pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan /konvensi
internasional terkait pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

Program [/ rencana kerja terkait
Direktorat Pengendalian
Pencemaran Udara

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup

Sistem pengawasan manajemen
internal

Peraturan /[ kebijakan terkait
pengendalian pencemaran udara

Kebijakan energi ramah
lingkungan
Kebijakan teknologi terbaik ramah
lingkungan

Harmonisasi standar internasional
Konsep perencanaan kebijakan
pengendalian pencemaran udara

teknologi terbaik
raniah lingkungan
Konisep
environmental
sustainable
transport,
transportasi hijau,
industri hijau dan
sistemn  pengelolaan
kualitas udara
Konsep manajemen
pemantauan,
metoda  sampling
pengendalian
pencemaran udara
Metode evaluasi
dan monitoring
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran berbasis
web (e-monev)
Teknik  diplomasi
dan negosiasi
Penyusunan
program
perencanaan
anggaran

dan

*) unsur pengetahuan terkait dengan
elemien dan KUK pada unit
kompetensi
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6.5.2 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas

Udara
Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Inventarisasi dan |+ Perundang-undangan terkait Metode inventarisasi
Pengelolaan pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan

Kualitas Udara

* e . o

%)

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintaliain
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, mangjemen dan

organisasi pemerintahan (AMO)
Pelayanann dan  komumnikasi
publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangarn
Sistem  pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan data dan informasi
Peraturan [/ kebijakan terkait
penigendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan /konvensi
internasional terkait
pengendalian pencemaran dail
kerusakan lingknngan
Program / rencana Kerja terkait
Direktorat Pengendalian
Pencemaran Udara
AMDAL
Audit Lingkungan Hidup
Peraturan / kebijakan terkait
pencemaran udara
Pengendalian
udara
Kualitas udara
Inventarisasi dan pemantauan
kondisi kualitas udara
Daya  dukung dan daya
tampung lingkungan (termasuk
penetapan daya tampung beban
pencemaran dan alokasi beban
limbah)
nnsur

pencemararn

pengetahuan  terkait

dengan elemen dan KUK pada unit

| kompetensi

kualitas udara
Pemetaan dalam peta
GIS

Tata ruang

Konsep pengelolaan
kualitas udara
Database
inventarisasi dan

kualitas udara
Jejaring kerjasama
antar kab/kota dan
provinsi dalam
pengelolaan kualitas
udara ambien
Modeling kualitas
udara ambien
Konsep
pengendaliari,
penanggulangan,
pencegahan
penceniaran udara
Konsep perpindalian
pencemaran  udara
lintas batas wilayah
Konsep Indeks
Kualitas Udara
Konsep ndeks
Kualitas Lingkungan
Hidup

Pengaruh emisi dari
sumber pencemar
terhadap kualitas
udara ambien
Perencanaan
pengelolaan kualitas
udara skala
kab/kota, provinsi,
dan nasional
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6.5.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencenmiaran Udara

Sumber Bergerak

Ruang lingkup Pengetahuan umuni?) Pengetahiuan teknis
Pengendalian *  Perundang-undangan terkait | » Konsep
Pencemaran  Udara pengelolaan sumber daya alar, pengendalian

Sumber Bergerak

lingkungan hiduap, dan
kehutanan

¢ Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

+  Kebijakan publik

¢ Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan (AMQ)

= Pelayanan dan  komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keuangarn

*+ Sistem  pengendalian
penerintall

*  Pengelolaan data dan informasi

* Peraturan / kebijakan terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan,

+ Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkangarn

¢ Program / rencana kerja terkait
Direktorat Pengendalian
Pencemaran Udara

= AMDAL

*  Audit Lingkungan Hidup

* Peraturan / kebijakan terkait
pencemaran udara

¢ Pengendalian pencemaran udara
dari sumber bergerak

* Daya dukung dan daya tampung
lingkungan (termasuk penetapan
daya tanipung beban
pencemaran dan alokasi beban
litbah)

s Peraturan [kebijakan tentang
pengendalian pencemaran udara
secara umum dan dari sumber
bergerak secara khusus

*  unsur pengetahuan  terkait

dengan elemen dan KUK pada unit

kompetensi

intern

pencemaran udara
serta
keterkaitannya
dengan isu global
(perubahan iklim,
deposisi asam dan

carbon tax)

Peta

permasalahan
pengendalian
pencemaran udara
dari sumber
bergerak

Metode
pemantauan
kualitas udara,
baik ambien
pinggir jalan

maupun eniisi dari
sum ber bergerak
Metode analisis
pengendalian
pencemaran udara
dari sumber
bergerak

Metode evaluasi
kinerja kota dalam
pengendalian
pencemaran udara
dari sumber
bergerak
Diplomasi
negosiasi

dain
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6.5.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencenmiaran Udara
Sumber Tidak Bergerak

* Perundang-undangan terkait
administrasi  pemerintahian
(pusat/daerah)

* Kebijakan publik

* Administrasi, manajemen
dan organisasi pemerintahan
(AMO)

o Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

*» Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian intern
pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan /kebijakan terkait
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan,

»  Kesepakataii/konvensi
internasional terkait
pengendalian pencemarar
dan kerusakan lingkungan

* Program / rencana kerja
terkait Direktorat
Pengendalian Pencemaran
Udara

+ AMDAL

»  Audit Lingkungan Hidup

* Peraturan / kebijakan terkait
pencemaran udara

* Pengendalian pencemaran
udara

* Daya dukung dan daya
tampung  lingkungan
(termasuk penetapan daya
tampung behan pencemaran
dan alokasi heban limbah)

*) unsur pengetalian terkait

dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

Ruang lingkup Pengetaliuan umuim®) Pengetahuan teknis
Pengendalian ¢  Perundang-undangan terkait Baku mutu emisi
Pencemaran Udara | pengelolaan sumber daya sumber tidak
Sumber Tidak alam, lingkungan hidup, dan bergerak
Bergerak kehutanan Manajemen institusi

(terkait dengan peran
stakeholder)
Teknologi
pengendalian  emisi
sumber tidalk
bergerak

Efisiensi energi
Pengendalian
pencemaran  udara
dan mitigasi
perubahan iklim
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6.5.5 Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan
Pengendalian Pencemaran Nom [nstitusi
Ruang lingkup Pengetaliuan umuim®) Pengetahuan teknis
Pemantauan Kualitas |* Perundang-undangan terkait Kebijakan
Udara dan pengelolaan  sumber daya pemantauan kualitas
Pengendalian alam, lingkungan hidup, dan udara
Pencemaran Non kehutanan Kebijakan
Institusi * Perundang-undangan terkait pengendalian
administrasi  pemerintahian pencemarar non
(pusat/daerah) institusi
* Kebijakan publik Metode pemantauan
* Administrasi, manajemen kualitas udara
dan organisasi pemerintahan mianual, otomatis,
(AMO) dan non institusi
o Pelayanan dan komunikasi Pedoman teknis
publik terkait pemantauan
Pengadaan barang dan jasa kualitas udara
Manajemen SDM Pemetaan

e * ° e

%)

Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan
informasi
Peraturan / kebijakan terkait
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan,

data dan

Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian pencemarar
dan kerusakan lingkungan
Program / rencana kerja
terkait Direktorat
Pengendalian Pencemaran
Udara

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup
Peraturan / kebijakan terkait
pencemaran udara
Pengendalian pencemaran
udara

Kualitas udara

Pencemaran non institusi
unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

pemantauan kualitas
udara

Integrasi
pemantatan kualitas
udara otomatis
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6.6.1 Kepala Subdirektorat Perencanaain

Ruang lingkup

Pengetahuan umur*)

Pengetahuan teknis

Perencanaan  pemulihan
kerusakan lahan akses
terbuka

Y

Perundang-undangan terkait
pengelolaan  sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintaharn
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan
(AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajenien keuangan

Sistem1 pengendalian intern

pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan /[kebijakan terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungari,
Kesepakatan/kenvensi
internasional terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Program / rencana kerja
terkait Direktorat Pemulihan
Kerusakan Lahan Akses
Terbuka

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup
Peraturan / kebijakan terkait
pemulihan kerusakan lahan
akses terbuka

Pencenmiaran lingkungan

unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

s Penyusunan

e« Teknis
pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan
hidup

s Kriteria
kerusakan
lahan akses
terbuka

program dan
perencanaan
anggaran

s Perencanaan
pengendalian
kerusakan
lahan akses
terbuka
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6.6.2. Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Ruang lingkup

Pengetalhuan umum?)

Pengetahuan teknis

Inventarisasi lahan
akses terbuka
Pelembagaan
pemulihan
akses terbuka

lahan

Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan (AMO)
Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan / Kkebijakan terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan

Program / rencana kerja terkait
Direktorat Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup
Peraturan /[ kebijakan terkait
pemulihan kerusakan lahan
akses terbuka

Pencemaran lingkungan
Pengendalian pencemaran
kerusakan lingkungan
Peraturan / kebijakan tentang
pengendalian kerusakan lahan
Kegiatan pertambangan
Inventarisasi keondisi kerusakan
lahan akses terbuka

intern

dan

*) unsor pengetahuan terkait dengan

elemen

dan KUK pada unit

kom petensi

*+ Metode
inventarisasi
lahan
terbuka

» Kriteria
kerusakan
lingkungan

¢« Raku
lingkungan

*+ Metode
pemantauan
kerusakan
lingkungan

¢ Sistem1 informasi
geospasial (SIG)

* Metode pemetaan
sosial

o Metode
pelembagaan
sosial

» Pengembangan
data base

¢ Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

* Ekosistem yang
berkaitan dengan
lahan akses
terbuka

* Perencanaan dan
pengelolaan data
dan informasi

akses

baku

muna
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6.6.3 Kepala Subdirektorat Pemulihan Kerusakan

lahan akses terbuka

)

pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hiduap, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait.
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen dan
organisasi pemerintahan (AMQ)
Pelayanan danr  komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen Keuangan
Sistem  pengendalian
pemerintal
Pengelolaan data dan informasi
Peraturan / kebijakan terkait
pengendalian pencemaran dan

intern

kerusakan lingkungarn,
Kesepakatan/konvensi
internasional terkait
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan

Program / rencana kerja terkait
Direktorat Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka:

AMDAL

Audit Lingkungan Hidup
Pengendalian penicemaran air
Pengendalian pencemaran udara
Pengendalian kerusakan
lingkungan

Peraturan / kebijakan terkait
pengendalian kerusakan lahan
Kegiatan pertambangan

Ramah lingkungan

Peraturan / kebijakan terkait
tata ruang

Pemetaan

unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK pada unit
kom petensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Pemulihan kerusakan |» Perundang-undangan terkait | ¢ Kriteria kerusakan

lahan akses
terbuka

Metode pemulihan
kerusakan lahan
akses terbuka
Metode
periantauan
kegiatan
berpetensi
merusak
lingkungan
Metode
pencegahan
kerusakan lahan
akses terbuka
Metode
penanggulangan
kerusakan lahan
akses terbuka
Kriteria
keberhasilan
pemulihan
kerusakan lahan
akses terbuka
Pengelolaan
keuangan negara
termasuk metode
penganggaran

yang
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7.1 Sekretariat Direktorat Jenderal
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[. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun

7.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
lingkup
Program * Peraturan perundang- | e Peraturan terkait sistem
dan undangan terkait pengelolaan perencanaan pembangunan
anggaran sumberdaya alam, lingkungan nasional
Evaluasi, hidup dan kehutanan ¢ Peraturan terkait
pelaporan, |* Peraturan perundang- pengelolaan anggaran

data dan

informasi

%)

nndangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerali)
Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,;
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
sekretariat badan pengelolaan
sampali, limbah dan bahan
beracumn berbahaya

urisur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

pemerintah (penyusunan
dan penelaahan renicana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga, tata
cara revisi anggarai, dan
penerapan bagan akun
standar)

s Perencanaan program
(penyusunan dokumen
renstraj/renja)

¢ Perencanaan anggarary
(penyusunan dokuren
rencana kegiatan anggaran
K/L)

» Mekanisme revisi anggaran

e Sistem evaluasi dan
pelaporan kinetja

¢ Teknologi informasi rencana,
program, dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporai.

¢ Statistik dasar

* Media dan teknik
komunikasi serta

penyebaran informasi
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7.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

* Administrasi
kepegawaian

e Administrasi
jabatan
fungsional

e Pengembangan
pegawai

« Pembinaan SDM
Organisasi dan
ketatalaksanaan

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait derigan
sekretariat badan pengelolaan
sampah, limbah dan bahan
beracun berbahaya

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

Peraturan terkait
dengan
kepegawaian,
organisasidan tata
laksana
Dasar-dasar
organisasi
Perencanaan darn
pengelolaan SDM
(analisis jabatan,
perencanaan
kebutuhan pegawai,
pelatihan dan
pengem bangan smd,
manajemen kinerja,
manajeren karier,
manajenen
renumerasi)
Administrasi
kepegawaian
Teknologi informasi
kepegawaian

Nilai dan budaya
organisasi

Tata hubungan kerja
dan perigembangan

organisasi
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Ruang lingkup Pengetahuan umum % Pengetahiuan teknis

Tata Usaha dan |+ Peraturan perundang- peraturan/pedoman  terkait
Rumal Tangga undangan terkait, kétatausahaan (tata naskah
Kearsipan pengelolaan sumberdaya dinas, tata kearsipan)
Pengelolaan alam, lingkungan hidup dan peraturan/pedoman terkait
Barang Milik kehutanan kenangan (Standar biaya
Negara + Peraturan perundang- wmaim, perbendaharaan
Sarana dan undangan terkait negara, pajak, dll

prasarana admiinistrasi pemerintahan peraturan/pedoman terkait
operasional (pusat/daerah) perlengkapan/Barang Milik
Administrasi * Kebijakan publik Negara

Keuangan dan

Perlengkapan

%)

Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intein
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait

dengan pengelolaan sampah,

limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait
dengan sekretariat badan
pengelolaan sampah, imbah
dan bahan beracun
berbahaya

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Ketja (KUK) pada unit

kompetensi

manajemen perkantoran (tata
naskah tata

kearsipan, sistem informasi

dinas,

kearsipan, keprotokoleran)
BMN
pematfaatan,

pengelolaan
(inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)
mekanisme pengadaan

barang dan jasa pemerintah

standar akuntasi keuangan
pengelolaan. dan
pertanggungjawaban.
keuangan negara
administrasi keuangan
teknologi pengolahan data
(Aplikasi persuratan (SIK),
Aplikasi Simak BMN dan
aplikasi barang persediaan,
Aplikasi keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS))
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7.1.4 Kepala Bagian Hukuni dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetalhuan teknis

¢ Peraturan
perundang-
undangan

¢ Fasilitasi
kerjasama dan
Jejaring kerja

¢ Pertimbangan
dan advokasi
hukum

¢ Administrasi
kerjasama
teknik dalam

dan luar negeri

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait derigan
sekretariat badan pengelolaan
sampah, limbah dan bahan
beracun berbahiaya

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kom petensi

* Peraturan/pedoman
penyusniian
peraturan
perundang-
undangarn

» Metode penelaahan
permasalahari,
pertimbangan dan
advokasi hukum

¢« Kemitraan dan
kerjasama
Iuar/dalam negeri

« Konvensi
internasional

» Metode legal
drafting

« Metode negosiasi
dan fasilitasi

« Metode penyusunan
kerjasama (MolU)

¢ Pengelolaan hibah
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7.2 Direktorat Pengelolaan Sanipah
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7.2.1 Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengelolaan * Peratnran perundang- Teknologi

sampah barang
dan kemasan
Bina
manufaktur

Bina peritel

undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkuingan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan fterkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
pernigelolaan sampah, limbah
dan bahian beracun berbahaya
unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

pengelolaan sampah
barang dan kemasan
Konsep dan teknik
3R (reduce, reuse &
recycle) dalam
pengelolaan sampah
Konsep dan teknik
extented producer
responsibility (EPR)
dalam pengelolaan
sampali.

Analisis dampak
lingkungan (AMDAL)
Standar produksi
barang dan kemasan
(manufacturing) dan
industri jasa
makanan/minuman
Penjualan barang
dan kemasan
(retailing) (konsumsi
barang ritel

penghasil sampal)
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7.2.2  Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

¢ Pengelolaan
sampah spesifik
e Daur ulang

sampah

%)

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan

sumniperdaya alam,
lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kerja terkait dengan
pengelolaan sampah; limbah
dan bahan beracun
berbahaya

unsur pengetahuan, terkait
derigan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Metode pengelolaan
sampah spesifik dan
daur ulang

Jenis dan
karakteristik sampah
spesifik

Data dan informasi
sampah spesifik
Teknologi
pengelolaan sampah
spesifik dan daur
ulang

Teknik lingkungan
Kimia organik
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7.2.3 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Sarana prasarana
penanganar
sampah

Tempat

pemrosesan akhir

sampah

%)

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan

sumniperdaya alam,
lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi  pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kerja terkait dengan
pengelolaan sampah; limbah
dan bahan beracun
berbahaya

unsur pengetahuan, terkait
derigan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Prinsip kerja 3R
dalam pengelolaan
sampah

Konsepsi bank
sampah

Teknologi
persampahan dan
Energi terbarukan
/Waste to Energy
Pemanfaatan gas
metan sebagai energi
terbarnkan dan
kontribusi gas metan
terhadap Gas Rumah
Kaca (GRK)
Pengelolaan sistem
informasi

persampahan
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7.2.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Ruang lingkup

Pengetahuan umum #)

Pengetalhuan teknis

e Penilaian kinerja
pengelolaan
sampah di daerali

¢ Pemantauan dan
evaluasi penilaian
kinerja
pengelolaan

sampal

%)

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumpberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daeral)
Kebijakan publik

Administrasi; Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbah dan bahan beracun
berhahaya (B3)

Program Kerja terkait dengan
pengelolaan sampal, limbah
dan bahan beracun berbahaya
unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

» Persampahan
(pengelolaan
sam pah,
pengumpulan dan
analisa data
persamipahan)

* Pemantauan dan
evaluasi pengelolaan
sampah

» Pengelolaan sistem
informasi
persampahan

+ Mekanisme/tata
hobungan kerja
penilaian kinerja
pengelolaan sampah
pusat dan daerah

¢ Dasar-dasar sistem

informasi geografis
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7.3 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

7.3.1 Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya
dan Beracun
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Penerapan/ o Peraturan perundang-undangan |e Peraturan dan
pelaksanaan terkait pengelolaan sumberdaya ketentuan
konvensi alam, lingkungan hidop dan pelaksanaan
bahan kehutanan Konvensi B3

berbahaya dan
beracun (B3)
Pengembangan
konvensi
Tata kelola
bahan
berbahaya dan

beracun (B3)

")

Peraturan  perundang-undangan
terkait administrasi pemerintalhian
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komumnikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
perigelolaan bahan berbahaya
beracun

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

(dalam dan luar
negeri)

o Jenis dan
karakteristik B3

¢ Siklus pengelolaan
B3

e Amnalisis peran
stakeholder terkait
B3

e Tata kelola
senyawa B3

e Instrumen
pengelolaan B3

s Mekanismie
kerjasama dalam
dan luar negeri

e Bahasa

internasional
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7.3.2 Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan

Beracun
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengendalian o Peraturan perundang-undangan |e Jenis dan
balian terkait pengelolaan sumberdaya karakteristik kimia
berbahaya dan alam, lingkungan hidop dan B3
beracun (B3 kehutanan * Manajenien

Kategorisasi
bahan
berbahaya dan
beracun (B3)
Verifikasi
bahan
berbahaya dan

beracun (B3)

")

Peraturan  perundang-undangan
terkait administrasi pemerintalhian
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komumnikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
perigelolaan bahan berbahaya
beracun

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk
Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Lingkungan

e« Pengelolaan sistem
informasi
manajemen data
B3

o Klasifikasi bahan
berbahaya dan
beracun (B3)

» Pengelolaan B3
(verifikasi,
notifikasi,
registrasi dan
rekemendasi
pengangkuitan)

e Kimia terkandung
dalam bahan
berbahaya dan
beracun (B3)

e Toksikologi
Lingkungan
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7.3.3 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Penggunaan Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3)

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Inventarisasi * Peraturan perundang- Jenis dan
penggunaan undangan terkait pengelolaan karakteristik kimia

bahan Dberbahaya

dan beracun (B3)

sumberdaya alam, lingkuingan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan fterkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
pengelolaan bahan berbahaya
beracun

unsur pengetahuan, terkait
dengan elenien dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

bahan berbahaya dai
beracun (B3)
[nstrumen
pengelolaan bahan
berbahaya dan
beracun (B3)
Taksikologi
Lingkungan
Manajemen
Lingkungan
Prosedur dan
tatacara pemantauan
dan inventarisasi
penggunaan bahan
berbahaya dan
beracun (B3) di
sektor MJKP dan
PEM

Tata cara
penyimpanan bahan
berbahaya dan
beracun (B3)

Kimia terkandung
dalam berbahaya dan

beracun (B3)
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7.3.4 Kepala Sub Direktorat Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun
Ruang lingkup Pengetahiuan umnm *) Pengetaliuan teknis
e Penanganan * Peraturan perundang-undangan | e Jenis dan

bahan
berbahaya dan
beracun (B3)

« Pembatasan
dan
penghapusan
peredaran dan
penggunaan
bahan
berbahaya dan

beracun(B3)

terkait pengelolaan
alami, lingkungan
kehutanan

sumberdaya

hidup dan

Peraturan  perundang-undangan
terkaif administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbalir dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kkerja terkait dengan
pengelolaan hahan berbahaya
beracun

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria Unjuk

Kerja (KUK) pada unit kompetensi

karakteristik kimia
bahan berbahaya
dan beracun(B3)

e Prosedur dan
tahapan
pembatasan dan
penghapusan
peredaran dan
penggunaan bahan
berbahaya dan
beracun(B3)

* Analisis risiko

s Toksikologi
Lingkungan

s Teknologi
pemusnahan
bahan berbahaya
dan beracun(B3)

e Kimia terkandung
dalam berbahaya

dan beracun (B3)
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7.4 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbali Bahan Berbahaya

(B3) dan Beracun dan Limbalh Non Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3)
7.4.1 Kepala Sub Direktorat Pertambangan, Energi, Minyak dan
Gas
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis

Penilaian  kinerja | ¢+ Peraturan perundang-undangan Peraturan/ kebijakan
pengelolaan limbah terkait  pengelolaan sumberdaya teknis bidang
bahan  berbahaya alam, lingkungan  hidup dan Pertambangan,
den beracun dan kehutanan Energi, Minyak dan
limbah mnon bahan | ¢ Peraturan perundang-undangan: Gas
berbahaya dan terkait administrasi pemerintahan Pengelolaan  limbah
beracun di bidang (pusat/daerah) B3 dan limbah non
Pertambangan ¢ Kebijakan publik B3
Energi dan Migas ¢ Administrasi, Manajemen dan Penilaian kinerja

%)

Organisasi (AMO)

Pelayanian dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/ kebijakan terkait dengan
pengelolaan sampah, imbal dan
bahan beracun berbahaya (B3)
Program kerja terkait dengan
penilaian kinerja pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun
dan Limbah Non Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)

unsur pengetahuan, terkait dengan
elemen dan Kriferia Unjnk Kerja
(KUK) pada: unit kompetensi

pengelolasn  limbah
B3 dan limbah non
B3

Analisa dampak
lingkungan (AMDAL)
Toksikologi
Lingkungan
Pengendalian
Pencemaran Air,
udara, Tanah
Karakteristik dan
jenis bahan kimia;
proses industri dan
limbah B3
Identifikasi limbah
B3
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7.4.2 Kepala Sub Direktorat Manufaktur

manufaktur pada
industri hulu dan
hilir

Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
Pengelolaan * Peraturan perundang- |e Peraturan/kebijakan
limbah bahan undangan terkait pengelolaan teknis bidang industri
berbahaya dan sumberdaya alam, lingkungan hulu dan hilir
beracun dan hidup dan kehutanan Pengelolaan limbah B3
limbah non bahan | » Peraturan peruidang- dan limbah non B3
berbahaya  dan undangan terkait administrasi Penilaian kinerja
beracun bidang pemerintahan (pusat/daerah) pengelolaan limbah B3

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbalir dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kkerja terkait dengan
penilaian kinerja pengelolaan
Linibal Bahan Berbahaya (B3)
dan Beracun dan Limbah Non
Bahan Berbahaya dan Beracumn
(B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

Kompetensi

dan limbah non B3
Analisa dampak
lingkungan (AMDAL)
Toksikologi
Lingkuingan
Pengendalian
Pencemaran Air,
udara, Tanah
Karakteristik dan jenis
bahan kimia, proses
industri dan limbah
B3

Identifikasi limbah B3
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Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
Pengelolaan * Peraturan perundang- |e Peraturan/kebijakan
limbah bahan undangan terkait pengelolaan teknis bidang industri
berbahaya dan sumberdaya alam, lingkungan pangan dan non
beracun dan hidup dan kehutanan pangan
limbah non bahan | » Peraturan perundang- Pengelolaan limbah B3
berbahaya dan undangan terkait administrasi dan limbah non B3
beracun di bidang pemerintahan (pusat/daerah) Penilaian kinerja
agro industri | * Kebijakan publik pengelolaan limbah B3
pangan dan mnon | ¢ Administrasi;, Manajemen dan dan limbah non B3
pangan Organisasi (AMO) Analisa dampak

* Pelayanan dan komunikasi lingkungan (AMDAL)
publik - Toksikologi

* Pengadaan barang dan jasa Lingkungan

* Manajemen SDM . Pengendalian

o Sistem Pengendalian Intern Pencemaraf Air,

Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbalir dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kkerja terkait dengan
penilaian kinerja pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya (B3)
dan Beracun dan Limbah Non
Bahan Berbahaya dan Beracumn
(B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

Kompetensi

udara, Tanah
Karakteristik dan jenis
bahan kimia, proses
industri dan limbah
B3

Identifikasi limmbah B3
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Ruang lingkup Pengetahuan wmum *) Pengetahuan teknis
Pengelolaan * Peraturan perundang- |e Peraturan/kebijakan
limbah bahan undangan terkait pengelolaan teknis bidang
berbahaya dan sumberdaya alam, lingkungan prasarana dan jasa
beracun dan hidup dan kehutanan Pengelolaan limbah B3
limbah non bahan | » Peraturan peruidang- dan limbah non B3
berbahaya  dan undangan terkait administrasi Penilaian kinerja
beracun di bidang pemerintahan (pusat/daerah) pengelolaan limbah B3
prasaraia dan | » Kebijakan publik dan limbah non B3
jasa o Administrasi, Manajemen dan Analisa dampak

Organisasi (AMO) lingkungan (AMDAL)
* Pelayanan dan komunikasi Toksikologi

publik Lingkungan
* Pengadaan barang dan jasa Pengendalian
* Manajeten SDM Pencemaran Air,

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbalir dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kkerja terkait dengan
penilaian kinerja pengelolaan
Linibal Bahan Berbahaya (B3)
dan Beracun dan Limbah Non
Bahan Berbahaya dan Beracumn
(B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

Kompetensi

udara, Tanah
Karakteristik dan jenis
bahan kimia, proses
industri dan limbah
B3

Identifikasi limbah B3
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7.5 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun,

dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracui

7.5:1 Kepala Sub Direktorat Pengumpulan dan Pemanfaatan
Limbah B3

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengumpulan dan | » Peraturan perundang- | ¢ Pedoman/peraturan
pemanfaatan undangan terkait pengelolaan terkait veritikasi
limbah bahan sumberdaya alam, lingkungan pengelolaan limbah
berbahaya dan hidup dan kehutanan B3 dan limbah non
beracun » Peraturan perundang- B3

9

undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampali,
limbal dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kerja terkait dengan
verifikasi pengelolaan Limbah
Baharn Berbahaya Beracun (B3)
dan Limbah Non Bahan
Berbahaya Beracun (B3)

unsur perigetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Prinsip penyinipanan
Limbah B3

Standar mutu
pemanfaatan limbah
B3

Toksikelogi
Lingkungan

Analisa dampalk
lingkungan (AMDAL)
Pengelolaan bahan
dan Limbah B3
Pengendalian
Pencemaran Air,
udara, Tanah
Karakteristik dan
jeriis bahan kimia,
proses industri-dan
limbah B3
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7.5.2 Kepala Sub Direktorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah

B3
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengangkutan * Peraturan perundang- Perijinan
dan pengolahan undangan terkait pengelolaan Pengelolaan Limbah
limbah bahan sumberdaya alam, lingkungan B3
berbahaya dan hidop dan kelnitanan Penaatarn
beracun s Peraturan perundang- Pengelolaan Limbah
undangan fterkait administrasi B3
pemerintahan (pusat/daerah) Toksikologi
* Kebijakan publik Lingkungan
* Administrasi, Manajemen dan Dokumen

Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
verilikasi pengelolaan Limbah
Balhan Berbahaya Beracun (B3)
dan Limbah Non Bahan
Berbalhaya Beracur (B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Perpindahan Limbah
B3

Pengukuran Kualitas
Lingkungan Hidup
Standar mutu
pengolahan limbah
B3

Analisa Dampak
Lingkungan (AMDAL)
Pengelolaan bahan
dan Limbah B3
Pengendalian
Pencemararn Air,
udara, Tanah
Karakteristik dan
jenis bahan kimia,
proses industri dan

limbah B3
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7.5.3 Kepala Sub Direktorat Penimbiinan Dan Duniping Limbah B3

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Penimbunan dan
dumping limbah
bahan berbahaya

dan beracim

4

Peraturan perundang-uindangan
terkait pengelolaan sumberdaya
alam, lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampal,
limbalir dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program Kkerja terkait dengan
verifikasi pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Beracun (B3)
dan Limbah Non Bahan
Berbahaya Beracun (B3)

unsur pergetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

s Pengelolaan bahan
kimia, proses
industri

e Hidrologi

e Geologi

¢ Qceanografi Dasar

e Minyak gas

= Pengelolaan ijin
lingkungan
(prosedur, syarat,
administrasi
perijinan)

+ Toksikologi
Lingkungan

¢ Pengukuran
Kualitas
Lingkungan Hidup

e Pengendalian
Pencemaran Air dan
Udara

e Analisa Dampak
Lingkungan
(AMDAL)

e Pengelolaan bahan
dan Limbal B3

e Karakteristik dan
jenis bahan kimia,
proses industri,
limbah B3
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dan Limbah Non B3

Notifikasi Limbah B3

Ruang lingkup

Pengetahuan wmum *)

Pengetahuan teknis

Penetapan dan
notifikasi
limbah bahan
berbahaya dan
beracun dan
limbah non
bahan
berbahaya dan

beracun

Peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan

suniberdaya alani,
lingkungan hidup dan
kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Bistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampalx,
limbah dan balan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
verifikasi pengelolaan Litabah
Bahan Berbahaya Beracun
(B3) dan Limbah Non Bahan
Berbahaya Beracun (B3)
unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

Peraturan/kebijakan
terkait penetapan dan
notifikasi limbah B3 dan
limbah Non B3

Peraturan perpindahan
limbah lintas batas (illegal
traffic), marine pollution,
basel convention, e-waste
Peraturan terkait
perdagangan dan
perindustrian

Analisa Dampak
Lingkungan (AMDAL)
Pengelolaan bahan kimia
dan proses industri
Pengelolaan Limbah B3
(perijinan dan penaatan)
Toksikologi Lingkungan
Pengukuran Kualitas
Lingkungan Hidup
Pengendalian pencemaran
air, udara dan tanah
Karakteristik dan jenis
bahan kimia, proses
industri dan limbah B3
Perjanjian internasional
terkait B3 dan limbah B3
Proses penetapan Limbaly
B3 dan Limbah Non B3
Impor limbah non B3 dan
notifikasi ekspor linbah B3

Bahasa internasional

www.peraturan
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7.6 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah

Bahan Berbahaya Beracun

7.6:1 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Pertambangan, Energi,
Minyak dan Gas

Ruang lingkup Pengetahuan wmum ¥) Pengetahuan teknis
Pemulihan * Peraturan perundang-undangan Pengelolaan
kontaminasi terkait pengelolaan sumberdaya Lingkungan Hidup
limbah Bahan alam, lingkungan hidup dan Analisa Dampak

Berbahaya dan
Beracun sektor
pertambangan,
energi, minyak

dan gas

kehutanan

Peraturan perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
pemulihan kontaminasi damn
tanggap darurat Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada umnit

kompetensi

Lingkungan (AMDAL)
Jenis- jenis dan
karakteristik Limbal
B3

Teknologi
pengelolaan Limbah
B3 dan tanah
terkontaminasi LB3
Prosés pemulihan
kontaminasi limbalh
bahan berbahaya dan
beracun di bidang
pertambangan,
energi, minyak dan
gas

Produksi dalam
industri
pertambangan, energi
dan migas
Hidrogeologi

Gealogi

Teksikelogi
lingkungan
[nterpretasi data dan
sampel limbah B3
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7.6.2 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Manufaktur, Agro Industri

dan Jasa

Ruang lingkup

Pengetahuan umur *)

Perngetahuan tekmis

Pemulihan
kontaminasi
limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun sektor
manufaktur,
agroindustri;

prasarana dan jasa

%)

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan
Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelelaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
pemulihan kontaminasi dan
tanggap darurat Limbah

Bahan Berbahaya Beracun

(B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Ketja (KUK) pada urit

kom petensi

Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Analisa Dampak
Lingkungan (AMDAL)
Jenis- jenis dan
karakteristik Linibah
B3

Teknologi
penigelolaan Limbah
B3 dan tanal
terkontaminasi LB3
Proses pemulihan
kontaminasi limbah
bahan berbahaya dan
beracun di bidang
manufaktur,
agroindustri,
prasarana, jasa
Produksi dalam
industri manufaktur,
agroindustri,
prasarand, jasa
Hidrogeologi

Geologi

Taksikologi
lingkungan
[nterpretasi data dan
sampel limbah B3
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7.6.3 Kepala Sub Direktorat Tanggap Darurat Dan Pemulihan Non

Institnsi

Ruang lingkup

Pengetaliuan umum *)

Pengetalhuan teknis

Tanggap darurat
pengelolaan
limbah Bahan
Berbahaya
Beracun (B3)
Pemulihan lahan
terkomntaminasi
limbah B3
sektor non

institusi

%)

Peraturan perundang-
undangan terkait pengelelaan
sumberdaya alam, lingkungan
hidup dan kehutanan

Peraturan perundang-
undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)
Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan pengelelaan sampah,
limbah dan bahan beracun
berbahaya (B3)

Program kerja terkait dengan
pemulihan kontaminasi dan
tanggap darurat Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3)

unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
Unjuk Kerja (KUK) pada unit

kompetensi

s Pengelolaan
Lingkungan Hidup

e Analisa Dampak
Lingkungan
(AMDAL)

¢ Jenis- jenis dan
karakteristik
Limbalr B3

e Teknologl
pengelolaan Limbah
B3 dan tanah
terkontaminasi LB3

¢ Proses pemulihan
kontaminasi limbah
bahan berbahaya
dan beracun

e prosedur
penanggulangan
kedaruratan Limbah
B3

= Hidrogeologi

s (Geologi

e Toksikologi
lingkungan

e Interpretasi data
dan sampel limbah

B3

www.peraturan.go.id
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VIII. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan [klim
8.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

8.1.1. Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

e program
dan
anggaram,
data,
evaluasi
dan
pelaporan
serta
pengelolaan
manajemen
informasi
dan

kehumasan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya  alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan/ Kebijakan terkait
Pengendalian Perubahan
[klim

Program kerja terkait dengan

kesekretariatan Ditjen

Keterangan:

*) unsur pengetaliuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

e peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional

s peraturan terkait
pengelolaan anggaran
pemerintah (penyusunan
dan penelaahan rencana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga,
tata cara revisi anggaran,
dan penerapan bagan

akun standar)

¢ perencariaaln prograil

(penyusunan dokuren
Renstra/Renja)

e perencanaan anggaran

(penyusunan dokumen
rencana kegiatan

anggaran K/L)

¢ informasi kinerja

e mekanisme revisi

anggarai

e sistem evaluasi dan

pelaporan kinerja

¢ teknologi informasi

rencana, program, dan
anggaran serta evaluasi

dan pelaporai.

e statistik sederhana

s media dan teknik

komunikasi serta

penyebaran informasi
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8.1.2. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

administrasi
kepegawaian
pengembangan
karier pegawai
administrasi
jabatan
fungsional
manajenien
organisasi

ketatalaksanaan

* Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan terkait
administrasi
(pusat/ daerah)

* Kebijakan publik

pemerintahan

o Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan komunikasi
publik

* Pengadaan barang dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keunangan

* Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/ Kebijakan terkait
Pengendalian Perubahan
Iklim

* Program kerja terkait dengan
kesektetariatan Ditjen

Keterangan:
*) unisur pengetahuan, terkait
dengamn elemen dan kriteria unjuk

kerja pada unit kompetensi

perativan terkait
dengan
kepegawaian,
organisasidan tata
laksana
dasar-dasar ilmu
organisasi
perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatan,
perencanaan
kebutuhan pegawai,
pelatihan dan
pengem bangan SDM,
manajemen kinerja,
manajeren karier,
manajenen
renumerasi)
administrasi
kepegawaian
teknologi informasi
kepegawaian

nilai dan budaya
organisasi

tata hubungan
kerja,SOP dan
pengem bangan

organisasi
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8.1.3. Kepala Bagian Hukuni dan Kerja Sama Teknik

Ruang Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis

lingkup
Melaksanakan * Perundang-undangan terkait Kebijakan publik
koordinasi pengelolaan sumber daya Menelaah
penyusunan alam, lingkungan hidup, dan permasalahan,
rancangan kehutanan pertmbangan dan
peraturan o Perundang-undangan terkait advokasi hukum
perundang- administrasi  pemerintahan Kemitrazn dan
nndangan (pusat/ daerah) kerjasama dalam/
penelaahan * Kebijakan publik luar negeri
permasalahan, * Administrasi, Manajemen dan Negosiasi kerja sama
pertimbangan, Organisasi (AMO) Menyiapkan bahan
advokasi o Pelayanan dan komunikasi penyusunan
hukum publik perundang-undangan
Merencanakan » Pengadaai barang dan jasa lingkup ditjen PPI
dan * Mangjemen SDM Memyiapkan bahan
administrasi * Manajemen keuangan dan penelaahan atau
kerja sama | » Sistem pengendalian intern advokasi hulamn

teknik dalam

dan luar negeri

pemerintaly

* Pengelolaan data dan
informasi

* Peraturan/ Kebijakan terkait
Pengendalian Perubahan
Tklim

* Program kerja terkait dengan

kesekretariatan Dien

Keterangaii:
*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria unjuk

kerja pada unit kompetensi

Legal drafting
Kemampuan analisis
dan penyusunan
opini produk hukum
Harmenisasi

peraturan

www.peraturan.go.id
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Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

¢ urusan
rumal
tangga

¢ kearsipan

¢ pengelolaan
barang
milik
negara

¢ administrasi

organisasi

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kelmitanan

¢ Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

¢ Kebijakan publik

¢  Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

¢ Pelavanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

¢  Manajemen keuangan

« Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

*  Peraturan/ Kebijakan
terkait Pengendalian
Perubahan IKklim

¢  Program kerja terkait
denigan kesekretariatan
Ditjen

Keterangan:

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen damn kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

peraturan/pedoman terkait
ketatausahaan (tata naskah
dinas, tata kearsipan)
peratiran/pedoman terkait
keuangan (Standar biaya
umun, perbendaharaan
negara, pajak, dil)
peraturan/pedoman terkait
perlengkapan/Barang Milik
Negara

manajemen perkantoran
(tata naskal dinas, tata
kearsipan, sistem informasi
kearsipan, keprotokeleran)
pengelolaan BMN
(inventarisasi, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)

mekanisme pengadaan
barang dan jasa pemerintah
standar akuntasi kenangan
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
administrasi kenangan
teknologi pengolahan data
(Aplikasi persuratan (SIK);
Aplikasi Simak BMN dan
aplikasi barang persediaan;
Aplikasi keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS))

www.peraturan.go.id
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8.2, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
8.2.1. Kepala Subdirektorat ldentifikasi dan Analisis Kerentanan
Ruang lingkup Pengetahuan urmum®) Pengetaliuan teknis
o identifikasi dan Perundang-undangan ¢ Pengetahuan

analisis keréentanan,
dampak dan resiko

perubahan iklim.

terkait pengelolaan sumber
daya lingkungain
hidup, dan kehutanan

alam,

Perundang-undangai

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturany kebijakan terkait
pengendalian perubahan
iklim

Program Kerja terkait
Adaptasi perubahan iklim

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kom petensi

mengenai
Perubahan Tklim
dan Adaptasi
Perubahan Iklim

e Pengetahuan
Skenario Iklim

* Pengetahuan
tentang Damipak
Perubahan Tklim

s Komnsep dan
metodologl analisis
kerentanan,
dampak dan resiko

perubahan iklim

www.peraturan.go.id
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8.2.2. Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi
Ruang lingkup Pengetahuan wmum?) Pengetahuan teknis
Perencanaan s Perundang-undangan » Perencanaan dan
adaptasi terkait: pengelolaan sumber evaluasi kegiatan

Perubahan [klim

daya  alam,
hidap, dan kehutanan

s Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

*» Kebijakan publik
e Administrasi,

dan Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan komunikasi

publik

» Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern

pemerintah
e Pengelolaan data

informasi

e Peraturan/ kebijakan terkait

pengendalian perubahan
» Program Kerja terkait
Adaptasi perubahan iklini

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

lingkungan

Manajemen

dan

Pengetahuan
mengenai
Perubahan Iklim
dan Adaptasi
Perubahan Tklim
Kebijakan terkait
penyusunan
rencana
pembangunan
Nasional/ Daerah
(RPIJMN/RPJMD)
Kebijakan terkait
penyusunan
RPPLH
Pengetahuan
tentang Dampak

Perubahan Tkiim

www.peraturan.go.id
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hidap, dan kehutanan

Perundang-undangarn

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijjakan publik
Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan/ kebijakan terkait
pengendalian perubahan
Program Kerja terkait
Adaptasi perubahan iklini

8.2.3. Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami
Ruang lingkup Pengetahuan wmum?) Pengetahuan teknis
¢ Adaptasi Perundang-undangan s Kebijakan terkait
Perubahan iklim terkait: pengelolaan sumber pengelolaan
Ekologi Alami daya alam, lingkungan ekologi/ ekosistem

alamii

¢ Pengetalivan
tentang
ekologi/ekosistem
alami dan
pengelolaannya

¢ Pengetalinan
tentang dampak
perubahan iklim
terhadap ekologi
alami

s Upaya adaptasi
perubahan iklim
berbasis ekosistem

* Pengetahian
mengenai
Perubahan Tklim
dan Adaptasi

Perubahan Tkiim

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

www.peraturan.go.id
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8.2.4. Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan
Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
Adaptasi ekologi buatan | « Perundang-undangan |e Pengetahuan
perkotaan terkait pengelolaan mengenai
pedesaan sumber dava alam, Perubahan Iklim
lingkungan hidup, dan dan Adaptasi
kehutanan Perubahan Tklim

¢ Perundang-undangan
terkait
pemerintahan (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

administrasi

¢ Administrasi,

Manajemen dan
Organisasi (AMO)

e« Pelayanan dan
komunikasi publik

e Pengadaan barang

dan jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajenien keuangan

o Sistem pengendalian
intern pemerintal

¢ Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
perubahan iklim

¢ Program Kerja terkait
Adaptasi perubahan

Keterangan:
*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen dan

KUK pada nnit kempetensi

¢ Kebijakan terkait
pengelolaan ekologi
buatan

* Pengetahuan
tentang ekologi
buatan dan
pengelolaannya

e Pengetahuan
tentang dampak
perubahan iklim
terhadap ekologi
buatan

* Upaya adaptasi
Perubahan Tkiim
dan Ekologi
Buatan

www.peraturan.go.id
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8.3, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklini
8.3.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan
Perangkat Mitigasi
Ruang lingkup

Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis

Perencanaan, kebijakan | « Perundang-undangan = Peraturan terkait

dan perangkat mitigasi terkait pengelolaan dengan

perubahan iklim sumber daya alam, perencanaan,
lingkungan hidup, dan kebijakan dan

kehutanan perangkat mitigasi
perubahan iklim
administrasi | ¢ Imu Perubahan
(pusat/ Iklim

daerah) s Perencanaan dan

» Perundang-undangan
terkait

pemerintahan

¢ Kebijakan publik
e Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)

evaluasi kegiatan
Mitigasi

Perangkat mitigasi

e Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan
jasa

s Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

¢ Sistem penigendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
perubahan iklim

s Program kerja terkait

mitigasi perubahan iklim

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi

www.peraturan.go.id
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8.3.2 IKepala Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Pemantauan « Perundang-undangan » Peraturan terkait

pelaksanaan mitigasi
berbasis lahan dan

berbasis non lahan

terkait pengelolaan

sumber daya
lingkangan hidup, dan

kehutanan

alam,

e Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan
komunikasi publik

o Pengadaan Dbarang -dan
jasa

e Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

o Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
pertbahan iklim

e Program kerja terkait

mitigasi perubahan iklim

Keterangan:
* unsur pengetaliuan terkait

dengan elenien dan KUK pada

unit kempetensi

+ Mitigasi
e Perangkat mitigasi

= Mitigasi berbasis

= Mitigasi berbasis

dengan
pelaksanaan
mitigasi

s [Imu Perubahan
[klim

lahan

non lahan

www.peraturan.go.id
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8.3.3 Kepala Subdirektorat REDD+

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkangan hidup, dan
kehutanan

e Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan
komunikasi publik

o Pengadaan Dbarang -dan
jasa

e Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

o Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
pertbahan iklim

e Program kerja terkait

mitigasi perubahan iklim

Keterangan:
* unsur pengetaliuan terkait

dengan elenien dan KUK pada

unit kempetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
bidang REDD+. « Perundang-undangan » Peraturan terkait

dengan REDD+
[Imu Perubahan
[klim

Tata kelola REDD+
Perencanaan dan

evaluasi kegiatan

www.peraturan.go.id
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8.3.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Bahan Pertisak Ozon

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

pengendalian bahan

perusak ozon

« Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkangan hidup, dan
kehutanan

e Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan
komunikasi publik

o Pengadaan Dbarang -dan
jasa

e Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

o Pengelolaan data dan
informasi

o Peraturan/ kebijakan
terkait pengendalian
pertbahan iklim

e Program kerja terkait

mitigasi perubahan iklim

Keterangan:
* unsur pengetaliuan terkait

dengan elenien dan KUK pada

unit kempetensi

Peraturan terkait
dengan
pengendalian bahan
perusak ozen
Peraturan terkait
perlindungan
lapisan Ozon

[lmu Perubahan
iklim

Penigendalian dan
pemantauan bahan

perusak ozon
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8.4, Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.

8.4.1 Kepala Sub Direktorat IGRK Sektor Berbasis Lahan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

¢ Inventarisasi
Gas Rumah
Kaca sektor

Lahan

= Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

» Perundang-undangan

terkait ad ministrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

e Kebijakan publik

e  Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

s Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian intern
pemerintah

« Pengelolaan data dan
informasi

s Peraturan/ Kebijakan terkait
pengendalian perubahan
ikliny

» Program Kerja terkait
Inventarisasi Gas Rumah
Kaca dan MPV

e Statistik

Keterangan:
* unsur pengetaluan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit konipetensi

Metode inventarisasi
GRK Sektor Lahan/
AFOLU (Agricultural
Forestry and Other
Land Use)

Sistem Informasi
Geografis (GIS) dan
penginderaan Jauh.
[PCC (Intergovermerital
Panel on Climate
Chane) Guideline
khususnya sektor
AFOLU.

ilmu kehutanan dan
ilmu pertanian.
Peraturan terkait
dengan IGRK Lahan.
Pengelolaan (analisa
data dan presentasi)
Sistem Informasi
berbasis Lahan
(contoh: Sisteni
[nventarisasi Gas
Rumah Kaca Nasional
Sederhania Mudah
Akurat Ringkas dan
Transparan (SIGN
SMART)
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8.4.2 Kepala Sub Direktorat [GRK Sektor berbasis Non Lahan

Ruang lingkup

Pengetalhuan umum?)

Pengetahuan teknis

[nventarisasi Gas
Rumah Kaca
sektor Non Lahan
di daerah.

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

e Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Iebijakan publik

e Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan komunikasi
publik

+ Pengadaan barang dan jasa

e Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/ Kebijakan
terkait pengendalian
perubahan iklim

s Program Kerja terkait

Inventarisasi Gas Rumah

Kaca dan MPV
* Statistik
Keterangan:

* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kempetensi

'+ Metode inventarisasi

GRIK Sektor Non
Lahan

Statistik

IPCC Guideline
khususnya sektor
Energi, IPPU.
Peraturan terkait
sektor industri, [PPU
(Industrial Process
Product Use) dan
Limbah.

Peraturan terkait
dengan IGRK Non
Lahan.
Perencanaan dan
evaluasi kegiatan
Pengelolaan (analisa
data dan presentasi)
Sistem Informasi
berbasis Lahan
(contoh: Sistem
lnventarisasi Gas
Rumah Kaca Nasional
Sederhana Mudalh
Akurat Ringkas dan
Transparan (SIGN
SMART))
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8.4.3 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan
Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lalian

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

Momnitoring,
Pelaporan,
Verifikasi
(MPV)
Regsitri Aksi

dan

Mitigasi
Sektor
berbasis
Lahan di
daerah.

Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber dava alami,

lingkungan hidup, dan
kehutanan

Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan

(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Organisasi (AMO)

Manajemen dan

Pelayanan dan  komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem  pengendalian  intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/ Kebijakan terkait
pengendalian pervbahan iklim
Program Kerja terkait
Inventarisasi Gas Rumah Kaca
dan MPV

Statistik

Keterangan:
# unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada uiiit

kompetensi

¢ Metode inventarisasi

GRK Sektor Lahan/
AFOLU

Sistem Informasi
Geogralfis/ GIS dan
penginderaan Jaiih.
IPCC Guideline
Pengelolaan (analisa
data dan presentasi)
Sistem Informasi

berbasis Lahan
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8.4.4 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan

Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan.

Ruang lingkup

Pengetaliuan uniumi*)

Pengetahiuan teknis

Monitoring;
Pelaporan,
Verifikasi (MPV) dan
Regsitri Aksi
Mitigasi Sektor
berbasis Non
Lahan di daerah.

¢ Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan

(pusat/ daeral)

* Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

» Pelayanan dan  komunikasi
publik

» Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

e Manajemen Keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

s Pengelolaan data dan informasi

e Peratoran/ Kebijakan terkait
pengendalian perubahan iklim

e Program Kerja terkait
Inventarisasi Gas Rumah Kaca
dan MPV

* Statistik

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada unit

kompetensi

o Metode
inventarisasi GRK
Sektor Non Lahan

e [PCC Guideline
(khususnya sektor
Energi), [PPU.

¢ Ilmu terkait
Limbah dan
Industri,

e Peraturan terkait
dengan 1GRK

e Pengelolaan
(analisa data dan
presentasi) Sistem
Informasi berbasis
Non Lahan
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8.5, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

8.5.1. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian inteimn
pemerintah

e Pengelolaan data dan informasi

s Peraturan/ Kebijakan terkait
pengendalian perubahan iklim

s Perubalhan [klim dan dampaknya
(Pemanasan Global, Gas Rumah
Kaca; lapisan ozon dan bahan
perusak ozon)

e Pengendalian Perubahan Tklim

« Program Kerja terkait Mobilisasi
Sumber Daya Sektoral dan

Regional

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait dengan
elemen dan KUK pada umnit

kempetensi

Ruang Pengetahuan umum?*) Pengetahuan
lingkup teknis
Mobilisasi s Perundang-undangan terkait e Peraturamn/
Sumberdaya pengelolaan sumber daya alam, Mekanisme terkait
Pendanaan lingkungan hidup, dan kehutanan dengan sumberdaya
Pengendalian | » Perundang-undangan terkait pendanaan iklim
Perubahan administrasi pemerintahan (pusat/ (pengelolaan
Iklim daerah) pendanaan iklim;
e Kebijakan publik mekanisme
e Administrasi, Manajemen dan penyaluran
Organisasi (AMO) pendanaan iklim)
s Pelayanan dan komunikasi publik | ® Kriteria teknis dan
s Pengadaan barang dan jasa tatalaksana
» Manajemen SDM penyaluran

pendanaan iklim
s skema pembiayaan
dan skema insentif

pendanaan iklim

s Kemitraan/jejaring

mitra REDD+

* Manajemen Keuangan

Negara

« Kebijakan

Pembangunan

Nasional

s Mekanisme dan

pendanaan REDD+

¢ Pengelolaan Sistem

Informasi pendanaan
Perubahan Tklim

¢ Submisi Laporan

UNFCCC terkait
pendanaan Perubahan
Tklim
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8.5.2. Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi

Rendah Karbon

Ruang Pengetahuan umuii*) Pengetahuan teknis
lingkup

Peningkatan | « Perundang-undangan terkait Peraturan terkait
Kapasitas pengelolaan sumber daya alam, dengan penerapan
Sains dan lingkungan hidup, dan kehutanan teknologi rendah
Teknologi ¢ Perundang-undangan terkait karbon

Rendah administrasi pemerintahan (pusat/ Kerjasama Teknis
Karboen daeral) Perubahan Tklim di

¢ Kebijakan publik

o  Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

« Pelayanan dan komunikasi publik

¢ Pengadaan barang dan jasa

s Manajemen SDM

¢ Manajemien keuangar

» Sistem pengendalian intern
pemerintah

s Pengelolaan data dan informasi

s Peraturan/ Kebijakan terkait
pengendalian perubahan iklim

» Perubahan Iklim dan dampaknya
(Pemanasan Global, Gas Rumah
Kaca, lapisan ozen dan bahan
perusak ozon)

¢ Pengendalian Perubahan Tklim

e Program Kerja terkait Mobilisasi
Sumber Daya Sektoral dan

Regional

Keterangan:
*) unsur pergetahuan terkait dengan
elemen dan KUK pada unit

kompetensi

tingkat Nasional dan
Internasional/ global
Pengelolaan informasi
sains dan ahli/ pakar
perubahan iklim
Training Need Analysis
(bidang pengendalian
perubahan iklim)
Identifikasi kebutuhan
Teknologi pengendalian
perubahan iklim
Teknologi rendah
karbon

Kemitraan dan
Kerjasama Teknis
Struktur organisasi dan
mekanisme dalam IPCC
(Irtergovermental Panel
on Climate Change)
Submisi Laporan
UNFCCC terkait
Peningkatan Kapasitas
dan teknologi Rendah

Karbon

www.peraturan
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8.5.3. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Pertibahan Iklim

+ Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

s  Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publik

+ Pengadaan barang dan jasa

« Manajemen SDM

« Manajemen keuangan

+ Sistem pengendalian irtern
pemerintah

s Pengelolaan data dan informasi

¢ Peraturan) Kebijakan terkait
pengendalian perubahan iklim

+ Perubahan Iklim dan
dampaknya (Pemanasan
Global, Gas Rumah Kaca,
lapisan ozon dan bahan
perusak ozon)

¢ Pengendalian Perubahan Iklim

e Program Kerja terkait
Mobilisasi Sumber Daya
Sektoral dan Regional

Keterangan:
* unsur pengetaliian terkait
dengan elemen dan KUK pada unit

kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Fasilitasi ¢ Perundang-undangan terkait Kebijakan Nasional
Perundingan pengelolaan sumber daya alam, Pengendalian Perubahan Iklim
Perubahan lingkungan hidup, dan Peraturan/ Perundangan
Iklim kehutanan

terkait Perjanjian Internasional
dan Ratifikasi

Struktur orgamsasi, Sejaral,
Mekanisme ketja, Proses
Perundingan dibawah UNFCCC
(United Nations Framework
Convention on Climate Change)
Mekanisme Perundingan Non.
UNFCCC (ASEAN, ASEAN
Agreement on Transboundary
Haze Pollution (AATHP), Viena
Convention dan Montreal
Protocol)

Forum multilateral tingkat
global dan regional lain diluar
UNFCCC

Teknik diplomasi dan negosiasi
dalam perundirigan
internasional (ex: submisi dan
intervensi)

Pemeétaan posisi dalam
Tnegosiasi

Proses dan Mekanisme
penyusunan ‘kertas posisi’,
submisi dalam Perundingan
Perubahan Iklim

Bahasa Internasional
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8.6, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

8.6.1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan

Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Perencanaan e Perundang-undangan terkait | » Manajemen
program dan pengelolaan  sumber  daya pengendalian
evaluasi alam, lingkungan hidup, dan kebakaran hutan
pengendalian kehutanan dan lahan
kebakaran hutan ¢ Perundang-undangan terkait Isu-isu terkait
dan lahan administrasi pemerintahan kebakaran hutan
(pusat/ daerah) dan lahan
¢ Kebijakan publik Perencanaan
e Administrasi, Manajemen dan pengendalian

Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian intern
pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan perundang-
undangain terkait pengendalian
perubahan iklim

s Program Kerja terkait
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan

* Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kegiatan

Keterangan:
* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada unit

kompetensi

kebakaran hutan
dar lahan
Perencanaan
Pembangunan
Jangka Menengah
(RPIM)

Statistik

Sistem
Pengawasan
Internal
Pemerintahan
(SFIP)

Kerjasama
Internasional
bidang
pengendalian
keébakaran hutan

dan lahan
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8.6.2. Kepala Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Ruang lingkup

Pengetahuan nmum?*)

Pengetahuan teknis

* Pencegahan

Perundang-undangan terkait

Peraturan perundang-
undangan terkait:
pengendalian perubahan
iklim

Prograni kerja terkait
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kegiatan

o Manajemen

Kebakaran Hutan pengelolaan  sumber daya Pengendalian
dan Lahan alam, lingkungan hidup, dan Kebakaran Hutan
o Keteknikan kehutanan dan Lahan
Pencegahan Perundang-undangan terkait Pengurangan
Kebakaran administrasi  pemerintahan resiko kebakaran
s Kampanye (pusat/ daerah) hutan dan lahan
Pencegahan Kebijakan publik Teknik fasilitator
Kebakaran Administrasi, Manajemen dan penyuluhan
dan Organisasi (AMO) Teknik penyiapan
Pelayanan dan komunikasi lahan tanpa bakar
publik Teknik patroli
Pengadaan barang dan jasa pencegahan
Manajemen SDM - Kampanye
Manajemen keuangarn Pencegahan
Sistem pengendalian intern Kebakaran Hutan
pemerintah dan Lahan
Pengelolaan data dan
informasi

Keterangan:
* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi
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8.6.3. Kepala Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan

Lahan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan teknis

e Penanggulangan
kebakaran
hutan dan lahan

e Sistem
peringatan dan
deteksi dini

e Pemadaman dan
penanganan

pasca kebakaran

¢ Perundang-undangan  terkait

pengelolaan sumber daya alam,

lingkungan hidup, dan
kehutanan
o Perundang-undangan  terkait

administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

» Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan komunikasi
publik

e Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
Ppemerintah

s Pengelolaan data dan informasi

e Peraturan perundang-undangan
terkait pengendalian perubahan
iklim

e Program kerja terkait
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan

¢ Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kegiatan

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUIK pada unit

kompetensi

o Manajemen

pengendalian
kebakaran hotan
dan lahan

© Manajemen

penanggulangan
kebakaran hutan
dan lahan

Sistem
pemantauan
peringatan dini
Sistem
pemantauan
deteksi Dini
Sistem pemadamain
kebakaran hutan
dan lahan

Sistem
penanganan pasca
kebakaran
Dasar-dasar
perpetaan
Dasar-dasar
penginderaan jauh
Dasar-dasar
ekologi
Dasar-dasar
meteorologi dan
klimateologi
Dasar-dasar
penyelidikan kasus
Statistik
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8.6.4. Kepala Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli

Api

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis

¢ Sistem » Perundang-undangan terkait |« Manajemen
Kemitraan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian
pengendalian lingknngan hidup, dan kebakaran hutan
kebakaran kehutanan dan lahan

* Masyarakat « Perundang-undangan terkait | e Manajemen sistemn
Peduli Api administrasi pemerintahan kemitraan (uji

¢ Ketatansahaan

(pusat/ daerah)

e Kebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

e Pelayanan  dan komunikasi
publik

e« Pengadaan barang dan jasa

o Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

s Sistem  pengendalian intern
pemerintah

s Pengelolaan data dan informasi

o Peraturan perundang-undangan
terkait pengendalian perubahan
iklim

e Program kerja terkait
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan

e Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kegiatan

Keterangan:
*) unsur pengetahuan terkait dengan
elemen dan KUK pada unit

kompetensi

kemitraan)
Manajemen
Masyarakat Peduli
Api

Ketatausahaan
Tata lubungan
kerja teknis
dengan instansi/
miitra pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan

Teknik
pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan bagi
mitra pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan dan
MPA
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8.6.5. Kepala Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis

e« Tenaga Perundang-undangan terkait | ® Manajemen
Pengendalian pengelolaan sumber daya pengendalian kebakaran
Kebakaran alam, lingkungan hidup, dan hutan dan lahan

o Sarana kehutanan Kelembagaan
Prasarana Perundang-undangan terkait pengendalian kebakaran
Pengendalian administrasi pemerintahan hatan dan lahan
Kebakaran (pusat/ daerah) (Brigdalkarhutla)

¢ Organisasi Kebijakan publik Manajemen tenaga
Pengendalian Administrasi, Manajemen pengendalian kebakaran
Kebakaran dan Organisasi (AMQO) Manajemen Daops
Hutan dan Pelayanan dan komunikasi (Daeraly Operasional)
Lahan publik Manggala Agni

Pengadaan barang dan jasa
Mandjemen SDM
Manajetnen keuarngarn

Sistem pengendalian intern

Organisasi Pengendalian
Kebakaran Hutan dan
Lahan

Manajemen sarana

pemerintali prasarana pengendalian
Pengelolaan data dan kebakaran ltan dan
informasi lahan

Peraturan perundang-
undangan terkait
pengendalian pertibahan
Program kerja terkait
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan
Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas

SDM dalkarhutla

- Teknologi dan inovasi

Standar sarana
prasarana pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan

Keterangan:
* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada

unit kompetensi
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8.7.Balai Pengendalian Perubahan [klim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
(Balai PPI dan KHL)
8.7.1. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan

dan Lahan

Ruang lingkup Pengetahuan umum®*) Pengetahuan teknis

¢+ Melaksanan * Perundang-undangan Adaptasi dan mitigasi
akan terkait pengelolaan perubahan iklim
fasilitasi sumber daya alam, Pengendalian kebakaran
peningkatan lingkungan hidup, dan hutan dan lahan
kapasitas kehutanan Sistem Informasi Data
daerah « Perundang-undangan [ndeks Kerentanan (SIDIK)
dalam terkait administrasi Dampak perubahan iklim
kemam puan pemerintahan (pusat/ terhadap eksosistem
adaptasi dan daerah) Program kampung iklim
mitigasi s Kebijakan publik (PROKLIM)
perubahan e  Administrasi, Perhitungan eniisi gas
iklim Manajemen dan rumal kaca (GRK)

¢ Pencegahan Organisasi (AMO) Perhitimngan BPO di tnglkat
kebakaran s Pelayanan dan servicing
hutan dan komunikasi publik Pengendalian kebakaran
lahan s Pengadaan barang dan hutan dan lahan

* Inventarisasi jasa Reduction of Emission from
gas rumah s Manajemen SDM Deforestasion and Forest
kaca (GRK) « Manajemen keuangan Degradation (REDD+)
di daerah

» Evaluasi dan
pelaporan
rencana aksi
daerah
(RAD) dalam
penurunar
gas rumah

kaca.

s Sistem  pengendalian
intern pemerintah
s Pengelolaan data dan
informasi
s Peraturan perundang-
undangan terkait
perigendalian
perubahan iklim
Keterangan:
*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen dan
KUK pada unit kompetensi

Penyusunan RAD, FREL,
dan identifikasi kawasan
ckosistem alami
Meonitoring dan evaluasi
kegiatan teknis
Sosialisasi/ bimbingan
teknis
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Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

9.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan

9.1.1 Kepala Bagian program dan evaluasi

Ruang Lingkup

Pengetahuan Unmum*)

Pengetahuan Teknis

Bagian
program dan
anggaran
Evaluasi,
pelaporan.
data dan

informasi

«  Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

+ Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

«  Kebiakan publik
¢ Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
¢ Pelayanan dan komunikasi
publik
+ Pengadaan barang dan jasa
* Manajemen SDM
¢+ Manajemen keuangan
= Sistem pengendalian intern
pemerintah
* Pengelolaan data  dan
informasi
¢ Peraturan/ Kebijakan terkait
Pengendalian Perubahan
Iklim
«  Program kertja terkait dengan
kesekretariatan Ditjen
Keterangan:
#) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

e peraturan terkait sistem

perencanaan pembangunan
nasional

peraturan terkait pengelolaan
anggaran pemerintah
(penyusunan dan penelaahan
rencana kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga, tata
cara revisi anggaran, dan
pencrapan bagan akumn
standar)

perencanaan program
(penyusunan dokumen
Renstra/Renja)

perencanaan anggaran
(penyusunan dokumen
rencana kegiatan anggaran
K/L)

mekanisme revisi anggaran
sistem evaluasi dan pelaporan
kinertja

teknologi informasi rencana,
program, dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan.
statistik sederhana

media dan teknik komunikasi

serta penyebaran informasi
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9.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

jabatan fungsional
Penyiapan bahan

peiyusunail
organisasi dan
ketatalaksanaan

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
¢ administrasi *  Perundang-ltindangan s peraturan terkait
kepegawaian, terkait pengelolaan sumber dengan
¢ pengembangan daya alam, lingkungan kepegawaian,
pegawai hidup, dan kehutanan organisasi dan tata
¢ administrasi *  Perundang-undangan laksana

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

»  Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi
publilc

¢ Pengadaan barang dan jasa

¢  Manajemen SDM

*  Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian intern
pemerintah

* Pengelolaan  data  dan
informasi

*  Peraturan/ Kebijakan
terkait Pengendalian
Perubahan Tklim

» Program kerja terkait
dengan kesekretariatan
Ditjen

Keterangan:

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kom petensi

dasar-dasar ilmu
organisasi
perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatan,
perencanaan
kehutuhan pegawai,
pelatihan dan
pengembangan
SDM, manajemert
kinerja, manajerien
karier, manajemen
renumerasi)
administrasi
kepegawaian
teknologi informasi
kepegawaian

nilai dan budaya
organisasi

tata hubungan kerja
dan pengembangan

organisasi
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Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?®)

Pengetabuan Teknis

+ Tata usaha dan
kerasipan

e Rumah tangga

¢ BMN

¢ Administrasi
keunangan dan

perlengkapan

+ Perundang-undangan

terkait pengelolaan
sumber daya alam;
lingkangan hidup, dan
kehutanan
¢ Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

+ Administrasi, Manajemen
dan Orgamisasi (AMO)

¢ Pelayanan
komunikasi publik

¢ Pengadaan

dan

barang dan
Jjasa

¢ Manajemen SDM

» Manajemen: kenangan

+ Sistem pengendalian
mtern pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

+ Peraturan/ Kebijakan
terkait Pengendatian
Perubahan Tklim

¢ Program kerja terkait
dengan kesekretariatan
Ditjen

Keterangan:

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

°

peraturan/pedoman terkait
ketatausahaan (tata naskah
dinas, tata kearsipan)

peraturan/ pedoma terkait
keuangan  (Standar  biaya
umuan, perbendaharaan:
negara, pajak, dll)
peraturan/pedoman  terkait
perlengkapan/Barang — Milik
Negara

manajemen perkantoran (tata

naskah dinas, tata kearsipan,

sistem  inforniasi  kearsipan,
keprotokoleran)

pengelolaan BMN
(inventarisasi, pémanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)

mekanisme pengadaan barang

dan jasa pemerintah

standar akuntasi keuangan
pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara

administrasi keuangan
teknologi  pengolahan data
(Aplikasi persuratan (SIK);
Aplikasi Simak BMN dan
aplikasi barang persediaan;
Aplikasi keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS))
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9.1.4 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang Lingkuyp Pengetahuan Umum?*) Pengetahuan Teknis
hukum dan * Perundang-undamngan terkait |« Kebijakan publik
kerjasama teknik pengelolaan sumber dava |« Menelaal

alam, lingkungan hidup, dan permasalahan,
kelnitanan pertimbangan dan
»  Perundang-undangan terkait advokasi hukum

administrasi pemerintahan | ¢ Kemitraan dan

(pusat/ daerah) kerjasama dalam /
* Kebijakan publik luar negeri
o Administrasi, Manajemen | « Negosiasi kerja
dan Organisasi (AMO) sama

» Pelayanan dan komunikasi | 4 Menyiapkan bahan

publik penyusunan
* Pengadaan barang dan jasa perundarnig-
* Manajemen SDM undangan lingkup
* Manajemen keuangan ditjen PSKL

* Sistem pengendalian intern |, Menyiapkan hahan

pemerintal dan penelaahan

s Pengelolaan data dan atan advokasi
informasi hularm

* Peraturan/ Kebijakan terkait |, Legal drafting
Pengendalian Perubahan

Iklim

¢ Kemampuan
analisis dan
* Program kerja terkait dengan penyusunan opini
kesekretariatan Digen produk hukum
¢ Harmonisasi
Keterangan: | | peraturarn
*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

koripetensi
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9.2.1 Kepala Sub direktorat pemolaan dan perpetaan
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Ruang Pengetahuan Umum™) Pengetahuan Teknis
Lingkup

Inventarisasi, |+ Perundang-undangan terkait pengelolaan | ¢ Metode

pemolaan dan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan ventarisasi

perpetaan
penyiapan:
perhutanan
sosial

kehutanan

Perundang-undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, Manajemen dan Organisasi
(AMO)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan barang dan jasa

Manajemen: SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern pemerintah
Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/Kebijakan: terkait perhutanan
sosial dan kemitraan lingkungan

Program Ketja terkait Penyiapan kawasan
perhutanan sosial

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat
Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan
dan Konservasi Hutan

Manajemen: Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Perhutanan sosial
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa,
Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan
Kehutanan).

Peratiran tentang Kearifan Lokal
Masyarakat

Peraturan tentang Pemerintahan Desa

# unsur pengetahuan terkait dengan elemen

dan KUK pada unit kompetensi

« Peérencanaan dan
Evaluasi

+ Pengelolaan Data

e Dasar-dasar [lmu
Sosial Ekenomi dan
Budaya

¢ Kaedah Perpetaan

¢+ Kaedah
Pengukuhan dan
Penatagunaan
Hutan

o Kaedah
Perencanaan dan
Femolaan

o Dasar-dasar
Konserwvasi dan
Perlindungan Hutan

« Prinsip-prinsip
Pemberdayaan
Masyarakat

s Pengelolaan sistem
informasi perpetaan

+ Perencanaan
Progrom dan

Anggaran
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9.2.2 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan kemasyarakatan

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum®)

Pengetabhuan Teknis

peningkatan

keberdayaan dan

Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya alam,

Metode Fasilitasif
pendampingan Desa

kapasitas pelaku, lingkungan hidup, dan kehutanan Kaidal Perpetaan
serta verifikasi Perundang-undangan terkait Prinsip-prinsip
areal kerja hutan administrasi pemerintahan (pusat/ Perhutanan Sosial
kemasyarakatan daetah) Pengelolaan dan
Kebijakan publik Perlindungan
Administrasi, Manajéimen dan Lingkungan

Organisasi (AMO)

Prinsip-prinsip

Pelayanan dan kemnikasi publik Pemberdayaan
Pengadaan barang dan jasa Masyarakat
Manajemen SDM Ilmu Sosial Budaya
Manajeinen keuangan Agroforestry

Sistem pengendalian intern Dasar-dasar GIS
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/Kebijakan terkait

Perancangan)/ekowisa:

a

Imbal Jasa
perhutanan sesial dan kemitraan Lingkimgan
Lngkungan Program-program
Program Kerja terkait Penyiapan sektor terkait

kawasan perhutanan sosial
Prinsip-prinsip Pemberdayaan
Masyarakat

Dasar-dasar Pemanfaatan,
Perlindungan dan Kenservasi Hutan
Manajemen Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Perhutanan
sosial (Hutan Kemasyarakatan,
Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat
dan Kemitraan Kehutanan).
Peraturan tentang Kearifan Lokal
Masyarakat

Peraturan  tentang Pemerintahan

Desa

Dasar-Dasar
Manajemen

Sosiologi Pedesaan

*) unsur pengetahuan terkait dengan

elemen dan KUK pada unit kompetensi
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9.2.3: Kepala Sub direktorat penyiapan hutan desa
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Ruang Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
Lingkup
peningkatan *  Perundang-undangan terkait pengelolaan |« Metode Fasilitasi/
keberdayaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pendam pingan Desa
dan kapasitas kehutanan ¢ Dasar-dasar
pelaku, serta |+ Perundang-undangan terkait administrasi Perpetaan
verifikasi areal pemerintahan (pusat/ daerah) ¢ Prinsip-prinsip
ketja hutan ¢ Kebijakan publik Perhutanan Sosial
desa ¢ Administrasi, Manajemen dan Organisasi

(AMO)

¢ Pelayanan dan komunikasi publik

* Pengadaan barang dan jasa

+ Manajemen SDM

*  Manajenen keunangan

¢ Sistem pengendalian intern pemerintah
* Pengelolaan data dan informasi

+  Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan

sosial dan kemitraan lingkungan

* Program Kerja terkait Penyiapan kawasan

perhutanan sosial

* Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat
« Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan

dan Konservasi Hutan

+« Manajemen Hutan

*  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Perhutanan sosial
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa,
Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan
Kehutanan).

¢ Peraturan tentang Kearifan Lokal

Masyarakat

= Peraturan tentang Pemerintahan Desa

* unsur pengetahuan terkait dengan elemen

dan KUK pada unit kompetensi

o Ilmu Sosial Ekonomi
dan Budaya

e Agroforestry

¢ Dasar-dasar GIS

¢ Perancangan/
ekowisata

¢ Imbal Jasa
Lingkungan

* Program-program
sektor terkait
Perhutanan Sosial

www.peraturan.go.id
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9.2.4 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan tanaman rakyat

¢ Pelayanan dan komimikasi publik

* Pengadaan barang dan jasa

« Manajemen SDM

* Manajemen ketangan

+ Sistem pengendalian intern
pemerintaly

¢+ Pengelolaan data dan informasi

= Peraturan/Kebijakan terkait
perhutanan sosial dan kemitraan
Ingkungan

e Program Kerja terkait
kawasan perhutanan sosial

Penyiapan

« Prinsip-prinsip Pemberdayaan
Masyarakat

« Dasar-dasar Pemanfaatan,
Perlindungan dan Konservasi Hutan

* Manajeimen Hutan

¢ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Perhtitanan
sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan
desa, Hutan Tanaman Rakyat dan
Kemitraan Kehutanan).

¢ Peraturan tentang Kearifan Lokal
Masyarakat

« Peraturan tentang Pemeérintahan Desa

* unsur pengetahuan terkait dengan

elemen dan KUK pada unit kompetensi

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
peningkatan « Perundang-undangan terkait Fasilitasif
keberdayaan, pengelolaan  sumber daya alam, pendampingan
kapasitas pelaku, | lingkungan hidup, dan kehutanan masyarakat
penetapan areal * Perundang-undangan terkait pemberdayaan
kerja hutan administrasi pemerintahan (pusat/ masyarakat /kemitraan
tanaman rakyat, daerah) [mu Sosial Budaya
dan verifikasi ¢+ Kebijakan publik Kaidah Perpetaan
areal kerja hutan | « Administrasi, Manajemen dan Kaidah Pemolaan
tanaman rakyat Organisasi (AMO)

Pengelolaan dan
Perlindungan
Lingkungan
Prinsip-Prinsip

Pem berdayaan
Masyarakat
Peraturan perundang-
undangan yang
berkaitan dengan
bidang penyiapan
hutan tanaman rakyat
Sistem Silvikultur
Hutan Tanaman
Rakyat

Penyiapan Areal Kerja
Hutan Tanaman
Rakyat

Penyiapan Hutan
Tanaman Rakyat
dan/atau Bisnis:

Kehutaman

www.peraturan.go.id
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9.2.5 Kepala Sub direktorat penyiapan kemitraan
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Ruang Pengetahuan Umum?*) Pengetahuan

Lingkup Teknis
kemitraan * Perundang-undangan terkait pengelolaan Peraturan
masyarakat sumber daya alam, lingkungan hidup, dan Terkait Hasil
dengan kehutanan Hutan Bukan

pemegang izin
pemanfaatan
dan/atau
penggunaan
kawasan
hutan, dan
pengelolaan
kawasan
hutan di
wilayah
kesatuan
pengelolaan
hutan,
kawasan
hutan dengan
tujuan
khusus, areal
penelitian dan
bhadan usaha
milik niegara,
dan hutan
hak/hutan
adat

* Perundang-undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/ daerah)

* Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen dan Organisasi
(AMO)

* Pelayanan dan komunikasi publik

* Pengadaan barang dan jasa

s Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

« Sistem pengendalian intern pemerintah

» Pengelolaan data dan informasi

* Peraturan/Kebijakan ferkait perhutanan
sosial dan kemitraan lingkangan

» Program Kerja terkait Penyiapan kawasan
perhutanan sosial

» Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

* Dasar-dasar Pemanfaatarn, Perlindungan
dan Konservasi Hutan

¢ Manajemen Hutan

* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Perhutanan sosial
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa,
Hutan Tanaman Rakyat dan Keniitraan
Kehutanan).

¢ Peraturan tentang Kearifan Lokal
Masyarakat

» Peraturan tentang Pemerintahan Desa

terkait

¥ uansur pengetahuan dengan

elemen dan KUK pada unit kempetensi

Kayu/ Kayn
Prinsip-prinsip
Fasilitasi/
pendampingan
masyarakat
pemberdayaan
masyarakat/
kemitraan
Hmu-ilmu
tentang
kewirausahaan
IImu Sosial
Budaya

. Prinsip-prinsip

Perhutanan
Sosial

Metode analisis
pemangku
kepentingan
Kaidah
Perpetaan
Agroforestry/
Tanaman
Kehidupan
Prograin -
progam sektor
terkait
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9.3 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, Huitan Adat
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9.3.1 Kepala Sub direktorat pemetaan konflik

metodologi
penanganan
konflik yang
berkaitan dengan

pengelolan hutan

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?*) Pengetaliuan Teknis
pemetaan tipologi, |e¢ perundang-undangan terkait [lmu sesial
jenis, sumpber, dan pengelolaan  sumiber  dava Prinsip-prinsip

alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan

perundang-undangan  terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/daerah)

ilmu lingkungan hidup

ilmu kehutanan

kebijakan publik
manajemen/administrasi
pemerintahan,

pelavanan dan komunikasi
publik

penigadaan barang dan jasa
manajemen SDM

manajemen keuangar
pengelolaan sistem informiasi
Peraturan perundang-
undangan terkait perhutanan
sosial dan keniitraan
lingkungan

Peraturan perundang-
undangan terkait Penanganan
Koriflik, Tenurial, Hutan Adat
Peraturan terkait pemetaan

konflik

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria unjuk

kerja pada unit kompetensi

analisis Tipologi,
jeris, dan sumber
Metode pemetaan
kanilik

GIS
Prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat
Prinsip-prinsip

keniitraan
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9.3.2 Kepala Sub direktorat penanganan konflik
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Ruang Lingkuyp

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

negosiasi, niediasi,
advokasi, dan
pedampingan
masyarakat dalam
penanganan konflik
pengelolaan hutan
dan Lingkungan
Hidup

perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehntanan
perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintalian
(pusat/daerali)

ilmu lingkungan hidup

ilmu kehutanan

kebijakan publik
manajemen/administrasi
pemerintahan,

pelavanan dan kontunikasi
publik

penigadaan barang dan jasa
manajemen SDM
manajemen keunangat
pengelolaan sistem informasi
Peraturan perundang-
undangan terkait
perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan
Peraturan perundang-
undangan terkait
Penanganan Konflik,
Tenurial, Hutan Adat
Peraturan terkait pemetaan
konflik

Imu sosial budaya
Tipologi, jenis, dan
sumber konflik
Metodologi
penanganan kKonflik
Negosiasi dan
Mediasi Konflik
Advokasi
Pendampingan
Masyarakat
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa lainnya
GIS
Prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat
Prinsip-prinsip

kemitraan

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi
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9.8.3 Kepala Sub direktorat penanganan tenurial

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®) Pengetahuan Teknis
penanganan Klaim |e perundang-undangan terkait [l sosial
masyarakat, pengelolaan sumber daya Tipologi, jenis, dan
lembaga usaha, alam, lingkungan hidup, dan sumber konflik
pemerintah, dan kelmitanan tenurial
pemerintalidaerah s perundang-undangan terkait Metodologi

atas penguasaan

kawasan hutan

administrasi
(pusat/daerah)
ilmu lingkungan hidup
ilmu kehutanan
kebijakan publik

pemerintahan

manajemen/administrasi
pemerintahan,

pelayanann dan komunikasi
publik

penigadaan barang darm jasa
manajemen SDM

manajemen keuangan
pengelolaan sistem informasi
Peraturan perundang-
undangan terkait perhutanan
sosial dan kemitraan
lingkungan

Peraturan perundang-
undangan terkait
Penanganan Konflik,
Tenurial, Hutan Adat
Peraturan terkait pemetaan

konflik

* unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria

unjuk kerja pada unit

kompetensi

penanganan konflik
tenurial

Negosiasi dan
Mediasi Konflik
tetiurial

Advokasi
Pendampingan
Masyarakat
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa lainnya
Tenurial Horizontal
Tenurial Struktural
QIS

Prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat
Prinsip-prinsip

kemitraan

www.peraturan.go.id



-267-

2017, No.245

9.3.4 Kepala Sub direktorat pengakiian hutan adat dan perlindungan

kearifan lokal

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum?)

Pengetahuan Teknis

Pengakuan hhutan
adat dan
Perlindungan
kearifan lokal

e perundang-undangan terkait

pengelolaan  sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan

kehutanan

s perundang-undangan terkait

administrasi
(pusat/daerah)

pemerintahan

¢ ilmu lingkungan hidup
e ilmu kehutanan
e kebijakan publik

« manajemen/adniinistrasi

pemerintahan

« pelayanan dan komunikasi

publik

e pengadaan barang dan jasa
e manajemen SDM

s manajemen keuangai

s pengelolaan sistem informasi

¢ Peraturan perundang-

undangan terkait perhutanan
sosial dan kemitraan
lingkungan

s Peraturan perundang-

undangan terkait Penanganan

Konllik, Ternurial, Hutan Adat

¢ Peraturan terkait pemetaan

komnflik

#) unsur pengetahuan; terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

s Dasar-dasar
Antropologi

s [mu Sosial

s Peta Demografi
Masyarakat Adat

s Pencadangan Hutan
Adat

s Metode Etnografi dan
verifikasi Hutan
Adat, hukum adat.
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9.5 Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

9.5.1 Kepala Sub direktorat pemolaan

Ruang Lingkup

Pengetalman Umum?)

Pengetahuan Teknis

pemolaan dan
pengelolaan
informasi
pengembangan
usaha
perhutanan
sosial dan
hutan adat

perundang-undangan terkait pengelolaan
sumber daya alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

perundang-undangan terkait administrasi
pemerintahan (pusat/daerah)

ilmu lingkungan hidup

ilmu kehutanan

kebijakan publik

manajemen/administrasi pemerintahan,
pelayanan dan komimikasi publik
pengadaan barang dan jasa

manajemen SDM

manajemen keuangan

pengelolaan sistem informasi

Peraturan perundang-undangan terkait
perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan

Peraturan perundang-undangan terkait
Penanganan Konflik, Tenurial, Hiutan Adat
dan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Rehutanan tentang Perhutanan sosial
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa,
Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat,
Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan
Hutan Rakyat Kemitraan.

Peraturan Bina Usaha Perhiutanan Sosial
dan Hutan Adat

Peraturan  tentang Kearifan  Lokal
Masyarakat

Peraturan. tentang permodalan

Peraturan tentang Pemerintahan Desa

*) unsur pengetalivan, terkait dengaini elemen

dan kriteria: unjuk ketja: pada unit

kompetensi

¢ Perencanaan dan
Evaluasi
Pengembangan
Usaha (kegiatan,
anggaran,
peraturan).

» Pengendalian
Internal

¢ Pengelolaan
Informasi dan
Publikasi

e Prinsip-Prinsip
kelembagaan dan
kewirausahaan

¢ Prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat

» Prinsip-prinsip

kemitraan
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9.5.2 Kepala Sub direktorat  peéngembangan 1isaha hutan

kemasyarakatan, lntan desa, dan hutan tanaman rakyat

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®*) Pengetahuan
Teknis
pengembangan o perundang-undangan terkait pengelolaan | » Kelembagaan
usaha hutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan Usaha
kemasyarakatan kelnitanan Perhutanan Sosial

s perundang-undangan terkait administrasi | ¢ Kewirausahaan

pemerintahan (pusat/daerah) Perhutanan Sosial

o ilmu lingkungan hidup » Prinsip-prinsip

o ilmu kehutanan pemberdayaan

» kebijakan publik masyarakat

o manajemen/administrasi pemerintahan, ¢ Prinsip-prinsip

o pelayanan dan komunikasi publik kemitraan

e pengadaan barang dan jasa » Prinsip-Prinsip

¢ manajemen SDM Persetujuan Atas

¢ manajemen keuangan Dasar Informasi di

¢ pengelolaan sistem informasi Awal Tanpa

« Peraturan perundang-undangan terkait | | 2KSaan
perhutanan  sosial dan  kemitraan (PADIATPA)
lingkungan e Teknik Fasilitasi

» Peraturan perundang-undangan terkait Perencanaan
Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat Partisipatif
dan Lingkungan Hidup » Kewirausahaan

s Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan | * Sosiologi
Kehutanan tentang Perhutanan sosial | ° Sosial ekonomi
(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, budaya/
Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, antropologi
Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan
Hutan Rakyat Kemitraan.

» Peraturan Bina Usaha Perhnitanan Sosial
dan Hutan Adat

o Peraturan  tentang  Kearifan  Lokal
Masyarakat

¢ Peraturan tentang permodalan

¢ Peraturan tentang Pemerintalian Desa

* unsur pengetalitian, terkait dengaii elemen

dan kriteria unjuk kerja pada unit

kompetensi
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9.5.3 Kepala Sub diréktorat pengembangan kemitraan, hutan rakyat

dan hutan adat

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum™) Pengetahuan
Teknis

pengembangan o perundang-undangan terkait pengelolaan Kelembagaan
usaha kemitraan sumber daya alam, lingkungan hidup, Usaha Perhutanan
masyarakat dan kehutanan Sosial
dengan s perundang-undangan terkait Kewirausahaan
pemegang izin administrasi pemerintalian Perhutanan Sosial
pemanfastan (pusat/daeral) Prinsip-prinsip
dan/atau ¢ ilmu lingkungan hidup pemberdayaan
pengguhaan ¢ ilmu kehutanan masyarakat
kawasan hutan | o gehijakan publik Prinsip-prinsip
e * manajemen/administrasi pemerintahan, kemitraan
pengelolaan o pelayanan dan komunikasi publik Prinsip-Prinsip
kawasan hutai. |, pengadaan barang dan jasa Persetujuan Atas

di wilayah + manajemen SDM Dasar Informasi di
kesatuan + manajemen keuangan Awal Tanpa
pengelolaan s pengelolaan sistem informasi Paksaan
hurean, kewasan ¢ Peraturan perundang-undangan terkait (PADIATPA)
et déngan perhntanan  sosial dan  kemitraan Teknik Fasilitasi
tujnan khusus, lingkungan Perencanaan
a_real pene]_‘itian, e Peraturan perundang-undangan terkait Pardgipati
arcal badan Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan * Kewirausahaan
sl ik Adat dan Lingkungan Hidup Sosiologi
f:ij;aj ;z;tan e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Sosial ekonomi
hnt%m’ adar dan Kehutanan tentang Perhutanan budaya/ -
sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan antropologi

desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan
Rakyat, Adat,
Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan.
Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial
dan Hutan Adat

tentang

Hutan Kemitraan

Peraturan Kearifan  Lokal
Masyarakat

Peraturan tentang perinodalan

¢ Peraturan tentang Pemerintahan Desa
#) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen

dan kriteria unjuk kerja pada unit kempetensi

www.peraturan.go.id



-271-

9.6 Direktorat Kemitraan Lingkungan
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9.6.1 Kepala Sub direktorat bina komunitas penyelamatan sumberdaya

alam
Ruang Pengetahuan Umum?®) Pengetahuan Teknis
Lingkup

peningkatan Perundang-undangan terkait [Imu sosial

peran serta pengelolaan sumber daya alam, Prinsip-prinsip

komunitas lingkungan hidup, dan pemberdayaan

penyelamatan kehutanan masyarakat

sumber-daya Perundang-undangan terkait [mu Ekologi

alam administrasi pemerintahan lingkungan
(pusat/ daerah) Metode analisis
Kebijakan publik pemanglkui
Administrasi, Manajemen dan kepentingan
Organisasi (AMO) Pengelolaan
Pelayanan dan komunikasi publik komunikasi
Pengadaan barang damn jasa lingkungan
Manajemen SDM Strategi
Manajemen keuangan Pengembangan
Sistem  pengendalian  intern Generasi Muda
pemerintah Lingkungan  (kader
Pengelolaan data dan informasi lingkungan)
Peraturan perundang-undangan Btika Lingkungan

terkait perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan
Peraturan perundang-undangan

terkait Kemitraan Lingkungan

*) unsur pengetahuan, terkait dengan
elemen dan kriteria unjuk kerja pada

unit kompetensi
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9.6.2 Kepala Sub direktorat bina konitinitas kawasan industri dan

pemukiman
Ruang Lingkup Pengetahuan Umuim?) Pengetahuan Teknis
peningkatan peran o Perundang-undangan [mu sesial
serta komunitas terkait pengelolaan sumber Prinsip-prinsip
kawasan industri daya alam, lingkungan pemberdayaan
dan pemukiman hidup, dan kehutanan masyarakat
s Perundang-undangan Ekelogi lingkungan
terkait administrasi Metode analisis
pemerintaharn (pusat/ pemangku
daerah) kepentingan
s Kebijakan publik Pengelolaan
e Administrasi; Manajemen komumikasi
dan Organisasi (AMO) lingkungan
¢ Pelayanan dan komunikasi Etika Lingkungan

publik

¢ Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian intern
pemerintaly

¢ Pengelolaan  data  dan
informasi

s Peraturan perundang-
undangan terkait
perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan

o Peraturan perundang-
undangan terkait Kemitraan

Lingkungan

*) unsur pengetahian, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi
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9.6.3 Kepala Sub direktorat pengelolaan jejaring komunikasi

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum?) Pengetahuan Teknis
pengembangan « Perundang-undangan [lmu social
kanal komunikasi, terkait: pengelolaan sumber [mu Politik
jejaring kaukus daya alam, lingkungan Masyarakat
politik dan hidup, dan kehutanan Prinsip-prinsip
organisasi s Perundang-undangan pemberdayaan
kemasyarakatan terkait adniinistrasi masyarakat
pemerintahan (pusat/ Ekologi lingkungan
daerah) Metode analisis
e Kebijakan publik peniangku
¢ Administrasi, Manajemen kepentingan
dan Organisasi (AMO) Pengelolaan
e« Pelayanan dan komunikasi komunikasi
publik lingkungan
e« Pengadaan barang dan jasa Prinsip-prinsip
¢ Manajemen SDM pemberdayaan
¢ Manajemen keuangan organisasi
e Sistem pengendalian intern masyarakat

pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan perundang-
undangan terkait
perhutanan sesial dan
kemitraan linglkungan

« Peraturan perundang-
undangan terkait Kemitraan

Lingkungan

* unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan Kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi
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9.6.4 Kepala Sub direktorat bina cinta alam

Ruang Lingkup

Pengetaluan Umum*)

Pengetahuan Teknis

peningkatan peran
serta masyarakat di
bidang konservasi
sumberdaya alam

hayati dan ekosistem

» Perundang-undangan

terkait pengelolaan
stumber daya alam,

lingkungan hidup, dan

kehutanan

» Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi, Manajemen

dan Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan

komunikasi publik

e Pengadaan barang dan

jasa
* Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian

intern petuerintah

e Pengelolaan data dan

informasi
e Peraturan perundang-
undangan terkait
perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungain
s Peraturan perundang-
undangan terkait

Kemitraan Lingkungan

*) unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada

nnit kompetensi

[lmu sosial
Prinsip-prinsip
pemiberdayaan
masyarakat

Mmu Ekologi
lingkungan

Metode analisis
pemangku
kepentingan
Pengelolaan
komunikasi
lingkungan

Strategi
Pengembangan
Generasi Muda
Lingkungan  (kader
lingkungan)
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9.7.1 Kepala Balai Perhutanan Sesial dan Kemitraan Lingkungan

Ruang Lingkup Pengetahuan Tlnium®) Pengetahuan Teknis
melaksanakan Perundang-undangan Mamnagemen
kegiatan =~ penyiapan terkait pengelolaan Perencanaarn
kawasan perhutanan sumber daya alam, Managemen Usaha

sosial, pengembangan
usaha dan kemitraan
serta pemetaan
konflik di bidang
Perhutanan Sosial
dan Kemitraan

Lingkungan.

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajenien SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan perundang-
undangan terkait
perhutanan sosial dan

kemitraan lingkungan

Pengelolaan lingkungan

Management Strategis
Management konflik
Manajemen Jejaring

dan Kemitraan

*) unsur pengetahuarn,
terkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada

unit kompetensi
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X. Direktorat
Kehutanan

Jenderal Penegakan

-276-

10.1 Sekretariat Direktorat Jenderal
10.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Hukum Lingkungan Hidup

dan

program dan
anggaran

e Data,
evaluasi,
pelaporan
pelaksanaan
rencana dan
program

« Pengelolaan
sisteimn
informasi dan

kelhumasan

pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daeral)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa

Manajemen SDM

' Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturanjkebijaken terkait
perlindungan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait dengan
sekretariat direktorat jenderal
perlindunigan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit

kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umuim?) Pengetahuan: teknis
* Rencana, Perundang-undangan terkait ¢ Peraturan terkait sistem

perencanaan pembangunan
nasional

Peraturan terkait pengelolaan
anggaran pemerintah
(penyusunan dan penelaahan
rencana kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga, tata
cara revisi anggaran, dan
penerapan bagan akun standar)
Perencanaan prograin
(penyusunan dokumen
renstra/renja)

Perencanaat atiggararn
(penyusunan dokumen: rencana
kegiatan anggaran K/L)
Arsitektur dan informasi
kinerja

Mekanisie revisi anggaran
Sistem evaluasi dan pelaporan
kinerja

Teknologi informasi rencana,
program, dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan,
Statistik sederhana

Media dan teknik komunikasi
serta penyebaran informasi
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10.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetalinan teknis
Administrasi ¢ Perundang-undangan » Peraturan terkait
kepegawaian terkait pengelolaan dengan kepegawaian,
termasuk sumber daya alam, organisasi dan tata
jabatan lingkungan hidup, dan laksana
fungsional kehutanan o Dasar-dasar ilmu

Pengembangan
pegawai
Pembinaan
sumberdaya
penegak hukum
Pelayanan
profesi
sumberdaya
penegak hukum
Organigasi dan
ketatalaksanaan

» Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

*«  Kebijakan publik

* Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

« Pelayanan dan komunikasi
publik

¢ Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

«  Sistem pengendalian
intérn péemérintah

* Pengelolaan data dan
informasi

s Peraturan/kebijakan terkait

perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

¢ Program kerja terkait

dengan sekretariat
direktorat jenderal
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kelmitanan

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria

unjuk kerja pada unit
kompetensi

organisasi

s Perencanaan dan
pengelolaan SDM
(analisis jabatan,
perencanaan kebutuhan
pegawai, pelatihan dan
pengembangan SMD,
manajemen kinerja,
manajemen karier,
manajemen renumerasi)

+ Administrasi
kepegawaian

¢ Teknologi informasi
kepegawaian

+ Nilai dan budaya
organisasi

e Tata hubungan kerja
dan pengembangan
organisasi
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10.1.8 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

-2'78-

Ruang lingkup Pengetahuan nmun *) Pengetahuan
teknis
e Urusan tatausaha |* Perundang-undangan Peraturan/pedoman

dan rumal tangga,
kearsipan, dan
pengelolaan barang
milik negara

e Sarana dan
prasarana
operasional
penegakan hukum
lingkungan hidup
dan kehutanan

e Urusan
administrasi
keuangan dan
perlengkapan

terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

s Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

*  Pelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
Jjasa

*+ Manajemen SDM

* Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan terkait

perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

« Program kerja terkait
dengan sekretariat
direktorat jenderal
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

* unsur pengetahuan;

terkait dengan elemen dan

kriteria unjuk ketja pada

unit kompetensi

terkait ketatausahaan
(tata mnaskah dinas,
tata kearsipan)
Peraturan/pedoma
terkait ketiangan
(standar biaya umum,
perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan/pedomat
terkait
perlengkapan/Barang
Milik Negara
Manajemen
perkantoran
naskah dinas,
kearsipan, sistem
informasi kearsipan,
keprotokoleran)
Pengelolaan
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN)

(tata
ata

BMN

Mekanisme pengadaan
barang dan jasa
pemerintaly
Standar
keuangan
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
Administrasi
keuangan

Teknologi

akuntasi

pengolahan
data (Aplikasi
persuratan (SIK);
Aplikasi Simak BMN
dan aplikasi barang
persediaan; Aplikasi
keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS))
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10.1.4 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup | pengetahuan unium®) Pengetahuan
teknis
Peraturan * Perundang-undangan Peraturan/pedoman
perundang- terkait pengelolaan penyusunan peraturarn
undangan, sumber daya alam, perundang-undangar

Fasilitasi kerjasama
dan jejaring kerja
Pertimbangan
advokasi hukum
Administrasi
kerjasama teknik
dalam negeri dan
luar negeri

lingkungan hidup, dan
kehutanan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

* Kebijakan publik

o  Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan
komunikasi publik

*  Pengadaan barang dan
jasa

¢ Manajemen SDM

¢« Manajemen keuangan

+  Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

e Program kerja terkait
dengan sekretariat
direktorat jenderal
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

A unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

dan kerjasama teknik
dalam dan luar negeri
Hmu politik dan
hubungan
internasional

Legal drafting

legal opinion

Teknik komunikasi
dan negosiasi dalam
membangun
kerjasama

Tipe, karakter, budaya
negara lain

Tata cara persidangan
bilateral maupun
regional

mekanisme
penyusunan
perjanjian dalam
negeri dan luar negeri
(MoU, Grand
Agreement, Letter of
Intent, implementation
arrangement,
perjanjian kerjasama)
Pengelolaan hihah

Pertimbangan
advokasi hukum

Bahasa internasional
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10.2' Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

10.2:1 Kepala Sub Direktorat Penanganan Pengaduan

Ruang lingkup Pengetalhuail umum®) Pengetahuan Teknis
Penanganan Perundang-undangan Pemahaman tentang
pengaduan terkait pengelolaan sumber peraturan perundang-
lingkungan hidup daya alam, lingkungan undangan dibidaﬁg
dan kehutanan hidup, dan kehutanan pemerintaharn,

Perundang-undangan lingkungan hidup,

terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMQO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemien keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan Pengaduan,
Pengawasan, dan Sanksi
Administrasi

Hukum administrasi,
perdata, pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan, terkait

derigan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

kehutanan, dan tata
ruang

Jenis-jenis  perizinan
dalam bidang LHIK
Pengelolaan  sumber
daya alam dan hutan
Pengelolaan
lingkungan hidup
Mekanisme verifikasi
pengaduan kasus-
kasus LHK
Identifikasi
permasalahan
pelanggaran dibidang
LHK

Diklat  Dasar-dasar
pengawasan
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10.2,2 Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penaatan

Ruang lingkup Penigetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Pengawasan Perundang-undangan Sistem perizinan
ketaatan terkait pengelolaan samber dibidang LHK
Pdé‘]fsfﬂaail daya alam, lingkungan perizinan di bidang
perizines dan hidup, dan kehutanan ; ; :
peraturail 3 lingkungan hidup dan
perundang- Perundang-undangan kehutanan serta
undangan di bidang terkait administrasi peraturan perundang-
lingkungan hidup pemerintahan (pusat/ undangan yang
dan kehutanan

daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintal

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan Pengaduan,
Pengawasan, dan Sanksi
Administrasi

hukum administrasi,
perdata, pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
1mnjuk kerja pada unit
kompetensi

mengatur kewajiban
pengelolaan dibidang
LHEK

Tdentifikasi sumber
pencemaran dan
kerusakarn

(khususnya  simpul-

simpul kegiatan yang
dapat mengakibatkan
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Thidup)

pengawasan
lingkungan hidup
Sistem
AMDAL
Teknik pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup (pengendalian
pencemaran air,
udara, pengelolaan
limbal B3 dan
kerusakan lahan)

pengelolaan
(pencegahan,
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan)

penerapan

hutan
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10.2.83 Kepala Sub Direktorat Pénerapan Sanksi Administrasi

Ruang lingkup

Pengetaliuan umiim*)

Pengetahuan teknis

Penerapan,
pemantanan dan
evaluasi
pelaksanaan sanksi
administrasi
lingkungan dan
kehutanan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup,; dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait ad ministrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintalh

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan /kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan Pengaduan,
Pengawasan, dan Sanksi
Administrasi

hukum administrasi,
perdata, pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

# unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

Pemahaman tentang
peraturan perundang-
undangan dibidang
pemerintahan,
lingkungan hidup,
kehutanan, tata ruang
dan administrasi
Jenis-jenis  perizinan
dalam bidang LHEK
Pemahaman tentang
pengelolaan
lingkungan hidup
Pemahaman tentang
pengelolaan sumber
daya alam dan hutan
Identifikasi
permasalahan
pelanggaran dibidang
LHK

Tata cara penerapan
sanksi administrasi
Evaluasi pelaksanaan
sanksi administrasi
Diklat dasar-dasar
pengawasan
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10.3: Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

10.8:1 Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumberdaya Alam
Ruang lingkup Pengetahiuan umiim® Pengetalian teknis
Penyelesaian » Perundang-undangan s« Peraturan yang mengatur
sengketa, terkait pengelolaan latangan dan kewajiban
pemantautan dan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan
evaluasi lingknngan hidup, dan hidup pada sektor
penyelesaian kelhutanan kehutanai, pertanian,
sengketa lingkungan | « Perundang-undangan perkebunan, kelautan, dan
hidup di luar terkait administrasi perikanan  serta sanksi-
pengadilan sektor pemerintahan: (pusat/ sanksi terhadap
kehutanan, energi, daeraly) pelanggaran yang dilakukan
minyak dan gaS’ = Kehijakan publik ¢ Peraturan/mekamnisme
pertambangan, « Administrasi, Manajemen peayelesaian sengleta
pertamanﬂ. . dan Otg S — (AMO) lingkungan hidup di luar
perkebunan, ) pengadilan
kelautan dan * Pelayanan dan s s
perikanan komunikasi publik * Met?QC/ '3?1‘:011“ ??fﬂﬁkﬁsi’
] Klarifikasi, penghitungan
Urusan : ?engadaaﬂ hamging dan kerugiamn, alternatif
ketatausahaan, dasa ) penyelesain, fasilitasi
kepegawaian, * Manajemen SDM /negosiasi/ mediasi/
l];:;f_tr;ga?ll:’anggaan * M.aﬂajemen keu@gml arbittase  PSLH  diluar
e, prog. | s e | Penaaian
anggaran dan ' ntern pemerintah « Mekanisme pemantauan

pelaporan direktorat

« Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukuam
lingkungan hidup dan
kehutanan

» Program kerja terkait
dengan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup

o hukum administrasi,
perdata,hukum acara
perdata, pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan,
terkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

dan evalnasi penyelesaian
sengketa lingkungna hidup
di luar pengadilan

Kelembagaan penyedia jasa

penyelesaian sengketa
lingkungan hidup
Peraturan/ pedoman/mekan
isme terkait dengan
ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan,
pengelolaan anggaran
pemerintaly, pelayanan
perkantoran,

perlengkapan/Barang Milik
Negara; pelaporan.
Teknologi informasi terkait

ketatausahaan,
kepegawaian, pengelolaan
BMN, serta prograim
anggaran
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10.38.2
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Kepala Sub direktorat Penye¢lesaian Sengketa Lingkungan

Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana Dan

Jasa

Ruang lingkup

Pengetahuan umurm *)

Penigetahuan teknis

Penyelesaian
sengketa,
pemarntauan dan
evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup di luar
pengadilan sektor
manufaktar,
prasarana, dan jasa

Perundang-tindangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakarn
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup

hukum administrasi,
perdata, hukum acara
perdata pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahivan, terkait

dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

s Peraturan yang
mengatur larangan dan
kewajiban pengelolaan
lingkungan Lidup pada
sektor manufaktur,
prasarana, dan jasa
serta sanksi-sanksi
terhadap pelanggaran
yang dilakukan

s Peraturan/mekanisme
penyelesaian sengketa
lingknngan hidup di
luar pengadilan

e Metode/ teknik
verifikasi, klarifikasi,
penghitungan
kerugian,alternatif
penyelesain, fasilitasi
/negosiasi/mediasi/
arbitrase PSLH diluar
penigadilan

¢ Mekanisme

pemantauan dan
evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup di luar
pengadilan

e Kelembagaan penyedia
jasa penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup
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10.3.3 Kepala Sub direktorat penyelesaian sengketa lingkungan
hidup melalui pengadilan

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
Penyelesaian Perundang-undangan Peraturan yang
sengketa, terkait pengelolaan sumber mengatur larangan
peiantteulan dan daya alam, lingkungan dan kewajiban
ev 1(1_38'1 . hidup, dan kehutanan pengelolaan
penyélesaian : ) TV
sengketa Perundang-undargan lingkungan hidup
lingkungan hidup terkait administrasi pada  sektor  SDA
melalui pengadilan pemerintahan (pusat/ industri, prasarana,
sektor sumber daya daerah) dan jasa serta sanksi-
alam, industri, S . T

r &, dzri JEs Kebijakan publik sanlcsi terhadap
Prasarana, dan jasa pelanggaran yang

Administrasi, Manajemen dilakukan
dan ‘Organisasi (AMO)
Peraturan/mekanisme

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajenien ketiangar
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup
hukum administrasi,
perdata, hukum acara
perdata, pidana terkait
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan, terkait

dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di
melalui pengadilan

Metode

perhitungan
kerugian,penyusunan
dan pendaftaramn
gugatan, beracara di
pengadilan (mediasi,
alat bukti, reflik dan
kesimpuilan),upaya

verifikasi,

hukum banding,
kasasi dan PK [
memori dan kortra
memori) serta

eksekusi pelaksanaan
putusan pengadilan

Mekanisme
peniantauan dan
evaluasi penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup melalui
pengadilan

Kelembagaan penyedia

jasa penyelesaian
sengketa lingkungan
hidup
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10.4 Direktorat Pencégahan dan Pengamanan Hutan
Kepala Suly direktorat pencegahan dan pengamanan hutan

1041

-286-

(Sumatera; Kalimantan dan Nusa Tenggara; Jawa dan Bali;
Sulawesi, Maluku dan Papua)

Ruang lingkup Pengetahuan amum®) Pengetahuan teknis
Pencegahan tindak |+ Perundang-undangan terkait Peraturan terkait
pidana kehutanan pengelolaan sumber daya pengelolaan
dan alam, lingkungan hidup, dan kawasan hutan, ijin-
penyelenggaraan kehutanan ijin pemanfaatan,
pengamanan + Perundang-undangan terkait kewajiban
kawasan hutan administrasi penieriritahan pengelolaan hutan,
serta peredaran (pusat/ daerah) dan sanksi akibat
hasil hutan +  Kebijakan publik giellanggaran yang

¢ Administrasi, Manajemen dan akl !
Organisasi (AMO) Perlindungan hutan

*  Pelayanan dan kemunikasi Dasar perpetaan
publik dan penggunaan

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
perlindungan dan penegakan
hukum lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait dengan
pencegahan dan perigamanan
hutan

Hukum administrasi, perdata,
pidana terkait lingkungan
hidup dan kehutanan
Kesepakatan/konvensi
internasional tentang CITES
Manajemen konflik

Hak Asasi Manusia

*) unsur pengetaliuan, terkait
dengan elemen dan kriteria unjuk
kerja pada unit kompetensi

peralatan navigasi
[lmu kepolisian
Penvusunan

rencana operasi
Teknik negosiasi
dan mediasi

Teknis pengamanan
dan peredaran hasil

hutan

Pengenalan jenis
tuumbuhan dan
satwa liar dan hasil
hutan

Peredaran hasil
hutan dan

tumbuhan satwa liar
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10.5 Direktorat Penegakan Hukum Pidana
10.5.1 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan

Hidup, Kebakaran Hutan Dan Lahan

2017, No.245

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan
teknis
Penegakan hukuin Perundang-undangan Peraturan terkait
pidana kejahatan terkait pengelolaan penegakan hukum
perusakan lingkungan sumber daya alami, pidana

hidup, kebakaran
hutan dan lahan
Urusan
ketatausahaan,
kepegawaian,
keuangarn,
kerumahtanggaan,
renicana, program,
anggaran dan
pelaporan direktorat

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMQ)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen Keuangan
Sistern pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan/kebijakan

terkait perlindungan dan

periegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program Kkerja terkait
dengan penegakan
hukum pidana
Hukum pidana
lingkungan hidup dan
kehutanan

*) unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen
dan kriteria unjuk kerja
pada unit kompétensi

Diklat PPNS LHK
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10.5.2 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perambahan Hutan

kawasan hutan

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Penegakan hukuni Perundang-undangan Peraturan terkait
pidana kejahatan terkait pengelolaan penegakan hukum
perambahan sumber daya alaun, pidana

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangarn
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

Program kerja terkait
dengan penegakan hukum
pidana

Hukum pidana lingkungan
hidup dan kehutanan

*) unsur pengetahuan,
ferkait dengan elemen dan
kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

Diklat PPNS LHK

www.peraturan.go.id
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10.5.8 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pencémaran Lingkungan

Hidup
Ruang lingkup Pengetahuan umum®) Pengetahuan teknis
Penegakan hukum o  Perundang-undangan Peraturan terkaif
pidana kejahatan terkait pernigelolaan penegakan hukum
PeTICETET et sumber daya alamni, pidana
lingkungan hidup

lingkungan hidup, dan
kehutanan

* Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerali)

* Kebijakan publik

*  Adminjstrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan
komunikasi publik

« Pengadaan barang dan
jasa

» Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian
intern penierintali

o Pengelolaan data dan
informasi

s Peraturan/kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

s Program kerja terkait
dengan penegakan hukum
pidana

s Hukum pidana lingkungan
hidup dan kehutanan '

*) unsur pengetahuan, terkait
dengan elemen dan kriteria
unjuk kerja pada unit
kompetensi

- Diklat PPNS LHK

www.peraturan.go.id
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10.5.4 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar Dan
Kejahatan Keanekaragaman Hayati

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan
teknis
Penyelidikan dan *  Perundang-undangan Peraturan terkait
penyidikan dalam rangka terkait pengelolaan peniegakan hukum
penegakan hulkum pidana sumber daya alam, pidana

kejahatan pembalakan liar
dan kejahatan
keanekaragaman hayati

lingkungan hidup, dan
kehutanan

*  Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

»  Kebijakan publik

¢  Administrasi,
Manajenien dan
Organisasi (AMO)

* Pelayanan dan
komunikasi publik

»* Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

» Manajemen keuangan

* Sistem pengendalian
intern pemerintah

» Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/kebijakan
terkait perlindungan dan
penegakan hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

¢ Program kerja terkait

dengan penegakan
hukum pidana

e Hukum pidana

lingkungan hidup dan
kehutanarn

*) unsur pengetahuan,

terkait dengan elemen dan

kriteria unjuk kerja pada
unit kompetensi

Diklat PPNS LHK

www.peraturan.go.id
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10.6 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

10.6.1 Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehotanan

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum®) Pengetahuan Teknis
e penurunan o Perundang-undangan e perafuiran yang mengatur
gangguan, terkait pengelolaan ijjin lingkungan hidup dan
ancaman dan sumber daya alam, kehutanan; kewajiban
pelanggaran lingkungan hidup, dan pemegang ijin terhadap
hukum kehutanan pengelolaan lingkungan
lingkungan ¢ Pernndang-undangan hidup dan kehutanan, serta
hidup dan terkait administrasi sanksi akibat pelanggaran
kehutanan pemerintahan (pusat/ (administrasi, perdata,
e dukungan daerah) dan/pidana)
manajemen ¢ Kebijakan publik ¢ perlindiingan hutan

Administrasi, Manajemen | o o ajeanisme / teknil
dan Organisasi (AMO) ' A

pengendalian pencemaran
e Pelayanan dan

I . dan kerusakan lingkungan

komunikasi publik hidup

e ?engadaan barang dain ¢ medis dan wknik
Jasa sosialisasi
Manajemen SDM L .
Manajemen keuangan . mekgn}sme/ teknik
Sistem pengendalian penyidikan
intern pemerintah « mekanisme / teknik

¢ Pengelolaan data dan pemantauan dan pelaporan
informasi pelanggaran terhadap ijin

¢ Peraturan/kehijakan lingkungan hidup dan
terkait dengan kehutanan
perlindungan dan e prosedur koordinasi
penegakan hukum dibidang penegakan hukum
lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan
kehutanan kehutanan

e program terkait balai o sistem perencanaan
pengamanan darn pembangunan nasional
penegakan hukum (mekanisme penyusunan
lingkungan hidup dan renstra/ renja)
kehutanan

% : . ‘ e sistem akuntabilitas

) UDSUL PeIgera A, N kinerja instansi pemerintah
teckars dengan elemen dan (mekanisme penyusunan
kriteria unjuk kelja pada L AIG:P]

unit kompetensi . p
¢ manajemen pengelolaan

keuangan Negara
(mekanisme penyusunan
RIKAKL

¢ manajemen BMN

¢ pelayanan perkantoran dan
kesejahteraan pegawai

www.peraturan.go.id
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[nspektorat Jenderal

-292-

11.1 Sekretariat [nspektorat Jenderal
11.1.1 Kepala Bagian Program dan Pelaporan

keuangan dan Kkinerja
pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan
Mekanisme penigawasan,
pengendalian, pembinaan
dan penegakan aturan
Peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional
Program  kerja  terkait
dengan sekretariat
inspektorat jenderal
Mekanisme Audit

Hunsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
e Penyusunan » Perundang-undangan s Peraturan terkait

rencana terkait pengelolaan | pengelolaan anggaran
¢ Program sumber daya alam, pemerintah

pengawasan lingknngan hidup, dan |s Metode penyusunan
e Pelaporan kehutanan Renstra, Renja.

* Perundang-undangan Prosedur penyusunan
terkait administrasi | RKA-K/L, DIPA, KAK, POK
pemerintahan - Peraturan terkait
(pusat/daerah) pertanggungjawaban

« Kebijakan publik keuangan negara

¢ Manajemen/administrasi | Metode penyusunan
pemerintahan, SAKIP, LAKIP, Laporan

¢ Pelayanan dan | Bulanan laporan
komunikasi publik Triwulan, dan Laporan

* Pengadaan barang dan | ahunan
jasa Metode statistik

* Manajenien SDM Analisis data dan

« Manajemen keuangan tiforiias

* Pengelolsan.  dar. 43 Pengelolaan sistem
iormas] informasi

* Peraturan perundangan
yang berhubungan
dengan pengawasan

www.peraturan.go.id
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11.1.2 Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan

Ruang lingkup

Pengetahuan umium®)

Pengetalhiuan teknis

e Analisis dan
evaluasi
pengawasan

» Pengendalian
intern

* Penyusunan
laporan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya  alam,
lingkungan hidup, dan
kehuatanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintaharn
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Manajemer/administras
i pemerintahan,
Pelayanan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen kenangan
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan perundangan
yang berhubungan
dengan perigawasan
keuangan dan kinerja
pembangunan
lingkungan hidup dan
kehutanan

dan

Mekanisme pengawasar,
pengendalian,
pembinaan
penegakan aturan
Program kerja terkait
dengan sekretariat
inspektorat jenderal
Peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional
Mekanisme Audit

dan

Hunsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Analisa LHA (rutin,review,
investigasi, audit BPK
/BPKP) Inspektorat
Wilayah

Mekanisme penyusunan
kebijakan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Mengevaluasi laporan
hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

Analisis dan evaluasi
hasil pengawasan intern
dan eksterna pemerintah
Evaluasi Sistem
Pengendalian Intein
Pemerintah

www.peraturan.go.id
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11.1.3 Kepala Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

e Pemantauan
pelaksanaan
tindak lanjut

s Laporan
pengawasarn

¢ Laporan
pemantaiian

Perundang-undangar

terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/daerah)

Kebijakan publik
Manajemen/administrasi
pemerintahan,

Pelayanan dan

komunikasi piiblik
Perigadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangai

Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan  perundangan
yang berhubungan
dengan pengawasan
keuangan dan Kkinerja

pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan
Mekanisme pengawasan,
pengendalian, pembinaan
dan penegakan aturan
Program  kerja  terkait
dengan sekretariat
inspektorat jenderal
Peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional
Mekanisme Audit

Hunsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Pemantauan Tindak
Lanjut hasil pengawasan
Metode pelaksanaan,
analisis, dan
penyelesaian tindak
lanjut hasil audit
internal dan eksternal
Prinsip-prinsip
manajenen
/administrasi
kepemerintahan
Perencanaarn
evaluasi kegiatan

www.peraturan.go.id
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11.1.4 Kepala Bagian Umum

Ruang lingkup Pengetahuan umum®) | Pengetahuan teknis
Tata usaha s Perundang-undangan s Administrasi Tata
Administrasi terkait pengelolaan Persuratan dan
keuangan sumber daya alamni, Keuangan
Rumah tangga lingkungan hidup, dan |e Prinsip-prinsip
Perlengkapan kehutanan manajemen
Administrasi ¢ Perundang-undangan Jadministrasi
kepegawaian terkait administrasi kepemeri‘ntahan
Organisasi  dan pemerintahan a  Administrasi
tata laksana (pusat/daerah) kernimahtanggan dan

» Kebijakan publik Kepegawaian

* Manajemen/administrasi

pemerintahan,
e Pelayvanan dan

komunikasi piiblik

e Pengadaan barang dan
jasa

e Manajemen SDM

e Manajemen keuangain

e Pengelolaan data dan

informasi

e Peraturan perundangan
yang berhubungan
dengan pengawasan

keuangan dan Kkinerja
pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan

s Mekanisme pengawasan,
pengendalian, pembinaan
dan penegakan aturan

e Program kerja  terkait
dengan sekretariat
inspektorat jenderal

e Peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional

e Mekanisme Audit

Aunsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

www.peraturan.go.id
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XIl. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
12.1 Sekretariat Badan P2SDM

12.1.1 Kepala Bagian Prograni dan Kerja Sama

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

* Koordinasi program

s Rencana kegiatan,
program kerja dan
anggaran

o Penyiapan
administrasi
kerjasama

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
Jjasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern perierintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyulithan dan
pengembangan SDM
Program kerja terkait
dengan sekretariat badan

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan kuk
pada unit kompetensi

Peraturan terkait
sistem perernicanaan
pembangunan
nasional

Peraturan terkait
pengelolaan anggaran
pemerintaly
(penyusunan dan
penelaahan rencana
kerja, dan anggaran
kementerian/lembaga,
tata cara revisi
anggaran, dan
peneraparn bagan akun
standar)

Metode penyusunan
renstra, renja.
Kemitraan dan
kerjasama dalam/
Tuar negeri
Perencanaan
anggaran
(peniyusunan
dokunien rencana
kegiatan anggarain
k/1)

Informasi kinerja
Mekanisme revisi
Konvensi
internasional

© Metode negosiasi dan

komunikasi
Metode penyusunan
dokunien kerjasania

www.peraturan.go.id
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Kepala Bagian Inforniasi, Publikasi dan Evaluasi

Ruang lingkup Pengetaliuan wmiuam *) Pengetahuan teknis
Pengelolaan  data Perundang-undangan * Peraturan terkait
dan infermasi terkait pengelolaan pertanggungjawaban
terkait P2SDM sumber daya alam, informasi, publikasi,
Penyusunan lingkungan hidup, dan dan evaluasi.
statistik kehutanan o Metode statistik
Urusan P erm?daﬂg—p_r'ldaﬂg.an « Media dan teknik
dokumentasi dan tor il administras komunikasi serta

publikasi P2SDM
Evaluasi dan
pelaporan rencana,
prograi, dan
kegiatan

pemerintahan (pusat/
daeral)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

Program kerja terkait
dengan sekretariat badan

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan kuk
pada unit kompetensi

penyebaran informasi
o Sistem -evaluasi dan
pelaporan kinerja

www.peraturan.go.id
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12.1.8 Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata

Laksana
Ruang lingkup Pengetaliuan nmum ) Pengetahuan teknis
Administrasi ¢ Perundang-undangan |® Peraturan terkait
kepegawaian, terkait pengelolaan: dengan
Penyusunan peraturan sumber daya alam, kepegawaian,

perundang-undangan
Pemberian
pertimbangan dan
advokasi hukum
Pembinaan organisasi
dan ketatalaksanaan

lingkungan hidup,
dan kehutanan

s Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

e Kebijakan publik

s Administrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

o Pengadaan barang
dan jasa

¢ Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintalh

« Pengelolaan data dan
informasi

s Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

« Program kerja terkait
dengan sekretariat
badan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kompetensi

organisasi dan tata
laksana

s Dasar-dasar ilmu
organisasi

o Administrasi
kepegawaian

s Perencanaan dan
pengelelaan SDM
(analisis jabatan,
perencanaan
kebutuhian pegawai,
pelatihan dan

pengembangan SDM,
manajemen Kinerja,

manajemen  karier,
manajemen
renumerasi)

s Teknologi informasi
kepegawaian

e Peraturan terkait

dengan penyusunan
peraturan
perundang-
undangan

» Metode penelaahan
permasalahan;
pertimbangan dan
advokasi hukumni

www.peraturan.go.id
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12.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Urusan ketatausahaan
Perlengkapan dan
pengelolaan rumah
tangga dan Barang
Milik Negara (BMN)
Administrasi keuangan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup,
dan kehutanan
FPerundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik
Admniinistrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Fengadaan barang
dan jasa

Manajemen SDM
Manajemen kenangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM
Program kerja terkait
dengan sekretariat
badan

*) unsur pengetalinan

terkait dengan elenien
dan kuk pada unit
kompetensi

Peraturan/pedoman
terkait ketatausahaan
(tata naskah dinas,
tata kearsipan)
Peraturan/pedoman
terkait keuangan
(Standar biaya umumni,
perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan/pedoman
terkait
perlengkapan/Barang
Milik Negara
Manajemen
perkantoran (tata
naskah dinas, tata
kearsipan, sistem
informasi kearsipan,
keprotokoleran)
Pengelolaann BMN
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan,
penghapusan BMN]
Mekanisme
pengadaan barang
dan jasa pemerintah
Standar akuntasi
keuangan
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara
Adminijstrasi
keuangan

Teknologi pengolahan
data (Aplikasi
persuratan (SIK);
Aplikasi Simak BMN
dan aplikasi barang
persediaan; Aplikasi
keuangan (SAIBA,
SILABL, SAS))
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12.2 Pusat Penyuluhan Sumber Daya Manusia

12.2.1 Kepala Bidang Fengembangan Penyuluhan
Ruang lingkup Pengetaliuan umum *) Pengetahuan teknis
Pengembangan ¢ Perundang-undangan Pengelolaan sistem
penyuluhan terkait pengelolaan informasi penyuluhan
Pengembangan sumber daya alam, Pengembangan

penyuluhan di daerah
Programa dan evaluasi
penyuluhan

Metode dan materi
penyuluhan

lingkungan hidup, dan
kehutanan

« Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah_)

¢ Kebijakan publik

o Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

o Pelayanan dan
koniunikasi publik

o Pengadaan barang dan
jasa

e Manajemen SDM

s Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian
intern pemerintah

« Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

« Program kerja terkait
penyuluhan

* Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada umnit
kompetensi

kapasitas penyuluhan
(kelembagaan dan
ketenagaan)
Pengembangan
saranay/ prasarana dan
sistem penyuluhan
(Metode, materi,
program dan
perencanaan)
Fasilitasi/
Pendampingan
pengembangan
penyuluhan
Prinsip-prinsip
pengembangan
penyuluhan
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Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahiuan teknis

* Ketenagaan
penyuluban aparatur,

» Ketenagaan
penyulubhan
aparatur

non

¢ Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

e Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

o Kebijakan publik

e Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan
komunikasi publik

* Pengadaan barang dan
jasa

* Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

« Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
imformasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

e Program kerja terkait
penyuluhan

* Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Analisis kebutuhan
ketenagaan penyululy
Perencanaan dan
pengembangan SDM /
ketenagaan
penyuluhan.
Peningkatan kapasitas
SDM/ ketenagaan
penyuluhan
Kebijakan penyuluhan:
Pemberdayaan
masyarakat

Teknik fasilitasi/
pendampingan
pengembangan
kelompek tani hutan
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12.2.8 Kepala Bidang Kelembagaan Penyuiluhan
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Ruang lingkup

Pengetaliuan umum *)

Pengetahuan teknis

Program kelembagaan
penyuluhan,

Urusan kelembagaan
penyulubhan di daerah

Kelembagaan
kelompok masyarakat
Sarana, prasaranad,

dan percontohan
penyuluhan

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Mangjemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Fengelolaan data dan
informasi
Peratiiran/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM
Program Kkerja terkait
penyuluhan

*) Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Sistem dan
kelembagaan
penyuluhan

Teknik fasilitasi
pengembangan
kelembagaan
penyuluhan

Teknik fasilitasi
pembentukan/
pengembangan
kelompok masyarakat
Pengelolaan sistem
informasi kelompok
masyarakat
Perencanaan dan
pengembangarn sarana
dan prasarana
penyuluhan
Perumusan kebijakan
kelembagaan kelompok
masyarakat
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12.8 Kepala Pusat Perencanaan dan Pengéembangan SDM
12.3.1 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM
Aparatur LHK

Ruang lingkup

Fengetalhiian umuni *)

Pengetahuan teknis

¢ Bagian program dan
anggaran

e Perencanaan dan
pengembangan SDM

*« Monitoring dan
Evaluasi
pengembangan SDM

e Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan

e Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan  (pusat/
daerah)

o Kebijakan publik

o Administrasi,

Manajemern dan
Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

» Pengadaan barang dan
jasa

e Manajemen SDM

* Manajemen keuangamn

s Sistem  pengendalian
intern pemerintah

s Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

s Program kerja terkait
perencanaan dan
pengembangan SDM

* Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Peraturan,/ kebijakan,
dan isu strategis
terkait Perencanaan
dan Pengembaingan
SDM

Manajemen SDM
Klasifikasi Baku
Jabatan Indonesia
(KBJ)

Prinsip-prinsip
perencanaan
pengembangan SDM
(a.l. kompetensi kerja,
identifikasi kebutuhan
pengembangan SDM,
Pola Karier, dan Pola
Diklat)

Instrumen
pengukurar/
pemetaan kompetensi
SDM

Budaya kerja pegawai
Metodologi Bimbingan
teknis perencanaan
dan pengembangan
SDM

Evaluasi
pengembangan SDM
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12.3.2 Kepala Bidang Perencanaan, Pengemibangan dan Evaluasi
Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup

dan Kehutanan
Ruang lingkup FPengetahitian umum *) Pengetahuan teknis
e Perencanaan dan Perundang-undangan Perataran/ kebijakan
pengenibangan SDM terkait pengelolaan dan isu strategis
Non Aparatur sumber daya alam, terkait Perencanaan

* Monitoring dan
Evaluasi
pengembangan SDM
Non Aparatur

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemetintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem  pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakarn
terkait denigan
penyuluhan dan
pengembangan SDM
Program kerja terkait
perencanaan dan
pengembangan SDM

*) Unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kom petensi

dan Pengembangan
SDM

Manajemen SDM
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia

Klasifikasi Baku
Jabatan Indonesia
Prinsip-priasip
Perencanaan
pengembangan SDM
(Kompetensi kerja,
Pola Karier, Pola
Diklat, Identifikasi
kebutuhan
pengembangan SDM)
Pengukuran/
pemetaan kompetensi
Perencarniaar tenaga
kerja sektor LHK
Bimbingan teknis
perencanaan dan
pengembpangan SDM
Metode evaluasi SDM
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12.3.3 Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya
Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang lingkup Pengetaliuan umun *), Pengetahiuan teknis
Pengembangan * Perundang-undangan * Peraturan/ kebijjakarn
standardisasi SDM terkait pengelolaan dan isu strategis
LHK sumber daya alam, terkait Perencanaan

Sertifikasi SDM LHK

lingkungan hidup, dan
kehutanan

o Perundang-undangan
terkait — administrasi
pemeérintahan (pusat/
daerah)

e Kebijakan publik

o Administrasi,

Manajemen dan
Organisasi (AMO)
e Pelayanan dan

komunikasi publik
e Pengadaan barang dan

jasa

e Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

s Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

» Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

s Program kerja terkait
perencanaan dan
pengembangan SDM

#) Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

dan Pengembangan
standardisasi SDM

s Pengembangan
standar kompetensi

s Pengujian kompetensi
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12.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Stumber Daya Manusia Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
12.4.1 Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan

E- Learning

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Perencanaan programi
e-learning
Pengembangan e-
learning

Evaluasi, akreditasi
dan kerja sama

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Ferundang-undangan
terkait  administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen
Organisasi (AMO)
Pelayanan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Mandajemen SDM

dan

dan

Manajemen keuangan
Sistem  pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasti

Manajemen diklat
(MOT)

Sistem Informasi
Diklat (SID)
Peratiiran/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan

pengembangan SDM
Program kerja terkait
kediklatan

*) Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kom petensi

Metodologi
pembelajaran jarak
jauh (e-learning)

Kerja sama teknis
penyelenggaraan diklat
Materi diklat

Prosedur akreditasi
program damn lembaga
diklat

Pelaporan pemantauan
pelaksanaan diklat
Identifikasi Kebutuhan
Diklat (D)

Rancang bangun diklat
BEvaluasi Pasca Diklat
(EPD)

Keterampilan
berbahasa inggris
Pengelolaan
aplikasi/program ¢-
learning
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12.4.2 Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Ruang lingkup Pengetaliuan umun *), Pengetahiuan teknis

Diklat teknis aparatur
dan non aparatur
Diklat fungsional
aparatur dan non
aparatur

Pendidikan menengah,
lanjutan, dan pasca
sarjana

Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait ad ministrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Adnrinistrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Manajemen diklat
(MOT)
Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM
FProgram kerja terkait
kediklatan

*) Unsur pengetahiuan

terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Penyusunan rencana
teknis diklat
Pelaksanaan diklat
(teknik identifikasi
kebutuhan diklat,
teknik perancangan
diklat, teknilk
pengorganisasian
diklat, teknik monev
dan pelaporan diklat,
komunikasi efektif)
Teknik penyusunan
kerangka acuan/TOR
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12.4.8 Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepeminipinan dan

Administrasi
Ruang lingkup Pengetaliuan umun *), Pengetahiuan teknis
» Pendidikan dan | « Perundang-undangan Perencanaan diklat
pelatihan terkait pengelolaan Pelaksanaan diklat
kepé ST . % - )
cpe]ftl]:l:llplndl1 Sa‘UIIleI'Vdd)a.alaIll, Redikiapm
¢ Pendidikan dan SRR g, G kepemimpinan  dan
pelatihan administrasi sEhutEn administrasi Aparatur
s Perundang-undangan S
terkait administrasi bt N
pemerintahan (pusat/ pényelenggar ’
daerahy diklat
* Rebjjakan publik Evaluasi pelaksanaan
¢ Administrasi, diklat

Manajemen dan
Organisasi (AMO)

e Pelayanan dan
komunikasi publik

s Pengadaan harang dan
jasa

e Manajemen SDM

¢ Manajemen keuangan

« Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

o Manajemen diklat
(MOT)

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

» Program Kerja terkait
kediklatan

* Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Penyusunan laporan
pelaksanaan diklat
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12.4.4 Kepala Bagian Program dan Umum

Ruang Lingkup Pengetahuan Umum *) Pengetahuan Teknis
Programi, anggaran, | Perundang-undangan |« Perencanaan program/
keuangan, terkait pengelolaan kegiatan dan anggaran
Ketatansahaan, dan sumber daya alam, (a.l RPIM, renstra, renja
Rumah tangga lingkungan hidup, dan rencana anggaran)
Pengelolaan  Barang dan kehutanan e Administrasi
Milik Negara (BMN) e Perundang-undangan kepegawaian
Kepegawaian dan terkglt' administrasi e Administrasi/
kehumasan pemerintahan pengelolaan barang

(pusat/ daerah) milik negara/ sarpras
* Kebijakan publik kediklatan
o Administrasi, e Kearsipan
Manajemen dan s Tata persuratan

Organisasi (AMO)
s Pelayanan dan
komunikasi publik

o Administrasi keunangan

e Pengadaan barang
dan jasa

s Manajemen SDM

o Manajemen
keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasi

+ Manajemen diklat
(MOT)

e Sistem Informasi
Diklat (SID)

¢ Peraturan/kebijakan
terkait denigan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

s Program kerja terkait
kediklatan

* Unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi
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12.5 Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi

Lingkungan

12.5.1 Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat

Ruang lingkup Pengetahtian umum *) Pengetaliian teknis
Pelatihan e Perundang-undangan ldentifikasi kebutnhan
pembudayaan perilaku terkait pengelolaan pelatihan
I‘Elm’c'lh h’IlgkuDgaI] Sllmber da}Ta alaIll, Mallajel'nen' di k]at
hidup generasi pemula; lingkungan hidup, (MOT)

Pelatihan masyarakat dan kehtitanan Perencanaan

bidang lingkungan
hidup dan kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait ad ministrasi
pemeérintahan
(pusat/ daerah)

+ Kebijakan publik

o  Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang
dan jasa

e Manajemen SDM

s Manajemen
keuangan

e Sistem pengendalian
intern pemerintah

e Pengelolaan data dan
informasti

s Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

e Program kerja terkait
pelatihan masyarakat
dan pengembangan
generasi lingkungan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

pelaksanaan pelatihan
masyarakat
Kemitraan/ kerja sama
Budaya masyarakat
Teknik fasilitasi
pelatihan

Komunikasi publik
Mounitoring, evaluasi
dan pelaporan
pengelolaan pelatihan
masyarakat

Isu strategis terkait
kelnitanan masyarakat
Jejaring pegiat PHBM
Jejaring pegiat
pendidikan lingkungan
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12.5.2 Kepala Bidang  Penyelenggaraan Ekspos  Generasi
Lingkungan
Ruang lingkup Pengetahuan amum *) Pengetaliuan teknis
» Ekspose generasi * Perundang-undangan Identifikasi materi
lingkumngan terkait pengelolaan ekpose nntuk generasi

* Pameran
¢« Materi ekspose

sumber daya alam,
lingkungan hidup,
dan kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait ad ministrasi
pemerintahan
(pusat/ daerah)

* Kebijakan publik

* Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang
dan jasa

* Manajemen SDM

* Manajemen
keuangan

* Sistem pengendalian
intern pemerintah

* Pengelolaan data dan
informasi

»  Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

v Program kerja terkait
pelatihan masyarakat
dan pengembangan
generasi lingkungan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen

dan KUK pada unit

kompetensi

lingkungan
Perencanaan
penyelenggaraan
ekspose

Rancangan materi
ekpose generasi
lingkungan

Momnitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
ekspose generasi
lingkungan

Komunikasi publik
Campaign strategy
pendidikan lingkangan
Isu strategis bidang
lingkungan dan sanitasi
Jejaring pegiat
pendidikan lingkungan
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12.5.8 Kepala Bidang Fengembangan Geénerasi lingkungan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetaliuan tekmnis

Etika, perilaku

lingkungan hidup bagi
komunitas pendidikan
formal dan non formal

e TPerundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup,
dan kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/ daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi,
Managjemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang
dan jasa

* Manajemen SDM

¢ Manajemen
keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengatn
penyuluhan dan
pengembangan SDM

e Program kerja terkait
pelatihan masyarakat
dan pengembangan
generasi lingkungan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kom petensi

Identifikasi kebutuhan
pengembangan
Gemnerasi Lingkungan
Perencanaan
penyelenggaraan
pengembangarn generasi
lingkungan

Materi pengembangan
generasi lingkungain
Pengembangan generasi
lingkungan.

Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
pengembangarn generasi
lingkungan
Pengembangan perilaku
dan budaya ramah
lingkungan

Standar Nasional
Pendidikan

Pendidikan formal dan
non formal
(Kepramukaan dan
pendidikan Lingkungan
Hidup)

Isu strategis bidang
lingkungan hidup
Jejaring pegiat
pendidikan lingkungan
hidup
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Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum *)

Pengetahuan Teknis

Bagian program dan
evaluasi

Administrasi
Kepegawaian

dan

e TPerundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup,
dan kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan
(pusat/ daerah)

s Kebijakan publik

e Administrasi,
Managjemen dan
Organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan
komunikasi publik

¢ Pengadaan barang
dan jasa

* Manajemen SDM

¢ Manajemen
keuangan

¢ Sistem pengendalian
intern pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan/kebijakan
terkait dengatn
penyuluhan dan
pengembangan SDM

e Program kerja terkait
pelatihan masyarakat
dan pengembangan
generasi lingkungan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kom petensi

Penyusunan program
kegiatan dan anggaran
Administrasi
kepegawaian
Pengelolaan sarana dan
prasarana
Administrasi BMN dan
bharang persediaan.
Sistem Pengendalian
Internal (SFTI)

evaluasi dan laporan
kegiatan
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12.6 Balai Diklat Kehutanan
12.6:1 Kepala Balai Diklat Kehutanan

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
¢ Pelaksanaan ¢ Perundang-undangan |s Rencana, program dat
Pendidikan dan terkait pengelolaan anggaran pendidikan
Pelatihan Aparatur sumber daya alam, dan Pelatihan
Bidang Lingkangan lingkungan hidup, s Mekanisme pelaksanaan
Hidup dan Kehutanan. dan kehutanan Pendidikan dan
e Pelaksanaan ¢ Perundang-undangan Pelatihan
Pendidikan dan terkait ad ministrasi s Proposal kerja sama
pelatihan Non pemerintahan o Nerias éma en didjkan
Aparatur Bidang (pusat/ daerah) a mf Pela tihlan ‘
Lingkungan Hidup | o Kebijakan publik .
dan Kehutanan . . ¢ Tata kelola saramna dan
* Administrasi, prasarana pendidikan
Manajemen dan dan pelatihan

Organisasi (AMO) ¢ Tata kelola hutan

¢ Pelayanan dan pendidikan dan
komunikasi publik pelatihan
. Pengadaan barang ¢ Pemantauan, evaluasi
dan jasa dan pelaporan
¢ Manajemen SDM pendidikan dan
s Manajemen pelatihan
keuangan s Tata usaha dan rumah
s Sistem pengendalian tangga
intern pemerintah « Bahasa Inggris

s Pengelolaan data dan
informasi

e Manajemen diklat
(MOT)

e Peraturan/kebijakan
terkait dengan
penyuluhan dan
pengembangan SDM

s Program kerja terkait
kediklatan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada amnit
kompetensi
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XIII. Badan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

13.1 Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13.1.1 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama

Ruang lingkup

Pengetahuan umumni?)

Pengetahuan teknis

« Koordinasi program

e rencana kegiatan,
program kerja dan
anggaran

* administrasi
bahan kerjasama

e Peraturan

perundang-
undangan terkait
penelitian, pengembangan
dan inovasi lingkungan
hidup dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alani,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan

terkait administrasi
pemerintaharn (pusat/
daeral)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen
dan Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan parang dan
jasa

Manajemern sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern peme’rintah
Pengelolaan data dan
informasi

Program  kerja  terkait
sekretariat badan litbang
Manajemen penelitian
dan pengembangan

# unisur pengetahuan terkait

dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

Analisis bahan
pertimusan kebijakan

teknis programt,
anggaran dan
kerjasama

Analisis rencana dan
pelaksanaan
penyusiman program,
anggaran dan
kerjasama

Analisis dokumen dan
pemantauan serta
evaluasi ketja sama
litbang

Koordinasi
administrasi

pengelolaan  kawasan
dengan tujuan Khusus
(KHDTK)

Bahasa Inggris aktif
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13.1.2 Kepala Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahan teknis

Pengelolaan data dan
informasi
Penyusunan statistik
Perpustakaan
Publikasi

Diseminasi

e Peraturan perundang-
undangan terkait
penelitian,
pengembangan dan
inovasi lingkungan
hidup dan kehutanan

e Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup,
dan kehutanan

o Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

s IKebijakan publik

e Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)

s Pelayanan dan
komunikasi publik

+ Pengadaan barang
dan jasa

s Manajemen sdm

o Manajemen kenangan

e Sistem pengendalian
intern penierintah

e Pengelolaan data dan
informasi

e Program kerja terkait
sekretariat badan
lithang

s Manajemen penelitian
dan pengembangan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada umnit
kempetensi

Analisis balian
perumusan kebijakan
teknis monitoring dan
evaluasi, diseminasi
dan perpustakaan
Analisis rencana dan
pelaksanaan tugas
monitoring, evaluasi
dan diseminasi hasil
penelitian serta
pelaporan kinerja
Prinsip-prinsip
pengelolaan
perpustakaan
Prinsip-prinsip
pengelolaan data dan
informasi
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Organisasi dan Tata

Laksana
Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Administrasi Peraturan perundang- Analisis bahan
kepegawaian undangan terkait kebijakan bidang
Administrasi jabatan | penelitian, kepegawaian, hukum,

fungsional
Pengembangan
pegawai

Penyusunan  bahan
dan rancangan
peraturan
perundang-undangan
Penelaahan
permasalahan,
pertimbangarn,
advokasi hukum dan
organisasi
ketatalaksanaan
Pengembangan karier
pegawai

Organisasi dan
ketatalaksanaan

pengembangan dan
inovasi linglungan
hidup dan kehutanan
Perundang-tndangan
terkait pengelolaan
suniber daya alani,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Managjemen sdm
Manajemen keuangan
Sisteni pengendalian
intern pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
sekretariat badan
lithang

Manajemen penelitian
dan pengembangan

* unsur pengetalhuan

terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

organisasi dan
tatalaksana
Prinsip-prinsip
administrasi vmum
kepegawaian
Prinsip-prinsip
administrasi jabatan
fungsional
Prinsip-prinsip
advokasi hukum dan
penyusunan
perundang-undangan
lingkup bli
Prinsip-prinsip
pengembangan
organisasi dan
ketatalaksanaan
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13.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum
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Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Urusan surat menyurat =  Peraturan perundang- Kebijakan teknis
dan kearsipan undangan terkait keuangan dan BMN
Akutansi dan verifikasi penelitian, Prinsip-prinsip tata

Tindak lanjut hasil
pemeriksaan

Urusan rumal tangga
dan barang milik
negara

]

pengembangan dan
inovasi linglungan
hidup dan kehutanan
Perundang-tndangan
terkait pengelolaan
suniber daya alani,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)
Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayaman dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa
Managjemen sdm
Manajemen keuangan
Sisteni pengendalian
intern pemerintaly
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
sekretariat badan
lithang
Manajemen penelitian
dan pengembangan

*) unsur pengetahuan
terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

persuratan dan
kearsipan
Prinsip-prinsip
akutansi, verifikasi
dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan
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13.2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

13.2.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi

2017, No.245

Ruang lingkup

Pengetahuan umum?*)

Pengetahuan teknis

Rencana, program dan
anggaran
Pemantauan,

evaluasi dan
pelaporan
Sintesa
penelitian
pengembangan  dan
inovasi

hasil

Peraturan perundang-
undangan terkait
penelitian,
pengembangan dan
inovasi lingkungan
hidup dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alami,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-tindangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdii
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
lithang dan inovasi

. Program kerja terkait

pusat litbang hutan
Manajemen penelitian
dan pengembangan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

Analisis bahan
perumusan kebijakan
teknis program dan
evaluasi pengelolaan
hutan

. Prinsip-prinsip

penyusunan dan
pelaksanaan program
dan anggaran
penelitian dan
pengembangan

. Prinsip-prinsip

pemantanan, evaluasi
dan pelaporan kegiatan
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
tentang pengelolaan
hutan

www.peraturan.go.id




2017, No.245

-320-

- 320 -

13.2.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut

Penelitian
Ruang lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan teknis
Kebijakan teknis = Peraturan perundang- Analisis bahan
Pengelolaan data hasil undangan terkait perumusan kebijakan
penelitian penelitian, teknis pengembangan
pengembangan dan pengembangan dan data dan tindak lanjut
inovasi, inovasi lingkungan penelitian bidang

Pembinaan dan
pengendalian teknis
penelitian
Pelaksanaan
pengembangan dan
inovasi

Penyiapan bahan hak
kekayaan intelektual
Pelaksanaan
pengelolaan
laborateriuum, hutan
penelitian dan
kawasan hutan
dengan tujuan khusus

hidup dan kehutanan
Manajemen penelitian
dan pengembangan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen dari
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
konmunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hutan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan KUK pada unit
kompetensi

pengelolaan hutan
Prinsip-prinsip
penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan
pengembarigan dan
inovasi
Prinsip-prinsip
ustilan dan
pengelolaan hak
kekayaan intelektual
Pengelolaan data dan
informasi
Pengelolaan hutan
penelitian,
laboratorium dan
kawasan hutan
dengan tujuan
khusus

Dasar-dasar
pengetahuan teknis
pengelolaan hutan
Pengendalian teknis
dan pembinaan
kegiatan lithang
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13.2.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi

Ruang lingkup Pengetahuan umumn?*) Pengetahuan teknis
Kerja sama Peraturan perundang- |e Kebijakan teknis
Diseminasi undangan terkait kerjasama dan
Publikasi hasil penelitian, diseminasi bidang
penelitian, pengembangan dan pengelolaan hutan

pengembangan dan
inovasi

inovasi lingkungan
hidup dan kehutanan
Manajemen penelitian
dan pengembangan
Perundang-undangan
terkait pengelolaaﬁ
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
Manajemen Dan
Organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan /kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hutan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kompetensi

Prinsip-prinsip
pengelolaan kerjasama,
diseminasi dan
publikasi hasil
penelitian,
pengenibangan dan
inovasi

Pengelolaan
pelaksanaan
bimbingan teknis
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
tentang pengelolaan
hutan

Bahasa inggris aktif
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13.2.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup Pengetahuan umuni*) Pengetahuan teknis
Ketatausahaarn, Peraturan perundang- Peraturan/ pedomai
Kepegawaian undangan terkait terkait dengan
Ketatalaksanaan penelitian, ketatausahaan (tata
Keuangan pengembangan dan naskah dinas, tata
Barang milik negara inovasi lingkungan kearsipan)

hidup dan kehutanan
Manajemen penelitian
dan pengembangan
Perundang-undangan
terkait pengelelaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sisten pengendalian
interm peméﬁntah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hutan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kKompetensi

Peraturan terkait
dengan kepegawaian
Peraturan terkait
dengan keuangan
(standar biaya wumumni,
perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan terkait
dengan pelayanan
perkantoran
(operasional
perkantoran)
Perattran terkait
dengan
perlengkapan/barang
milik negara
Pelaporan
Administrasi
kepegawaian

Tata pelayanan
perkantoran (antara
lain keprotokoleran)
Pernigelolaan bhmn
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaarn,
penghapusan bmn)
Prinsip-prinsip
pengelolaan tenaga
fungsional
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Ruang lingkup

Pengetaliuan timum?*)

Pengetahuan teknis

Penyusunan rencana
Program dan anggaran
penelitian,
pengembangan dan
inovasi

Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan
Sintesa hasil penelitian
pengembangan dan
inovasi

s Peraturan perundang-

undangan terkait
penelitian,
pengembangan dar
inovasi lingkungan
hiduip dan kehutanan
Manajemen penelitian
dan pengembangan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kehijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan:
terkait dengan badan
lithang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hasil
hutan

* unsur pengetaliuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kompetensi

Analisis bahan
perumusan kebijakan
teknis program dan
evaluasi pengelolaan
dan pengolahan hasil
hutan

Prinsip-prinsip
penyusunan dan
pelaksanaan program
dan anggaran
penelitian dan
pengembangan
Prinsip-prinsip
pemantauan,; evaluasi
dan pelaporan kegiatan
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
tentang pengelolaan
dan pengolahan hasil
hutan
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13.3.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut

Penelitian

Ruang lingkup

Pengetahuan utmuig®)

Pengetahuan teknis

Pengelolaan data
Penyiapan bahan hak
kekayaan intelektual
Pengelolaan
laboratorium, hutan
penelitian dan
kawasan hutan dengan
tujuan khusus

Peraturan perundang-
undangan terkait
penelitian,
pengeriibangan dan
inovasi lingkungan
hidup dan kehutanan
Manajemen penelitian
dan pengembangan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajémen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
lithang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hasil
hutan

* unsur pengetaliuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kompetensi

Analisis bahan
perumusan kebijakan
teknis pengenibangan
data dan tindak lanjut
penelitian bidang
pengelolaan dan
pengelahan hasil
hutan

Prinsip-prinsip
penyusunan dan
pelaksanaan kegiatan
pengembangan dan
inovasi

Prinsip-prinsip usulan
dan pengelolaan hak
kekayaan intelektual
Pengelolaan data dan
informasi

Koordinasi pengelolaan
laboratorium
Dasar-dasar
pengetaliuan teknis
pengelolaan dan
pengelahan hasil
hutan

Pengendalian teknis
dan pembinaan
kegiatan lithang
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13.3.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi

Ruang lingkup Pengetahuan umumn?*) Pengetahuan teknis
Kerja sama Peraturan perundang- Kebijakan teknis
Pengelolaan undangan terkait kerjasama dan
diseninasi dan penelitian, diseminasi bidang
publikasi pengembangan dan pengelolaan dan

inovasi lingkungan pengolahan hasil
hidup dan kehutanan hutan

Manajemen penelitian Prinsip-prinsip

dan pengembangan pengelolaan
Perundang-undangan kerjasama, diseminasi
terkait pengelelaan dan publikasi hasil
sumber daya alam, penelitian,

lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistemni pengendalian
interm peméﬂntah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hasil
hutan

# unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kompetensi

pengembangan dan
inovasi

Pengelolaan
pelaksanaan
bimbingan teknis
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
tentang pengelolaan
dan pengolahan hasil
hutan
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13.3.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup Pengetahuan umuni*) Pengetahuan teknis
Ketatausahaar, Peraturan terkait Peraturan/ pedomar
kepegawaian penelitian, terkait dengan
Ketatalaksanaan pengembangan dan ketatausahaan (tata
Kenangan inovasi lingkungan naskah dinas, tata

Barang milik negara

hidup dan kehutanan
Perundang-undangan
terkait pengelolaan
sumbeér daya alam,
lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan
terkait administrasi
pemerintahan (pusat/
daerah)

Kebijakan publik
Administrasi,
manajemen dan
organisasi (AMO)
Pelayanan dan
komunikasi publik
Pengadaan barang dan
jasa

Manajemen sdm
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian
intern pemerintah
Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan
terkait dengan badan
litbang dan inovasi
Program kerja terkait
pusat litbang hasil
hutan

Manajemen penelitian
dan pengembangan

*) unsur pengetahuan

terkait dengan elemen
dan kuk pada unit
kKompetensi

kearsiparn)

Peraturan terkait
dengan kepegawaian
Peraturan terkait
dengan keuangan
(standar biaya wumumni,
perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan terkait
dengan pelayanan
perkantoran
(operasional
perkantoran)
Perattran terkait
dengan
perlengkapan/barang
milik negara
Pelaporan
Administrasi
kepegawaian

Tata pelayanan
perkantoran (antara
lain keprotokoleran)
Pernigelolaan bhmn
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaarn,
penghapusan bmn)
Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan
(sik), kepegawaian
(simpeg), simak bmn
dan aplikasi barang
persediaan, keuangan
(saiba, silabi, sas)
Prinsip-prinsip
pengelolaan tenaga
fungsional
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134 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan
dan Perubahan Iklim
13.4.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi

Ruang lingkup Pengetahuan umum?*) Pengetahuan teknis
Penyusunan o Peraturan perundang-undangan Analisis bahan
rencana terkait penelitian, perumusan
Program dan pengem bangan dan inovasi kebijakan teknis
anggaran lingkungan hidup dan program dan
Pemarntauan, kehutanan evaluasi sosial,
evaluasi dan |= Manajemen penelitian dan ekonomi, kebijakan
pelaporan pengem bangan dan perubahan iklim
Sintesa  hasil | ¢ Perundang-undangan terkait Prinsip-prinsip
penelitian penigelolaan sumber daya alam, penyusunan dan
pengembangan lingkungan hidup, dan pelaksanaan

dan inovasi

kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen dan
organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen sdm

Manajemen keuangarn

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan litbang dan
inovasi

Program kerja terkait pusat
litbang sosial, ekoniorai,
kebijakan dan perubahan iklim

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan kuk pada
unit kompetensi

program dan
anggaran penelitian
dan pengembangarn
Prinsip-prinsip
pemarntauar,
evaluasi dan
pelaporan kegiatan
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
tenitang sosial,
ekonomnii, kebijakan
dan perubahan iklim
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13.4.2 Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut
Penelitian

Ruang lingkup

Pengetahiuan umum?)

Pengetahuan tekuis

e Pengelolaan data

¢ Pelaksanaan
pengembangan
dan inovasi

e PPenyiapan bahan
hak kekayaan
intelektual

s Pelaksanaan
pengelolaan
laboratorinm,
hutan penelitian
dan kawasan
hutan dengan
tujuan khusus

- Pératuran perundang-

undangan terkait penelitian,
pengembangan dan inovasi
lingkungan hidup dan
kehutanan

Manajemen penelitian dan
pengembangan
Perundang-undangarn terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, manajemen dan
organisasi (AMO)

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan harang dan jasa
Manajemen sdm

Manajemen kenangain
Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan
informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan lithang dan
inovasi

Program kerja terkait pusat
litbang sosial, ekonomi,
kebijakan dan perubahan iklim

*) unsur pengetahinan terkait

dengan elemen dan kuk pada
unit kempetensi

Analisis bahan
perumusan
kebijakan teknis
perigembatngan data
dan tindak lanjut
penelitian bidang
sosial, ekonomi,
kebijakan dan
perubahan iklim
Prinsip-prinsip
penyusunan dan
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan dan
inovasi
Prinsip-prinsip
usulan damn
pengelolaan hak
kekayaan
intelektunal
Pengelolaan data
dan informasi
Dasar-dasar
pengetahuan teknis
Pengendalian teknis
dan pembinaan
kegiatan litbang
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Ruang lingkup

Pengetahinan umum®)

Pengetahuan teknis

Kerja sama
Diseminasi dan
publikasi

Kerja sama

Peraturan perundang-
undangan terkait penelitian,
pengembangan dan inovasi
lingkungan hidup dan
kehutanan

Manajemen penelitian dan
pengembangan

+ Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan:
kehutanan

- Perundang-undangan terkait

administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)
Kebijakan publik

. Administrasi, manajemen dan

organisasi (AMO)
Pelayanan dan kemunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen sdimn
Manajemen keuangan
Sistem pengendalian intern
pemerintah

+ Pengelolaan data dan

informasi

Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan litbang dan
inovasi

Program kerja terkait pusat
litbéng sosial, ekonomi,
kebijakan dan perubahan iklim

*) unsur pengetahuan terkait

dengan elemen dan kuk pada
unit kompetensi

Kebijakan teknis
kerjasama dan
diseminasi bidang
sosial, ekonomi,
kebijakan dan
perubahan iklim
Prinsip-prinsip
pengelolaan
kerjasama,
disemiinasi dan
publikasi hasil
penelitian,
pengembangan dan
inovasi
Pengelelaan
pelaksanaan
binibingan teknis
Dasar-dasar
pengetahuan tekinis
tentang sosial,
ekonomi, kebijakan
dan perubahan
iklim
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13.4.4 Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup

Pengetahuan umum®)

Pengetahuan teknis

e Ketatausahaan

¢ Kepegawaian

o Ketatalaksanaan

« Keuangan

e Barang milik
negara:

¢ Peraturan terkait penelitian,
pengembatigan dan itiovasi
lingkungan hidup dan
kehutanan

* Manajemen: penelitian dan
pengembangan

s Perundang-undangan
terkait pengelolaan sumber
daya alam, lingkungan
hidup, dan kehutanan

¢ Perundang-undangan
terkait administrasi
penierintahan (pusat/
daerah)

¢ Kebijakan publik

o Administrasi, manajemen
dan organisasi (AMO)

¢ Pelayanan dan komumnikasi
publik

o Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen sdm

¢ Manajemen keuangan

e Sistem pengendalian intern
pemerintah

¢ Pengelolaan data dan
informasi

¢ Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan litbang dan
inovasi

» Program kerja terkait pusat
litbang sosial, ekonomi,
kebijakan dan perubahan

*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan kuk
pada unit kompetensi

Peraturan/ pedoman terkait
dengan ketatauisahaan (tata
naskah dinas, tata kearsipan)
Peraturan terkait dengan
kepegawaian

Peraniran terkait dengan
keuangan (standar biaya
umum, perbendaharaan
negara, pajak, dll)
Peraturan ferkait dengan
pelayanan perkatitoran
(operasional perkantoran)
Peraturan terkait dengan
perlengkapan/barang milik
negara

Pelaporan

Administrasi kepegawaian
Tata pelayanan perkantoran
(antara lain keprotokoleran)
Pengelolaan BMN
(inventarisasi, pemanfaatan,
pemeliharaan, penghapusan
BMN)

Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan (SIK),
kepegawaian (SIMPEG), simak
bmn dan aplikasi barang
persediaan, keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS)

Prinsip-prinsip pengelolaan
tenaga fngsional
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13.5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratoriuim

Lingkungan

13.5.1 Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
» Rencana, » Peraturan perundang-undangan |e Peraturan  perundatig- |
program, terkait penelitian, pengembangan dan | undangan terkait
anggaran inovasi lingkungan hidup dan| program dan evaluasi
¢ Pemantauan, kehutanan e Sistem perencanaan
evaluasi, Peraturan terkait dengan penelitian | pembangunan nasional
diseminasi dan dan pengembangan kualitas dan | (mekanisine penyusunan
pelaporan. laboratorium lingkungan renstra/renja)
¢ Pengembangan Peraturan perundang-undangan |e Sistem akuutabilitas
dan inovasi terkait penelitian dan pengembangan kinerja instansi
+ Sintesa hasil Manajemen penelitian dan | pemerintah (mekanisme
penelitian pengembangan penyusunan lakip)
Peraturan terkait pengembangan |* Manajemen pengelolaan
kualitas dan laboratorium | keuangan negara
lingkungan (mekanisme penyusunan
Dasar-dasar penélitian dan | RKAKL)
pengembangan laboratorium | Metode penyusunan
lingkungan hidup proposal/rencana
Manajemen laboratorium penelitian
Perundang-undangan terkait [¢ Mekanisme  pelaporan
pengelolaan  sumber daya alam, | kegiatan litbang lLutan
lingkungan hidup, dan kehutanan (laporan bulanan,
Perundang-undangan terkait | (riwalen, semester, dan
administrasi pemerintahan (pusat/ | lain-lain)
daerah) » Teknik diseminasi
Kebijakan publik (seminar, sosialisasi,
Administrasi,  manajemen  dan | geélar teknologi, pameran.
organisasi (AMO) Bimbingan teknis)
Pelayanan dan komunikasi publik * Analisis bahan
Pengadaan barang dan jasa perumusan  kebijakan

Manajemen sdm

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian
pemerintah

Pernigelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait dengan
badan litbang dan inovasi

Program kerja terkait pusat lithang
kualitas dan laboratoritm
lingkungan

intern

# unsur pengetahuan terkait dengan

elemen dan kuk pada unit
kompetensi

teknis program, evaluasi
dan diseminasi
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13.5.2 Kepala Bidang Pengelolaan Laboratorivun Lingkungan

Ruang lingkup Pengetahuan tmum *) Pengetahuan teknis
s Pengelolaan e Peraturan perundang-undangar s Manajemen mutn
laboratorium terkait penelitian dan laboratorium sni iso
lingkungan pengembangan 7025:2008
e Pelayanan Manajemen penelitian dan ¢ Teknik pengujian
teknis pengembangan kualitas lingkungan
laboratorium Peraturan terkait pengembangan e« Teknik pelayanan
lingkungan kualitas dan laboraterium jasa lahoraterium
* Rencana lingkungan lingkungan hidup
perngembangan Dasar-dasar penelitian dan o Teknik pengelolaan
laboratorium pengembangan laboratorinum sarana prasarana
s Pengembangan lingkungan hidup laboratorivm
sistem Manajenien laboratorium » Analisis bahan
manajemen Perundang-undangan terkait perumusan
dan teknis pengelolaan sumber daya alam, kebijakan teknis
laboratorium lingkungan hidup, dan kehutanan penigelolaan
lingkungan Perundang-undangan terkait laboratorivim
» Pembinaan administrasi pemerintahan lingkungan
laboratorium (pusat/ daerah)
lingkungan Kebijakan publik
¢ Pengelolaan Administrasi, manajemen dan
laboratorium organisasi (anio)
lingkungan Pelayanan dan komunikasi publik
rujukan Pengadaan barang dan jasa
nasional Manajemen sdm
¢ Pengujian Manajemen keuangan
kualitas Sistem pengendalian intern
lingkungan pemerintah
Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan litbang dan inovasi
Program kerja terkait pusat
litbang kualitas dan laboratoriumm
lingkungan
*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan kuk pada unit
kom petensi
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13.5.3 Kepala Bidang Metrologi dan Kalibrasi
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Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis

e Pengelolaan Memahami manajemen mutn e [lmu metrologi
metrologi laboratorium sni iso 7025:2008 * Teknik/tata cara
lingkungan, dan iso 17043:2010 kalibrasi

¢ Pembuatan Peraturan perundang-undangan o Manajemen mutu
bahan acuan terkait penelitian dan laboratorivm
dan wji pengembangan e Analisis bahan
profesiensi Manajemen penelitian dan perumusan

s Pengelolaan pengenibangan kebijakan teknis
kalibrasi Peraturan terkaif pengembangan metrologi dan
peralatan kualitas dan laboratorium kalibrasi
laboratorium lingkungan

Dasar-dasar penelitian dan
pengembarigan laboratorium
lingkungan hidup

Manajemen laboratorium
Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alat,
lingkungamn hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi, manajemen dan
organisasi (AMQO)

. Pelayanan dan komunikasi publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen sdm

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan badan lithang dan inovasi
Program kerja terkait pusat
litbang kualitas dan laboratorium
lingkungan

# unsur pengetahuan terkait dengan

elemen dan kuk pada unit
kem petensi

www.peraturan.go.id



2017, No.245

-334-

- 334 -

13.5.4 Kepala Bagian Tata Usaha

¢ Ketatalaksanaan

¢ Keuangan

e Barang milik
negara

pengembangan

Manajemen penelitian dan
pengembangan

Peraturan terkait pengembangan
kualitas dan laboratorium
Iimgkungan

Dasar-dasar penelitian dan
pengembangan laboratorium
lingkungan hidup

Manajemen laboratorinim
Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alani,
lingkungan hidup, dan kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik

Administrasi; manajemen dan
organisasi (amo)

Pelayanan dan komunikasi publik
Pengadaan: barang dan jasa
Manajemen sdm

Manajemen keuangan

Sistem pengendalian intern
pemerintah

Pengelolaan data dan informasi
Peraturan/kebijakan terkait
dengan hadan litbang dan inovasi
Program ketja terkait pusat litbang
kualitas dan laboratorinom
lingkungan

Keterangan:
* unsur pengetahivian terkait dengan

elemen dan kuk pada unit
kompetensi

Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis
e Ketatausahaan, Peraturan perundang-undangan Peraturan/pedoman
kepegawaian terkait penelitian dani terkait dengan

ketatausahaan (tata
naskah dinas, tata
kearsipan)

Peraturan terkait
dengan kepegawaian
Peraturan terkait
dengan keuangan
(standar biaya
umum;
perbendaharasan
negara, pajek, dll
Peraturan terkait
dengan pelayanan
perkantoran
(operasional
perkantoran)
Peraturan terkait
dengan
perlengkapan/
barang milik negara
Pelaporan
Administrasi
kepegawaian

Tata pelayanan
perkantoran (antara
lain keprotokoleran)
Pengelolaan bmn
(inventarisasi,
pemanfaatan,
pemeliharaan;
penghapusan BMN)
Sistem dan teknologi
pelaporan, kearsipan
(SIK), kepegawaian
(SIMPEG), simak
bmn dan aplikasi
barang persediaan,
keuangan (SAIBA,
SILABI, SAS)
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13.6 Balai Besar Penelitian; Pengembangan dan Inovasi Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
13.6.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi (UPT)

Ruang Lingkup Pengetahuan umum?) Pengetahuan Teknis
Program dan + peraturan perundang-undangan sintesis penelitian dan
anggaran terkait Penelitiany, Pengerbangan pengembangan

penelitian dan
pengembangan
Monitering dan
evaluasi
Sintesa hasil
peénelitian
pengembangan

dan inovasi

dan inovasi

¢ manajemen penelitian dan
pengembangan

» dasar-dasar penelitian dan
pengembangan hutan

¢ Penundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup; dan
kehutanan

s Perundang-undangan terkait
administrasi peinerintahan
(pusat/ daeral)

+ Kebijakan publik

o Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO),

o Pelayanan dan komunikasi
publik

¢ Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

+ Manajemen keunangan

¢ Pengelolaan data dan informasi

¢ Peraniran perundangan terkait
dengan: Badan Litbang dan
[novasi

o Peraturan/mekanisme terkait
balai penelitian

Keterangan:

*) unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK pada unit
kompetensi

peraturan terkait sistem
perencanaan
pembangunan nasional
peraturan terkait
pengelolaan anggaran.
pemerintah

peraturan terkait
pertanggungjawaban
keuangan negara
mekanisme penyusunan
Renstra, Renja
pengelolaan sistem
informasi

mekanisme penyusunan
Reneana Kinerja
Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja
analisis bahan
perumusan kebijakan
teknis di bidang program.
mekanisme monev dan

penyusunan pelaporan
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13.6.2 Kepala Bidang Data, Infoermasi dan Kerjasama

Ruang Lingkup

Pengetahuan umum?)

Pengetahuan Teknis

FPengelolaan
data, informasi
hasil litbang
Pengelolaan
publikasi dan
diseminasi
Kerja sama
penelitian dan
pengembangan
Hak kekayaan
intelektual
Pengelolaan
laboratorium,
Hutan Penelitian
dan Kawasan
Hutan Dengan
Tujuan Khusus
Bahan sarari
kebijakan

. pératuran

perundang-
undangan terkait Penelitian
dan Pengembangan

manajemen penelitian dan

pengembangan

+ dasar-dasar penelitian dan

pengembangan hutan

© Perundang-undangan terkait

pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO),
Pelayanan dan komumnikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM
Manajemen keuangan
Pengelolaan data dan

informasi

+ Peraturan perundangan

terkait dengan Badan Litbang
dan Inovasi
Peraturan/mekanisme terkait
balai penelitian

Mekanisme

¢ pengelolaan data dan
informasi hasil litbang

¢ usulan hak kekayaan
intelektual

e koordinasi pengelolaan
Laboratorium, Hutan
Pernelitian dan
Kawasan Hutan
dengan Tujuan
Khusus

e prosedur pengelolaan
publikasi dan
diseniinasi hasil

litbang

e saramn kebijakan hasil

litbang

e peraturan terkait

pengelolaan hibah,
Kerjasama,
pengelolaan informasi

e mekanisme kerjasama
dan hibah tentang
kelitbangan

s mekanisme
penyusunan dokumeri
Hibal atau kerjasama
(Perjanjian

Kerjasama/MoU, dan

Keterangan: lain-lain).

*) unsur pengetahuan terkait e bahasa inggris aktif
denigan elemen dan KUK pada
unit kompetensi
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Ruang Lingkup Pengetahuan umumn?) Pengetahuan Teknis
Ketatausahaan peraturan perundang- administrasi
Kepegawaian undangan terkait Penelitian Kepegawaian
Ketafalaksanaan dan Pengembangan Pemerintah/ASN
Kerumahtanggaan. manajemen penelitian dan ketatalaksanaan
Pengelolaai pengembangan. pengelolaan tata
keuangan dasar-dasar penelitian dan persuratan dan

Pengelolaan barang
milik negara

pengembangan hiitan
Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan
Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

Kebijakan publik
Administrasi; Manajemen dan
Organisasi (AMQ),

Pelayanan dan komunikasi
publik

Pengadaan barang dan jasa
Manajemen SDM

Manajemen keuangan
Pengelolaan data dan
informasi

Peraturan perundangan
terkait dengan Badan Litbang
dan Inovasi
Peraturan/mekanismie terkatt
balai penelitian

Keterangan:

# unsur pengetalivan terkait
dengan elemen dan KUK pada
unit kompetensi

kearsipan

urusan rumah tangga
urusan barang milik
Negara

pengelolaan administrasi

keuangan
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13.7 Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Umumni)
13.7.1 Kepala Balai (Umum)

Ruang Lingkup

Pengetalhuan umum?*)

Pengetahuan Teknis

s perencanaan
lithang

s evaluasi dan
pelapran
kegiatan
litbang

¢ pelaksanaan
kegiatan
litbang

s pelaksanaan
dukungan

administrasi

s peraturan perundang-
undangan terkait Penelitian
dan Pengembangan

emanajemen penelitian dan
pengembangan

edasar-dasar penelitian dan
pengembangan hutan

s Perundang-undangan terkait
pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, dan
kehutanan

s Perundang-undangan terkait
administrasi pemerintahan
(pusat/ daerah)

sKebijakan publik

e« Administrasi, Manajemen
dan Organisasi (AMO),

s Pelayanan dan komunikasi
publik

sPengadaan barang dan jasa

sManajemen SDM

sManajemen keuangan

s Pengelolaan data dan
informasi

e Peraturan perundangan
terkait dengan Badan
Litbang dan Inovasi

s Peraturan/mekanisme
terkait balai penelitian

Keterangan:

* unsur pengetahuan terkait
dengan elemen dan KUK
pada unit kompetensi

« Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi bidang Hutan,
Hasil Hutan, Sosial Ekonomi,
Kebijakan dan Perubahan
Iklim, Peningkatan Kualitas
dan laboratorium lingkungan
program dan anggaran
penelitian dan
pengembangan di bidang
Hutan, Hasil Hutan, Sosial
BEkononii, Kebijakan dan
Perubahan Iklim,
Peningkatan Kualitas dan
laboratorium lingkungan
pemantauan dan evaluasi
p’c_ngelolaa‘n kerjasama,
Sarana dan Prasarana
Penelitian dan
Pengembangan,

Koordinasi pengelolaan
laboratorium, Hutan
Penelitian dan Kawasan
Hutan dengan Tujuan
Khusus

Pengelolaan urusan
kepegawaian, tatalaksana,
Kerumahtanggaan,
keuangan dan barang milik
Negara

pengelolaan diseminasi dan
publikasi hasil penelitian,

pengembangan dan inovasi
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13.8 Balai Penelitian, Pengembangan dan [novasi Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Khusus)
13.8.1 Kepala Balai (Khusus)

Ruang Pengetahuan umum?*) Pengetahuan Teknis

Lingkuop
Rencana s manajemen penelitian dan e kegiatan Penelitian,
operasional pengembangan Pengembangan dan
dan ¢ dasar-dasar penelitian dan Tnovasi
pelaksanaan pengembangan hutan * program dan anggaran
kegiatan s Peraturan terkait dengan penelitian dan
litbang penelitian, Pengembangan dan pengembangan
Pelaksanaan inovasi di bidangnya* s pemantauan dan
dukungan ¢ Perundang-undangan terkait evaluasi
administrasi

pengelolaan sumber daya alaiu,

lingkungan hidup, dan kehutanan

¢ Perundang-undangan terkait
administrasi pemeérintahan
(pusat/ daeral)

¢ IKebijakan publik

¢ Administrasi, Manajemen dan
Organisasi (AMO),

e [PPelayanan dan komunikasi publik

s Pengadaan barang dan jasa

¢ Manajemen SDM

e Manajemen keuangan

e Pengelolaan data dan informasi
* Peraturan perundangan terkait

dengan Badan Litbang dan Inovasi

o Pératuran/mekanisme terkait
balai penelitian

Keterangan:

*) unsur pengetahuan terkait dengan

elemen dan KUK pada unit

kompetensi

= diseminasi dan publikasi
hasil penelitian

e pengelolaan
kerjasama,Sarana dan
Prasarana Penelitian dan
Pengembangan,Koordina
si pengelalaan
laboratorium, Hutan
Penelitian dan Kawasan
Hutan dengan Tujuan
Khusus

e pengelolaan nrusan
kepegawaian,
tatalaksana,
Kerumahtanggaan,
keuangan dan barang
milik Negara '

e pengelolaan diseminasi
dan publikasi hasil
penelitian,
pengembangan dan
inovasi
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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.9/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/1/2017

TENTANG

STANDAR  KOMPETENSI  DAN KUALIFIKASI
JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

KELOMPOK JENIS DIKLAT MANAJEMEN TEKNIS DAN DIKLAT MANAJEMEN
TEKNIS ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Na Lingkup Organisasi Administrator Lini Administrator Stal
Urusan Teknis Urasan
Administrasi
1 | Sekretariat Jenderal - - Manajemen Teknis
Administrasi LHK
2 | Direktorat Jenderal | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Planologi Kehutanan | LHK Perencanaan | LHK  Perencanaan | Administrasi LHK
dan Tata Lingkungan Hutan dan Tata | Hatan dan Tata
Lingkungan Lingkungan |
3 | Direktorat Jenderal | Mangjemen  Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Konsetvasi Sumber | LHK Konservasi | LHK Konservasi | Administrasi LHK
Daya Alam dan | Sumber Daya Alam | Sumber Daya Alam
Ekosisteimn dan Ekosistem dan Fkosistem
4 | Direktorat Jenderal | Manajemen  Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Pengendalian Daerah | LHK Pengelolaan | LHK Pengelolaan | Administrasi LHK
Alitan  Sungai  dan | DAS dan Perhutanam | DAS dan
Hutan Lindung Sesial Perhutanan Sosial
S | Direktorat Jenderal | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Pengelolaan Hutan | LHK Pengelolaan | LHK Pengelolaan | Administrasi LHK
Produksi Lestari Hutan Lestari Hutan Lestari
6 | Direktorat Jenderal | Manajemen  Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Pengendalian LHK Pengendalian LHK Pengendalian | Administrasi LHK
Pencemaran dan | Pencemaran Pencemaran  dan
Kerusakan Lingkungan | dan Kerusakan
Kerusakan Lingkungan
Lingkungan
7 | Direkwrat Jenderal | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Pengelolaan Sampah, | LHK Pengelolaan | LHK Pengelolaan | Administrasi LHK
Limbah, dan Bahan | Sampah, Limbah, | Sampal, Limbah,
Beracun Berbahaya dan Bahan Beracun | dan Bahan Beracun
Berbahaya Berbahaya
8 | Direktorat Jenderal | Manajemen  Teknis | Manajemen Teknis | Manajemen Teknis
Pengendalian Perubahan | LHK  Pengendalian | LHK Pengendalian | Administrasi LHI
Tklin Perubahan IKlim | Perubahan Tklim
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9 | Direktorat Jenderal | Manajemen  Teknis | Manajemen: Teknis | Manajemen Teknis
Perhutanan Sosial dan | LHK Pengelolaan | LHK Pengelolaan | Administrasi LHK
Kemitraan Lingkungan DAS dan Perhutanan | DAS dan

Sosial atan | Perhutanan  Sosial

Manajemen Teknis | atau Manajemen

LHIK Pengelolaan | Teknis LHK

Hutan Lestari Pengelolaan Hutan
Lestari

10 | Direktorat Jenderal | Manajemen  Teknis | Manajemen: Teknis | Manajemen Teknis
Penegakan Hukum | LHK Penegakan | LHK Penegakan | Administrasi LHK
Lingkungan Hidup dan | Hukam Lingkungan | Hukum Lingkungan
Kehutanan Hidup dan | Hidup dan

Kehutanan Kehutanan
11 | Inspektorat Jenderal - Manajemen Teknis | Manajemen. Teknis
LHK Manajemen | Administrasi LHK

Pengawasan

12 | Badan Penyulunhan dan | Manajemen Teknis | ManajemenTeknisl. | Manajemen Teknis
Pengembangan SDM LHK Penyuluhan | HK Penyuluhan dan | Administrasi LHK

* dan Pengembangan | Pengembangan
SDM SDM

13 | Badan Penelitian, | Manajemen Manajemen Manajemen Teknis
Pengembangan, dan | Penelitian, Penelitian Administrasi LHK
Tnovasi ]
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